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WAKAF TEMPORAL (KEUNGGULAN DAN HAMBATANNYA DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI UMAT)

Oleh: M. Nor Ikhsan

ABSTRAK

Wakaf temporal adalah salahsatu alternatif dalam berwakaf di mana
pemiliknya berwakaf hanya bersifat sementara. Dalam hal ini penyusun melihat
masih kurangnya kajian hukum Islam di Tanah Air dalam membahas masalah
berwakaf secara temporal dan dalam menggali potensi-potensinya yang terkandung
disertai faktor hambatannya, padahal masalah ini sudah dibahas pada abad Il
Hijriyah.

Penyusunan tesis ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dasar hukum
wakaf temporal dalam persfektif ulama figh khususnya pendapat empat mazhab yaitu
mazhab Maliki, Abu Hanifah, Syafii dan~dhmad bin Hanbal Kedua untuk
mengetahui bagaimana potensi Vyang terkandung pada wakaf temporal dan
hambatannya apabila diterapkan di Indénesia dalam rangka meningkatkan ekonomi
umdat.

Penelitian ini merupakan penelitian-eksploratif, dengan menggunakan teknik
analisis isi (content analysis). |sifat penelitian adalah penelitian pustaka yang
berpijak pada pengolahan data yang digmbil dari sejumlah literatur yang berkaitan
dengan permasalahan wakaf temporal.. Penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif dan yuridis kemudian menganalisis permasalahan dengan menggunakan
analisis kualitatif dan komparatif, sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Terdapat perbedaan dalam hukum-y gkaf temporal dikalangan imam mazhab,
mazhab Syafi’i dan \Hambali \melarang\\dehgan) i¢gas.«Karena salahsatu syarat
berwakaf adalah harta yang diwgkafkan harys diabadikan untuk selama-lamanya,
sedangkan mazhab Maliki dan Abw Hanjfah sebaliknya yaitu membolehkan karena
tidak ada dalil yang menunjukan atas larangan berwakaf secara temporal.

Berwakaf secara tempéralakan meviber ikan pelyang kepada semua kalangan
untuk berwakaf dalam bentuk apa saja’ selama hartd lersebut sah untuk diwakafkan
dan tanpa merasa khawatir akan kehilangan hartanya, di sisi lain  dalam
penerapannya kemungkinan akan menemui hambatan yaitu masih  kakunva
masyarakat dalam memahami teks-teks figh tentang wakaf, adanya peraturan
Pemerintah tentang harta wakaf yang harus dilembagakan untuk selama-lamanya,
kurangnya sosialisasi tentang kepada masyarakat, dan kurangnya SDM yang
profesional dalam pengelolaan wakaf.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan evaluasi dalam
sistem perwakafan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat, khususnya umat Islam.

Kata Kunci: Wakaf Temporal, Mazhab, dan Ekonomi Umat.
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The Temporary Wakaf
(Advantages and barriers in Improving
the Istamic Community Economy)

By: M. Nor Ikhsan
Abstract

The temporary wakaf is one of several alternatives for wakaf, in wich the
owners provide their property temporarily. So far, legal Islamic study concerning the
temporary wakaf in Indonesia does not yet develop; although the issue on the
temporary wakaf has been discussed since the second century of Hijrah.

The study aims to identify the legal standing of the temporary wakaf in the
perspective of Islamic jurist, especially the four mazhabs: Maliki, Abu Hanifah,
Syafi'i, and Ahmad ibn Hambal. The second aim is to recognize the advantages and
barriers of temporary wakaf if will-be-implemented in Indonesia in order to improve
the Islamic community economy.

The study is an exploratory stadyywhich applies content analysis. It is also
a library reseach emphasizing on the datadthar are taken from relevant literature
concerning the temporary wakaf. It usesjurudical-normative approach and the data
are analyzed through qualitative gnd comparative analyses.

The conclusion indicates-thatthe\four"mazhabs have diffrence view. Syafi,
and ambali’s mazhabs strongly profibit-the vethporary wakaf. for one requirement
of wakaf is the property that becomte wakaf must be forever. On the other hand,
Maliki and Abu Hanifuh allow the temporary_wakaf since there is no strong
arguments prohibited, the, Wekaf/ Kirthermaore | implénienling the temporary wakaf
will give an opportunity all moslems to donate their legal property to be wakaf
without arny anxiety with the property_missing\However in the implimentation, the
temporary wakaf has several barriers. First,__some moslems are awkward in
interpreting figh texts conceening (wakafl Second, | there is government regulation
concerning the wakaf property, which must be instutionalized forever. Third, the
society has less information about wakaf. Finally, there is lack of human resources
who are professional in the management of wakaf property.

It is expected that study may become an initial thought and evaluation
toward the wakaf system in Indonesia in order improve the welfare of Islamic
community economy.

Key word: temporary wakaf, mazhab, and Islamic community economy.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

! alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba b -

& ta t -

& a § s (dengan titik di atas)
3 jim j :

r ha’ h h (dengan titik di bawah)
¢ kha kh -

a dal d -

3 zal 4 Z (dengan titik di atas)
J ta F -

J za v4 -
o sin 5 -
o syin sy -
o sad $ s (dengan titik di bawah)
e  dad - d d (dengan titik di bawah)
L ta { t (dengan titik di bawah)
5 za 7 z (dengan titik di bawah)

xiii




' “ain ) Koma terbalik ke atas
¢ gain g -

ui fa f -

3 qaf q -

& kaf k -

J lam | -

s mim m _

] nun n -

3 wawu W -

5 ha h -

$ hamzah ) apostrof
¢ ya’ y -

B. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap, termasuk.tanda syaddahd ditulis rangkap, contoh :

43yl ditulis Ahmadipvah.

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata.

1.

Bila dimatikan ditulis 4, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

isla : ditulis jamaah

Bila dihidupkan ditulis ¢, contoh :

PR AR : ditulis karamatul-auliva’

Xiv



. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis /, dan darnmah ditulis u.
. Vokal Panjang.
a panjang ditulis a, i panjang ditulis T dan u panjang @ ditulis, masing-masing
dengan tanda hubung (-) di atasnya.
. Vokal Rangkap.
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai, contoh :
ey : ditulis bainakum,
2. fathah + wawu mati ditulis dwle6ntoh .
Jsd : ditulis gaud

- Yokal-vokal pendek yang berurufan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof ().
pilt : ditulis a’anfum
Eiiga 1 ditulisuind annas

. Kata Sandang Alif+Lam.
1. Bila diikuti hurdfQamariyyah, edntoh -
b : ditulis al-Quran
il - ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf 7 (el)-nya.
slaud) : ditulis as-Sama

aaddl - ditulis asy-Syvams
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Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, contoh :
vas Al 593 ditulis Zawi al-furicd

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,
contoh ;
AL gl : di tulis ahl as-Sunnah

POV W : ditulis Syaikhkalclslam dtau Syaikhul- Islam.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu institusi lembaga Islam yang berfungsi
sebagai ibadah kepada Allah dan berfungsi secara sosial, karena wakaf
merupakan suatu pernyataan dari perasaan Iman dan solidaritas kepada sesama
manusia, sechingga wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat
digunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara
hubungan manusia dengan” Altah/dan hubungan manusia dengan sesama
manusia.

Mewakafkan sesuati'yangbérmilai;manfaat bagi orang lain merupakan
bagian dari anjuran agama Jslaim, 'Sccara implisit al-Qurlan telah
menerangkan, sebagaimana dalam firman-Nya surah Ali-Imran ayat 9 tentang
anjuran untuk, menginfakan -harta-dang Kila gintart=dan termasuk dalam
kategori amalan yang senantiaga mengalir séjauh benda wakaf tersebut masih
dapat didayagunakan, dan~memberikamjalan jkemaslahatan bagi orang lain
(maukuf” ‘alaify). Masalah wakaf ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang
diriwayatkan oleh imam Muslim, menyatakan bahwa ada tiga hal yang
membuat amal sescorang sclalu mengalir walaupun dia telah meninggal dunia,

yang salah satunya adalah amal jariah seperti berwakaf.!

' Lihat Imam Muslim, Sahih Muslim (Bandung: Dahlan, 1.t.), II: 14, “Kitab al-Wasiyah”,
“Bab ma Yulhaqu al-Insan min as-sawab ba’da wafatihi”, diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan
Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mercka diriwayatkan dari lsmail (Ibnu Ja’far) dari
I"lai dari bapaknya, dari Abu Hurairah.



Dari isi hadits di atas, tampak jelas bahwa berwakaf tidak sekadar
seperti sedekah pada lazimnya, yang hanya bersifat ritual-karitatif (fatawwu’),
tetapi jauh lebih dari itu, amal wakaf memiliki nilai individual dan sosial.
Bemilai individual yaitu scbagai ibadah kepada Allah, karena merupakan
bentuk amalan yang pahalanya akan senantiasa mengalir sepanjang benda
wakaf masih utuh dan dapat diambil manfaatnya. Dikatakan memiliki nilai
sosial, karena benda wakaf sudah barang tentu menjadi aset pengembangan
masyarakat dan kemajuan serta media pengembangan derap kemajuan
kesejahteraan sosial keagamaanl

Wakaf dikatakan berfungsi secarm| sosial, karena wakaf merupakan
asset yang sangat bernilai; dan’ €rat kaitannya dengan masalah ekonomi
masyarakat scrta tclah |“memainkan “peranan sangat penting dalam
pembangunan masyarakat muslint sepanjang sejarah perkembangan Islam.
Wakaf merupakan pranata Keagamaan yang mentiliki kaitan secara fungsional
dalam upaya pemecahan masalah-masalaly/sosial dan kemanusiaan, seperti
pengentasan kemiskinam, “pefiingkatan_sdniber /daya manusia (SDM) dan
pemberdayaan ekonomi umat.”

Dalam hal ini, pertama-tama benda wakaf atau harta wakaf harus
dipastikan telah mengandung nilai dan unsur produktifitas baik ekonomi

maupun sosial scsuai dengan tuntutan masyarakat. Lebih-lebih nilai itu

? Tulus (direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Dep. Agama RI), Aanajemen
Kelembagaan Wakaf, disampaikan pada Workshof Internasional tentang Pemberdayaan Ekonomi
Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batan 7 Januari 2002,



berkapasitas makro yaitu, sebagai salah satu aset ne:gara3 dalam rangka
pembangunan potensi umat yang berketeguhan iman dan bertaqwa kepada
Allah SWT.*

Berkembangnya wakaf untuk kesejahteraan sosial tidak lepas dengan
adannya peraturan-peraturan yang mendukung seperti masalah wakaf pada
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977’ dan Intruksi Presiden berkenaan
dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosedur pengalihan hak milik
dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga- lembaga pemerintah yang
telah ditunjuk secara resmi dalam bukw KHL.°

Seputar pertanyaan,_apakah wakaf] itu terfokus pada sesumatu yang
material (benda wakaf) atau'immaterial (pengambilan manfaatnya saja), atau
apakah benda wakaf itu diwakafkan\untuk’selamanya atau hanya dalam waktu
tertentu (temporal). Beberapa mazhab’™ dalam kaum muslimin, terdapat
perbedaan, inilterkait dengan konteks dap kKondigi\lingkungan yang mengitari
paradigma dan hirarki pemikiran miereka,/sehingga sangat wajar pendapat

mereka mengenai bendarwakafbeégitupberagam.

ISehingga terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria No. § Tahun 1960 masalah wakaf

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik. Lihat buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafun Tanah Milik yang
diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji, Jakarta
2000/2001.

*luhaya S. Praja, Pengantar Perwakafan di Indonesia : Pemikiran, Hukum dan

Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piar, 1993), him.V.

*Lihat buku karya Muhammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf. cet. ke-1

(Jakarta: UI Press, 1988). hlm. 77-935.

®Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Hukum

Nasional, cet. keB-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.209-212

"Difokuskan kepada empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi’l, Hanali, dan Hambali.



Walaupun definisi wakaf dan benda wakaf di kalangan fugaha
Mujtahidin diperdebatkan, tetapi ada satu prinsip yang nampaknya menjadi
pegangan kebanyakan mereka yaitu, prinsip bahwa benda yang diwakafkan
pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat dari benda wakaf itu, baik status
kepemilikannya berpindah dari si pewakaf kepada si musrahig (orang yang
berhak), atau masih tetap pada status milik si wakif(orang yang berwakaf).?

Terlepas sementara dari permasalahan perbedaan pendapat di atas,
pemunculan wakaf produktif sekarang ini, menjadi alternatif untuk
memaksimalkan potensi dan mamfaatnya kepada masyarakat selama hal
tersebut tidak melanggar aturan §yara® Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf
yvang ada memperoleh prigritas| utama rditujukan pada upaya yang lebih
menghasilkan seperti wakaf seearastundl,! di mana sekarang lagi gencar-
gencarnya disuarakan.

Dalam pengclolaan/harter wakaf produktif,_pihaky yang paling berperan
berhasil tidaknya pemamfaatan makaf sproduktif adalah nadzir (yang
diserahkan sebagai/peng€lolayWwakaf] scbab.nadzirlah yang bertanggung jawab
dan berkewajiban mcmelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta
menyalurkan hasil atau mamfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.”

Di sisi lain penyusun melihat bahwa ada suatu cara berwakaf yang
kurang mendapat perhatian yang scrius dari kalangan ulama dan pakar

ekonomt Islam, padahal apabila dilihat dari potensinya untuk mensejahterakan

*Juhaya S. Praja, Pengantar Perwakafan., hlm. 57

* Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, diterbitkan oleh:
Proyek Peningkatan Zakat dan Wakafl Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan
Haji Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2003,



umat, tidak kalah dengan berwakaf secara tunai, yaitu berwakaf secara
temporal.

Pemunculan wacana wakaf temporal ini nanti pasti akan sangat
bersinggungan dengan definisi wakaf dalam KHI Buku III, Bab 1, Pasal 215,
Ayat (1) sebagai berikut : Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dalam
pasal 1 ayat (1)'° yang isinya bahwa harta wakaf harus dilembagakan untuk
selama-lamanya, hal ini akan bertolak belakang dengan tata cara pelaksanaan
yang ada pada wakaf temporal, hal ini memerlukan telaah kembali latar
belakang bagaimana pemberitukan | peraturan-peraturan tersebut yang
diharapkan sebagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan berikutnya.

Dilihat dari sumber| hukumnya” yaitt dalam kajian hokum Islam,
berwakaf secara temporal! mempunyai dasar vang cukup kuat,'' walaupun
terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'? dalam memandang hakikat
wakaf itu sendiri, baik ditinjas dari @spelCkontinyupitasiwaktu (ikrar, zat yang
diwakfkan (benda wakaf).’’ @®leh karena itu sangat perlunya penyusun untuk
meneliti ulang bagaimana  mereka .mepgistinbat sebuah hukum dan

mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat untuk kita.

°Saroso, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik (Yogyakarta liberty,
1984), hlm. 52.

' Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanaliyah.

12 Dalam hal pcmbahasan ini tidak tidak lepas dari perbedaan pendapat khususnya pada
empat mazhab yaity mazhab Maliki, Syafi’], Hanafi, dan Hambali.

" Lihat buku Paradigma Baru Wakaf Di Indunesia yang diterbitkan oleh: Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Isiam dan
Penyelengagara Haji 2004, hlm. 2-20.



Wacana wakaf temporal adalah suatu kajian yang sangat menarik
untuk dibahas dan dicanangkan sebagai salah satu wakaf produktif. Mengingat
hal ini, sangat perlu diadakan penelusuran yang lebih mendalam.'*

Namun studi perwakafan di Indonesia masih terfokus kepada segi
hukum figh dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Lembaga wakaf
yang merupakan sumber dana dan asct ckonomi dan dapat memberi
kemanfaatan sepanjang masa kepada masyarakat belum dikelola secara
produktif dan masih tertinggal dibandingkan dengan Negara lain. Peruntukan
wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan
cendrung hanya untuk kepentingan’kegiatan-kegiatan ibadah. Hal ini karena
kurangnya pemahaman masyarakato(umat  Istam) terhadap wakaf, baik
mengenai jenis harta yang -diwakatkan, pengelolaan dan pendayagunaan
wakaf, karena pada umumnya-umatIstam berpendapat bahwa harta yang dapat
diwakafkan hanya tefbatas\padabcrdasbéndd tidak bergciak seperti tanah dan
bersifat untuk selamanya.

Salah satu aiteenatif yang, dibarapkan dapat mengatasi masalah
kemiskinan adalah adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat, khususnya
golongan kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan
penderitaan masyarakat miskin. Persoalan yang menghimpit golongan miskin

sebenarnya bisa ditanggulangi jika golongan yang mampu memiliki

"Berwakaf secara temporal, akan membuka peluang seorang muslim untuk beramal
tanpa harus kehilangan hartanya untuk selama-lamanya, dengan catatan ada prosedur yang
mengatur secara jelas, seperti saksi dan legalitas hitam di atas putih untuk menghindari masalah
yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal ini diharapkan terciptanya kesejahteraan umat
Islam scmakin besar dalam kehidupan masyarakat.



kepedulian sosial."’ Karenanya perlu pemikiran atau terobosan melalui karta-
karya nyata yang dapat menggugah untuk meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam kegiatan wakaf, karena pengamalan ajaran wakaf yang
telah tumbuh di masyarakat merupakan modal yang dapat dikembangkan.
Berdasarkan pada masalah tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis akan
membahas tentang wakaf temporal dalam upaya peningkatan ekonomi umat,
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang teiah dipaparkan di atas,
maka masalah-masalah pokgk vang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apa dasar hukum wakafitemporal dalam persfektif hukum Islam ?
2. Bagaimana keunggulan! wakaf “temporal dan hambatannya apabila
diterapkar di Indonesial dalam meningkatkan ekonomi umat ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumisai/masalah.diaias,) makatujuaa penelitian adalak -
1. Untuk mengetahui dagdr hukum/wakaf temporal dalam persfektif hukum
Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana keunggulan wakaf temporal dan
hambatannya apabila diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan

ekonomi umat.

¥ Gambutan Menteri agama dalam Workshop Internasional “Pemberdayaan Fkonomi
Umat melalui pengelolaan wakaf produktif, di wisma haji Batam, 7-8 Januari 2002.



D. Kegunaan Penelitian :
Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini
diharapkan berguna :

l. Sebagai salah satu sumbangan wacana pemikiran bagi siapa saja yang
berminat dan tertarik dengan kajian figh ekonomi, khususnya mengenai
hukum wakaf secara temporal.

2. Upaya membuka wawasan pemikiran umat {slam tentang wakaf, sehingga
diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
memberikan wakaf, meningkatkan jpengelolaan wakaf secara profesional
untuk meningkatkan ekonomi miasyarakat.

E. Telaah Pustaka
Berdasarkan pada masalah yangakam ditefiti dalam penelitian ini, yaitu
tentang wakaf temporal, potensi-da® hambatanya dalam meningkatkan
ekonomi umat, penuliis lti¢ciah melak ukan “penciaahan, tcrhadap beberapa karya
ilmiah mengenat berbagdi Cmdsalah/wakaf/ seperti dalam skripsi-skripsi
mahasiswa UIN Sunanj Jalijaga pY ogyakarta j yaiiu: yang bejudul “Studi

Komparasi tentang Penjualan Benda Wakaf antara Imam ass-syafi’i dan

Akhmad Bin Hambal”, oleh Nurul Inayah, tahun 1998, “Studi Penerapan

Istihsan dalam Konversi Wakaf tanah Antaran Ulama Hanafiyvah”, oleh

Jaenudin tahun 1998, “Aktifitas Dakwah Yayasan Wakaf Trivasa Diangroh

Kel Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar™, oleh Sutarjo, tahun

1997, “Analisis Terhadap pengelolaan dan Pengembangan tanah Wakaf

MNKNU Kec. Depok Kab. Sleman dan Perspektif Hukum Islam”, oleh lhwan



Rofik tahun 2003, “Studi Komparasi tentang lkrar wakaf Menurut Mazhab
Syafi'i dan PP. No 28 Tahun 1997, oleh Tholib tahun 1997, “Optimalisasi
Pendayagunaan Tanah Wakaf Muhammadiyah (Studi tentanag Peranan
Majlis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Daerah Istimewa Yogyakarta)™, oleh 1da Haldaroh, 1998, “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Upaya Optimalisasi Pemamfaatan Tanah Wakaf di Kec.
Depok Kab. Sleman™, oleh Sihono 1997, “Sengketa Wakaf Tanah Milik (Studi
Kasus di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur)” oleh Hairul Fahmi
tahun 2003, Studi Terhadap /daliE dan) Mefode Istinbat Mazhab Syafi'i dan
mazhab Hambali tentang penjudlan’y Harta Wakaf”', oleh Muhammad
Syaifudin Zuhri tahun 2001\ Péhgayaigunaan Harta Wakaf Masjid untuk
Kepentingan Pendidikan (Stud? di Keeamatan |\Duduk Sampeyan Kab. Gresik”,
Muhammad Nur Kholis tahun'2005,-~Studi ' Terhadap Pandangan KH. MA.
Suhal Mahfudi tentang Nuzit Wakaf) 6lch Safrudin (Atis Munandar tahun
2005, “Pengelolaan Harta| Wakaf Protuktif untuk Kepentigan Sosial di Kec.
Pleret Kab. Bantul Yegyakaria™, Olehpswatun Hasanah tahun 2002, Studi
Komparasi Ikrar Wakaf di Kee. Sewon Kub. Bantul Yogyakarta”, oleh Muhsin
Daraini tahun 1997, Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di Kec.
Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Cilacap”, skripsi mahasiswa Ull Yogyakarta
yang berjudul “Wakaf Produktif; Perspektif Sejarah Sosial Ekonomi Islam”,
oleh Susila Rahmi tahun 2005, dan desertasi mahasiswi UIN  Syarif

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peranan Wakaf dalam Mewiwjudkan
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Kesejahteraan Sosial; Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan”
oleh uswatun Hasanah tahun 1997

Dari karya-karya ilmiah yang penulis sebutkan diatas, menunjukan
bahwa sudah ada penelitian-penelitian tentang wakaf, namun dari karya-karya
tersebut kebanyakan mengarah kepada pengelolaan dan pemberdayaan harta
wakaf untuk kemaslahatan umat, akan tetapi belum ada yang secara khusus
untuk membahas masalah hukum wakaf secara temporal dalam menggali
potensi dan hambatannya ketika diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan
ekonomi umat.

F. Kerangka Teoritik

Pembahasan ulama tentang'wakaf sehenamya sudah cukup maju, yang
dikemukakan untuk mengantisipasi perkemibangan zaman. Namun dinamika
pemikiran tentang wakaf “tetap'—berlangsung terus seirama dengan
perkembangan zamanm, Untuk/ifiCpentin glseKalimenelititlang atas dalil-dalil
vang digunakan oleh imam|mazhab dalam mengistimbatkan sebuah keputusan
hukum. Sisi penting igi sebagai-upayapmencermati kembali kekuatan hujjah
yang mereka gunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara ontologis, para
ulama imam mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al-Qur’an dan
as-Sunnah sebagai sumber pokok istimbat hukum Islam. Mereka sepakat atas
kekuatan dua sumber tersebut dan sama sekali tidak mempersoatkan.

Sebagaimana pembahasan dalam latar belakang masalah, bahwa
permasalahan hukum wakaf pada dasarnya secara general mempunyai dasar

hukum yang kuat dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta Ijma’ sahabat, namun,
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hukum wakaf secara eksplisit tidak dijelaskan secara rinci di dalam
al-Qur’an’® dan as-Sunnah, dalam jabaran detailnya banyak dihasilkan oleh
kreasi hasil ijtihad para fugaha yang secara metodologis berpegang pada
Istihsan, Istislah, ‘urfatau tradisi.

Berdasarkan pada landasan metodelogi di atas, para fugaha sepakat
bahwa hukum wakaf adalah sunnah atau mandub, dalam arti berpahala bagi
orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang tidak
mengerjakannya. Di samping itu, mereka juga bersepakat bahwa amal wakaf
adalah termasuk amalan yang sangaf dianjurkan bagi kaum muslimin yang
mampu melakukannya. '’

Setelah meneliti kemudianymelakukan penelaahan terhadap berbagai
sumber rujukan, penyusun meénemukan perbedaan mendasar pendapat antara
imam mazhab seperti antara mazhab Maliki-dan mazhab Syafi’i, yang berkisar
pada interpretasi Mefliddap [persyaratan [wakafAbefdasarkan hadis yang
diriwayvatkan dari Tbnv Umatfentang wakaf.'®

Mazhab Syafi’ly menganggap phai ¢yang ,dilakukan Umar tersebut
sebagai amal jariyah yang kemudian tidak boleh ditarik kembali setelah
diwakafkan. Mazhab Maliki sepakat harta yang diwakafkan untuk selama-
lamanya tidak dibolehkan untuk ditarik kembali, tetapi mereka juga

memahami hadis tersebut, tidak melarang untuk memberikan batasan waktu

'S AL} Ahmad al-}urjawi, Hikmak at-Tasyri’ wa Falsafatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),
11:134.

7 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di
Negara Kita (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 32.

1%t ebih jelas lihat pada bab 1I, Dasar Hukum Wakaf.
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atau berwakaf secara temporal, sechingga harta wakaf tersebut bisa ditarik
kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian akad
wakaf sejak awal. Akad semacam itu bagi mazhab Maliki diperbolehkan dan
secara hukum sah-sah saja.

Dalam buku KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Nasional, editor: Cik Hasan Bisri dan kawan-kawan yang memuat Intruksi
Presiden berkenaan dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosudur
pengalihan hak milik dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga- lembaga
pemerintah yang telah telah ditunjuk/ secara resmi. KHI yang menurut
pengamatan penyusun secara embgionabmengadopsi pendapat mazhab Syafi’i
dan mazhab Hambali yang kebetuldn <ecjalan, sebagaimana dalam pasal 215
dikatakan (1) bahwa:
Wakaf adalah perbuatan hukum sésecrang atau kelompok orang atau badan
hukum  yang | memisahkdn —=sebagiany, = dari/ \b¢nda miliknya dan
melembagakannya untuk | Selama-lamanya g@una kepentingan jbadat atau
keperluan umum lainiya sesuairdengan@aramn Isians,

Bunyi KHI di atas sepintas memberikan kesan, bahwa harta wakaf
cenderung dilihat sebagai harta yang tidak bergerak (statis) dan cenderung
mengabaikan sisi-sisi fungsionalnya. Dengan demikian, KHI tersebut
terbentur dengan persoalan, bagaimana jika harta tersebut tidak lagi produktif
dan fungsional serta tidak kondusif bagi pemanfaatan harta wakaf secara layak
yang dapat didayagunakan secara maksimal. Secara ril KHI ini-diakui atau

tidak-sangat paradoksal. Di satu sisi harta wakaf secara normatif seolah-olah
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tidak bisa iepas dari kategori amal jariyah yang notfa bene tidak mengenal
batas waktu karena terkait dengan kesinambungan pahala yang harus selalu
mengalir, dan di pihak lain harta wakaf membutuhkan pengorganisasian dan
pemeliharaan harta wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum
sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Karya Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf 1 yang
memaparkan masalah sistem wakaf dalam Islam, khususnya yang berlangsung
di Indonesia dengan menghubungkan masalah wakaf tersebut kepada
Peraturan Pemerintah No/” 285 tabun N977. Muhammad Daud Ali
mengemukakan bahwa rumusan gangitertuang dalam peraturan pemerintah
No. 28 tahun 1977 merupakan hasilinteraksi dengan pendapat para mujtahid
mazhab Hambali dan mazhab-8yafi’i yang umumnya dianut KHI di Indonesia.
Selanjutnya dikatakan, bahwa-romusan tersebut menckankan adanya kata
“pemisahan kepemilikan™\ yang-menujukkan apfi\wakaf dari kata “uniuk
selama-lamanya” yaitu puldsnyd hak/wilik si pewakaf terhadap harta yang
telah diwakafkan.

Menurut para Fuqaha, wakaf bisa dianggap telah berketetapan hukum
apabila—salah satunya—dinyatakan dalam bentuk sigas, apakah itu sigaf
sarif atau bukan sarih. Yang menjadi tekdnan dalam masalah sigas bukan
bentuk ungkapan kata itu sendiri, melainkan bagaimana orang itu berikrar,
bahwa ia telah mewakafkan sesuatu, bisa saja niatnya itu diungkapkan melalui

kata-kata, perbuatan maupun sikap. Masalah sigaf ini penting agar seseorang

1° Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf, cet. ke-1 (Jakarta: Ul Press,
1988), him. 77-95.
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merasa sudah terikat secara hukum dan tidak gampang berlaku semena-mena
terhadap harta wakaf.

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab
figh klasik, yang memberikan penjelasan secara umum tentang masalah wakaf
temporal. Salah satunya dapat ditemukan kitab karya Muhammad Abu Zahrah
vang berjudul Muhadarat fi al-Waqgf, memaparkan perbedaan para ulama
mazhab tentang masalah masalah wakaf termasuk masalah perbedaan
pendapat tentang pemberian jangka waktu terhadap harta yang akan
diwakafkan disertai alasan-alasanl mereka,\ termasuk di dalam dijelaskan
tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i.

Mazhab Maliki, dalatm Syarah azrZarqani, karya Muhammad bin
Abdul Baqi az-Zarqani, menjclaskan ‘bahwa wakaf adalah sedekah yang bisa
berupa materi atau mamfaatnya saja’ dari  benda tersebut, serta
diprbolehkannya memberikan tempeo-waktw|terthadap haria yang diwakafkan
misalnya mewakafkan sebatang pohgn uptuk diambil buahnya saja, dengan
Jangka waktu satu tahum, hatinirbisadisamakin dengan peminjaman.”

Karya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, Agrabu al-
Masalik li Mazhab al-Imam Malik' yang menerangkan bahwa dalam
berwakaf tergantung ikrarnya atau niat si pewakaf, apakah untuk selamanya

atau untuk sementara (temporal).

¥ Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurgani, Syarah az-Zurgani {ttp.:tnp., t.t.), VI 409-
410,

¥ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, Agrabu al-Masalik i Mazhab al-Imam
Malrk (Beirut: Dar al-Fikr. t.1).
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Dalam kitab a/-Mair'nah karya Al-Qadi Abdul Wahab al-Bagdadi dari
mazhab Maliki menjelaskan bahwa sigat wakaf yang tidak ada indikasi
sedikitpun yang dimaksudkan “selama-lamanya”, misalnya, saya wakafkan
tanah ini untuk didayagunakan, maka akad wakaf tersebut tidak bisa dipahami
mengandung makna “selama-lamanya™. Artinya, pada saat tertentu nanti, harta
wakaf dimaksud dapat ditarik kembali.

Serta karya Wahbah az-Zuhaili yaitu Figih Islami wa adilatufi. Pada
bab yang kelima membahas masalah wakafl yang menjelaskan pendapat
beberapa mazhab beserta dalil4dalilnya, adapun mazhab-mazhab tersebut
yaitu; Maliki, Hanafi, Syafi’iHanbali, danCimamiyah. Hal ini sangat penting
sebagai pembanding dan sebdgai landasanhukum dalam menentukan wakaf
temporal.

Berdasarkan pada pendapat diatas, ' pada dasarnya pemikiran para
mujtahid telah memuneulkan/heterogenitasshukemdigibgyurisprudensi Isiam).
Pada akhirnya, pendapat mereka jugaftidak tetlepas dari prinsip dan orientasi
mercka pada kemaslahdtarm, serta kebutulian ymasyarakat, oleh karenanya
sangat terkait pada waktu dan tempat.

Meskipun istinbat itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat luas, namun ia berkenaan dengan batas-batas atau ruang lingkup
permasalahan yang boleh diijtihadi yaitu, dalam masalah-masalah yang
hukumnya belum ditentukan secara langsung dan pasti oleh Nas.

Karena itu, para fugaha menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai

dengan prioritas kemaslahatan manusia, yailu mengedapankan aspek



16

kemanfaatan yang lebih besar dan menghilangkan kemafsadatan. Dalam
kaitan ini, wakaf mestinya memiliki unsur kegunaan dan kemaslahatan yang
mengacu pada kepentingan masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal ini

Abdul Wahab Khallaf menegaskan:

S Gl lias (a9 ASaY) 4ny 525 (go g 2l lall aaiall

Zagoala yi 85 agily j 9 pa

Sudah barang tentu, berbicara tentang kemaslahatan tidak lepas dari
konteks yang mengitarinya. Boleh jadi aspek kemaslahatan di suatu tempat
tidak sesuai untuk diterapkan di_tempatZlain. Bukan yang mustahil jika
kemaslahatan selalu mengalami,_perubahan bahkan pergantian pada setiap
zaman, karena zaman senantiasa |beredar mengiringi gerak dinamika
kehidupan. Dengan demikian- muncul suati‘kaidah yang terkenal yaitu “fidak
dapat dipungkiri bahwa jika hukum yang.terkandung di dalam syari’at Islam
berorientasi  pada  pemeliharaan  kemaslahatan  dan  penolakan
kemafsadatan”.” Dilihat dari isi kaidah tersebut maka muatan hukum Islam
harus selalu menjaga Képenfingan Kémaslahatan umat sesuai dengan

tingkatannya.

22 Abdul Wahab Khallaf, fime Usal al-Figh, cet. ke-12 (kuwait: Dar al-Qalam, 1978),.
hlm. 197.

23 Kamal Muchtar. Usul Figh (Yogykarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Il: 215
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian.
Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, dengan menggunakan teknik
analisis isi kualitatif® yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan
permasalahan yang  diteliti dengan menganalisa isi dengan
menghubungkannya dengan beberapa referensi yang ada mengenai wakaf
temporal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
Dalam Tesis ini penyusun menganalisis pandangan hukum Islam tentang
wakaf temporal melalui” al-Qurlap dan hadis serta pendapat beberapa
mazhab dalam hukum Islam dan implikasinya bila diterapkan di Indonesia.
Adapun permasalahan |yang@berkaitan |yang akan diteliti dan dibahas
adalah:
a. Hukum wakaf temporal dalam-presfektif hukum Islam
b. Rukun|melaksanakan.wakafsecara témporal
¢ Keunggulan dan hainbatah, wakaf temporal apabila diterapkan di
masyarakat
d. Perlaksanaan wakaf temporal dalam praktek wakaf tunai
e. Hukum wakaf temporal dan pelaksanaannnya di Indonesia

f. Sejarah dan peraturan pengelolaan wakaf di Indonesia

* Teknik analasis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan teknik ini
dipandang sebagai teknik yang paling umum. Lihat karya Burhan Bungin. Analisis Data
Penelitian kualitatif Pemahan Fifosafis dan Metodelogis Ke Arah Pengusaan Model Aplikasi.
(Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 84. Dalam penelitian konten analisis terdapat dua
cara dalam menganalisis data yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Lihat buku Darmiyati Zuchdi,
Panduan Penelitian Analisis konten, (Y ogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP, 1993). hal. 60-61.
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g. Menggambarkan negara-negara lain dalam pengelolaan wakaf
sebagai pembanding dengan pengelolaan wakaf di Indonesia.

2. Sifat Penelitian.
Penelitan ini bersifat penelitian pustaka (Zibrary research)j, yaitu suatu
penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah
literatur yang berkaitan dengan permasalahan wakaf temporal. Dalam
penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang
berhubungan dengan karya dan pendapat empat mazhab® yang terkait
dengan wakaf temporal.

3. Pendekatan Penelitian.
Penelitian ini menggunakan ‘pendekatan normatif dan yuridis yaitu,
berupaya menelaah dan_menganalisis| tentang hukum wakaf secara
temporal berdasar hadis Nabi- SAW" tentang wakaf yang diriwayatkan olch
Ibnu Umar |yang™elah, disebutkag di-atas| dan\menelusuri pembentukan
perundang-undangan | perwakafaf, di / Indonesia, yang kemudian
dikorelasikan kepada pendapat mazhab-mazhabdalam Jslam.

4. Pengumpulan Data.
Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan
peneclusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang
berkaitan dengan masalah wakaf temporal.

5. Analisa Data.

% yaitu mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali.
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Metode analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif, yaitu
setelah semua data terkumpul akan dianalisa dengan menelaah dan
mengklasifikasi dalam jenis, yang selanjutnya menarik suatu kesimpulan
secara rinci, sehingga dapat diketabhui bagaimana hukum berwakaf secara
temporal dan mengetahui potensi serta hambatan apabila diterapkan di
Indonesia.

Analisis data peneltian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dan
komparatif, yaitu menganalisis sejumlah data kepustakaan kemudian
memaparkannya dalam membahas pokok permasalahan, sehingga dapat
diketahui dasar hukum wakaftemporal, potensi dan hambatannya apabila
diterapkan di Indonesia |‘dalam meningkatkan meningkatkan ekonomi
umat

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan ) |secard)| garis besar mengenai kerangka
pembahasan dalam penyusunan tesis.ini. maka perlu dikemukakan sistematika
penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah“pendahuluan’ yang berisi tentang hal-hal yang
mengatur bentuk dan| 181 tesis,\meliputi-tatar~belakang masalah yang diteliti,
kedua, pokok masalah, merupakan penegasan yang terkandung dalam iatar
belakang masalah, ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat, telaah pustaka. berisi
penclusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian,
kelima, kerangka teoritik. berisi acuan yang akan digunakan dalam
pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam, metode penelitian, yang
berisi tentang cara yang digunakan dalam penelitian, ketujuh, sistematika

pembahasan, yang berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas
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dalam tesis, hal ini untuk memudahkan seseorang untuk memahami alur
pemikiran tesis ini.

Bab kedua adalah landasan teori yaitu gambaran tentang wakaf secara
umum dan menjelaskan apa yang dimaksud wakaf temporal, untuk lebih
memudahkan dalam memahami masalah wakaf. Bab ini membahas beberapa
bagian yaitu tentang pengetian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan
syarat- syarat wakaf, karena hal-hal tersebut sangat penting dan mendukung
Tesis ini.

Bab ketiga, memaparkan mengenai wakaf temporal dan dasar
hukumnya serta melihatnya dari preésfektif ekpnomi Istam, kemudian mencari
persamaan antara wakaf tempefal danOUwakaf tunai. Menggambarkan
bagaimana sejarah dan pengélolaan” perwakafan di Indonesia serta
memaparkan bagaimana perwakafan beberapa negara lain sebagai
perbandingan. Topik semua ini diletakan di bab ketiga untuk menjelaskan apa
yang dimaksud dengan wakaf temporal dengan menelysuri beberapa sumber
hukum yang ada” dan membandingkan beberapa negara lain dalam hal
perwakafan, hal ini untukK-mendapatkanVsuatu analisis yang sempurna
bagaimana meningkatkan ekonomi umatIsiammdi Indonesia.

Bab keempat, adalah bab analisis. Diletakannya analisis ini di bab ke
empat sangat penting, yaitu merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu
menjelaskan pengertian wakaf temporal dan bagaimana dasar hukumnya
dalam hukum Islam serta bagaimana keunggulan dan hambatannya apabila
diterapkan di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang
bertujuan untuk mempelihatkan letak signifikasi di antara penelitian-penelitian

lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka.



BABII
GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF
A. Pengertian Wakaf
Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal
dari kata kerja bahasa arab wakafa. Secara etimologi wagf berarti berdiri,

berhenti atau menahan.'® Menurut as-Sayyid Sabiq berakar dari bahasa Arab :

M - Qg - Guaa Wl g - iy - 3l

Beberapa arti tersebut, arti “menahan™ secara konotatif adalah lebih
dekat dengan istilah wagf. Aftinya, jika “menahan” dihubungkan dengan harta
kekayaan, maka yang dimaksudywagfidalam uraian ini ialah menahan sesuatu
benda atau kekayaan untuk-dapat diambil manfaatnya scsuai dengan ajaran
Islam. Jumhur ulama berpendapat hukumywakaf adalah sunnah atau apabila
dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa,
sedangkan maziab Hanifah mengatakan hukum wakaf adalah boleh tetapi
tidak dianjurkan‘®

Walaupun Kata /abs metupakan-siftenim dari kata wagf tetapi secara
ctimologi tidak memiliki perbedaan arti yang signifikan, bahkan
sesungguhnya yang lebih dekat dengan arti “menahan™ adalah kata Aabs,

Dalam perkembangannya kata #abs-ahbas (jamak) menjadi istilah populer di

"*Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir (Yogyakarta: PP, Al-Munawir, 1984).
hlm. 219 dan 1683.

' As-Sayyid Sabiq, Fighu as-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971}, li1:378.
*® Ibnu Juzayyi’, a/-Qawanin al-Fighiyat ( Beirut: Dar al-Fikr, t.1.), hlm. 317.
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kalangan komunitas Afrika Utara yang kebanyakan dari mereka bermazhab
Maliki.”®

Secara terminologi pengertian wagfterdapat sejumlah pendapat ulama
di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat as-San’ani, mendefinisikan wagf scabgai berikut
(oo A3 (b iyl ey e oliy g 43 g UEYY (S Jla un
g i ums
2. Asy-Syaukani dalam kitabaya, berjudul, Nail al-Autar, mengemukakan

definisi wakaf sebagai berikuté

mLmr;G:xlc b s (Jaaudlh cﬂgbc\_ﬁﬂ]&tﬂﬂﬂw‘éjcﬂulﬁ
2‘@5\}\&1&&9&4‘&}

3. Abu Bakar Jabir al-Jazai’ri dalam_kitabnya yang berjudul Minhaju al-

Muslim, berpendapat sebagai berikut:
bl Sl o g Vg gl ¥y Gy S Jua Gapad ga gl
Zzﬁ_l.h‘—__ Q&EJ LJ.AJ

4. Definist dalam kitab al-igna’ i Halli al-Faz Abi Syuja’ yang disusun oleh

Muhammad Syarbaini al-Khatib adalah sebagai berikut:

' Muhammad 13aud Ali, Sistem Ekonomi Islam., him. 80.
" As-Samani, Subid as-Safam (Mesir: Mustafa al-Babi al-11alabi, L), 1 87,
2 Asy-Syaukani, Nail al-Autar (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), V1:24.

* Abu Bakar Jabir al-Jazai'f, Minhdju al-Muslim. cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 19957,
him. 349,
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e 885 (B G palll ddaly dle ol ae 4 PV OSar Jle s
Pl aghy Jo panyy s ge rlie S paa
5. Pendapat Imam-imam mazhab adalah;

a. Menurut imam Abu Hanifah.
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik
si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si
wakif, bahkan ia dibenarkan—menariknya kembali dan ia boleh
menjualnya. Jika si|wakif safat, harta tersebut menjadi harta warisan
buat ahli warisnya; Jadi® yang | timbul dari wakaf hanyalah
"menyumbangkan |“manfaat!'. ‘Karema itu mazhab  Hanafi
mendefinisikan wakaf adalah :)'Tidak melakukan suatu tindakan atas
suatu  benda, y yang, berstatys ~tetapy-schagai= hak milik, dengan
menyedekahkan manfaatnya kepada, suatu pihak kebajikan (sosial),
baik sckarang maupun akan datang”. contohnya seperti wakaf buah
kelapa.

b. Menurut imam Malik
Mazhab Maliki berpendapat bahwa mewakafkan sesuatu itu bisa untuk
selamanya atau boleh dalam waktu tertentu (temporal) yaitu boleh
tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wagif,

namun wakaf tersebut mencegah wagsf" melakukan tindakan yang

2 Muhammad Syarbaini al-Khatib, al-Igna’ fi Halli al-Faz AbT Syuja’ (Beirut: Dar Ahya
al-Kitab al-Arabiya, t.t. ), I1:81.
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dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain
dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh
menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wagif menjadikan manfaat
hartanya untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf),
walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan
hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan vang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa
tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik
harta menahan begda litd-dari pengunaan secara pemilikan, tetapi
membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, vyaitu
pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi
milik si wagif Perwakafan \diperbolehkan berlaku untuk suatu masa
tertentu atau untuk sclamanya sesuai niat si wakif,

Menurut imam Syafi'i dan Ahmadybin Hambal

Mazhab Syafi'i mendefinisikan, wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu
tindakan atasssuatu) benday, yang berstatlis sebagai milik Allah swt,
dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).
Berdasarkan pada definisi ini, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa
wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan
wakif, setelah sempuma prosedur perwakafan. wagif tidak boleh
melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan
pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain,

baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wagqsf wafat,
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harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada

mauquf "alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat,

dimana wagif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya
tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya
agar memberikannya kepada mauquf alaih.

d. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal,

namun berbeda/dari—segi/kepemilikan atas benda yang diwakafkan

yaitu menjadi milik “mauquf alaih (yang diberi wakaf), meskipun
mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf
tersebut, baik menjualatawmenghibahkannya.”*

Pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dilihat
bagaimana' perbedaannya. “Suatd, halyyang gperlu_diperhatikan di sini yaitu
perbedaan kecenderungan dalam, hal/\penguasaan terhadap benda yang
diwakatkan. Darivdefinisi(dijatas, tampak jelaS\bahwa as-San’ani memandang
kepemilikan benda wakaf sama sekali terlepas dari tangan wagif Artinya,
antara benda wakaf dan manfaatnya harus menjadi satu kesatuan yang utuh
vang tidak iagi menjadi hak milik wag/f’ Sedangkan dalam ungkapan asy-
Syaukani, terlihat bahwa benda wakaf tetap menjadi hak milik wagif, dan

hanya manfaatnya saja yang diambil untuk kepentingan kemaslahatan umum.

** Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,

Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.., hlm. 2-4. untuk lebih jelas lihat Wahbah az-Zuhaili, Figik
fsfam? wa adilatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002). VIII: 7599-7605.
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Di samping itu, juga terdapat perbedaan tentang tujuan atau obyek
yang menjadi sasaran manfaat wakaf. Asy-Syaukani berpendapat bahwa
manfaat wakaf diberikan kepada fuqara’ dan ibnu sabil saja. Sedangkan
pendapat yang lain lebih memperluas yaitu, tidak hanya ditujukan kepada
fugara’ dan ibn sabil, tetapi juga untuk tujuan suci, yang tujuan keagamaan
atau kepentingan umum.

Namun demikian, dari perbedaan tersebut terdapat persamaan prinsip
yang pegangi oleh masing-masing ulama yaitu, pengambilan manfaat benda
wakaf adalah semata-mata Untuk AKemaslahatan umum dan orang yang
mewakafkan harta bendanya dianggap tclah menghentikan harta tersebut dari
lalu lintas hukum. Di samping itu, keempat definisi tersebut, masing-masing
mengandung pengertian bahwa<harta_benda yang diwakafkan tidak ierbatas
pada salah satu benda terteniu saja, melainkan bersifat umum, dengan catatan
benda itu harus langgeng danawet; bukan benda\yang langsung habis sekali
pakai.

Menurut Prof! [TM.Hasbi ash-Shiddicqy dalam bukunya berjudui,

Pengantar Figh Muamalah, memberikan pengertian wakaf sebagai berikut:
25_)91\.9@114:::&&_5}.4.3&“41“0:. Jbe pun
Pengertian yang dikemukakan oleh Hasbi dapat dipahami, bahwa

wakaf adalah menahan harta benda milik yang manfaatnya digunakan ke arah

jalan kebaikan.

»* TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Figih Mu'amalah (Jakarta: Bulan Bintang 1984),
hlm. 118.
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Sedangkan pengertian wakaf menurut PP No.28 tahun 1977
sebagaimana yang tersebut dalam pasal | ayat (1) adalah Wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya
sesuai dengan ajaran agama Islam.*

Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) PP. No. 28 tahun 1977
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa obyek wakaf hanya terbatas pada
tanah yang berstatus hak milik /sedangkan kegunaannya hanya untuk
kepentingan peribadatan atau Keperluan Jainnya yang bersifat umum, bukan

kepentingan individu.

. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun masalah waKaf ini tidak secara jelas dan tegas tercantum di
dalam al-Qut’an, mamup’ tidak—jarang| ditemkanybeberapa ayat yang
memerintahkan manusial untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat,
lebih-lebih umat Jslafmir Hal itd~merupakan statu hal yang prinsip yang
mestinya menjadi fandasan hidup bermasyarakat yang salah satu medianya
melalui jalur perwakafan, karena amal wakaf—sebagaimana disinggung pada
bab I-—merupakan salah satu amalan atau perbuatan baik yang berlintas sosial.

Adapun beberapa ayat al-Qur’an yang memerintahkan manusia untuk
berbuat kebaikan yang dianggap sebagai dasar perwakafan adalah, antara lain:

1. Surat al-Hajj (22) ayat 77 yang berbunyi:

**Saroso, Tinjauan Yuridis Tentang Perveakafan., him. 52.
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27y gald
2. Surat Al-Baqarah (20} ayat 267, yang berbunyi:
Y ool e oS0 la jalleny AauSle il e § i | giale ol
283y a4 R’
3. Surat Ali-Imran (3) ayat.92-vang-berbunyi:
A Al Gla e S e Msaalidle,e ) 5aa0 Laa | gaai s jall | L o4
29?4_19
4. Surat al-Baqgarah (2) ayat 261, yang berbunyi:
JS (o Qi s il Aas S8 ) Jan 8 g gl 0 gRi 0l e
30‘;£.\:. cm“jdfiﬂj ;.—L.;:lwk_nc-hagdlﬂja.\a:\:\u:\b.\u
Dalam sejuinlahrayatrdiy dtas| [dapatdipalkami bahwa berbuat kebaikan
adalah sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Termasuk salah satu dari amal

kebajikan adalah membelanjakan harta dijalan Allah, seperti sadagah atau

wakaf.

2 Dep. Agama RI, Al-Qurian, A/-Hajj (22). 77.
2 Al-Bagarah (2): 267.

* Ali Imran (3); 92.

39 _Al-Bagarah, (2): 261.



29

Di samping dasar-dasar al-Qur’an sebagaiman yang telah disebutkan di

atas, ada beberapa hadis yang juga dapat dijadikan landasan amalan wakaf,

antara lain yaitu:

1. Hadi$ yang diriwayatkan Oleh Muslim dari Ibnu Umar.
Ui g oyl by ale bl oo (ol (T iy L)l e Glual
4de (gaic Um,u:wu;_m\gﬂguj g:g*a\gilml Jeuy b
a3 O alug adde dit oo ) Jouy JE T4y S0 Lad
LS Yy e g Y yFEYAGT Dee L Baall, g Claa lelal
ot Gyl g dih Jans (A g B 85| 0 3l g el il 3 Lgy Baualy

e aadary Uigyeall Leid JSU G ey 0 Glo gl W canally
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-

48 J saie
2. Hadis riwayat Muslim dari. Abu Hurairah ;

4 adiy ale 5l 3 laedinla 38308 () ddae 4o adasil (i) Sl 1)

248 g 3 ulla al g
Adapun wakaf pertama dalam Islam mula-mula terjadi pada masa Nabi

Muhamad SAW. Beliau menganjurkan kepada Umar bin Khatab agar kebun

3 Imam Muslim, Sahih Musiim (Bandung: Dablan, t.t.), [ 14, “Kitab al-Wasiyah”, “Bab
al-wak{”, diriwayatkan dari Yahya bin Yahya at-Tamimi, diriwayatkan dari Salim bin Ahdar dari
Ibnu A’un dari Ibnu Umar. Lihat juga dalam al-Lu"lu wa al-Marjan. hadis yang discpakati Imam
Bukhari dan Muslim. nomor 1056 dan dalam al-Jami’ as-Sahih Sunan at-Tarmizi, 1.3 Abi 1sa
Muhammad bin I'sa bin Saurah hadis nomor 1375,

32 Imam Muslim, Sahifh Musfim (Bandung: Dahlan, t.0), T1; 14, “Kitab al-Wasiyah™, “Bab
ma Yulhaqu al-lnsan min as-sawab ba'da wafatihi”, diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan
Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mercka diriwayatkan dari Tsmail (lbnu Ja'far) dari
I’1ai dari bapaknya, dari Abu Hurairah.
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Adapun wakaf pertama dalam Islam mula-mula terjadi pada masa Nabi
Muhamad SAW. Beliau menganjurkan kepada Umar bin Khatab agar kebun
kurmanya di Khaibar diwakatkan untuk kepentingan masyarakat,” ini sesuai
hadis dari Ibnu Umar di atas, dan ini dijadikan dasar hukum wakaf oleh
jumhur ulama. sadaqgah jariyah adalah menyedekahkan harta yang tahan lama,
untuk maksud-maksud kebaikan, yang manfaatnya dapat dinikmati terus
menerus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Para ulama
sepakat bahwa yang dimaksud sadagah jariyah dalam hadis terscbut adalah
amal wakaf. >*

C. Rukun Wakaf
Suatu akad wakaf dapat dianggap’sah secara syara’ harus memenuhi 4
{empat) unsur berikut, yaitu-
1. Orang yang berwakaf (waqif)
Dalam hal_ini ‘Wwaqgif harus 'memenuhi | syarat-syarat untuk melakukan
tabarru’, yaitu melepaskan haknilik dengan ikhlas tanpa imbalan materiil
apapun. Orang diKatakafi mempunyai~kecakapan bertabarru’ apabila ia
telah balig, berakal sehat, dan tidak terpaksa.”
Menurut PP. No.28 tahun 1977, syarat-syarat wagif adalah

sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :

" Ahmad Azhar Basyir. Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi, cet, ke-1 (Bandung: Mizan, 1993). him.18¢.

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islaom Tentang wakaf, ljarah, Syirkah cel. ke-2
{Bandung: al-Ma’arif, 1987), hlm. 7.

% bid. him. 9.
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“Badan-badan hukum Indonesia atau orang-orang yang telah dewasa

dan sehat akalnya yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan
perbuatan hukum atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari
pihak-pihak, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan
memperhatikan  peraturan-peraturan  perundang-undangan yang
berlaku”.*

Dari isi pasal 3 ayat (1) terscbut dapat dilihat adanya persamaan
dengan hukum Islam mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
orang yang berwakaf (#wagif}

Sedangkan dalam kitab siici syarat orang yang berwakaf ¢waqgif
ada empat perkara vaitu;

a. Wagif harus merdeka dan’ memiliki hak penuh terhadap barang yang
diwakafkan. Tidak sah wakaf dari seorang budak sahaya dan tidak sah
pula mewakafkan/milik orang fain atai.wakaf seorang pencuri atas
barang curiannya.

b. Orang yang berwakaf itusharus berakal'sempurna. Tidak sah wakaf
orang gila dan orang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia,
termasuk juga wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang
kurang. Kesempurnaan akal dibutuhkan dan bahkan menjadi syarat,
karena wakaf termasuk prilaku ekonomi yang memerlukan keharusan

akal sehat dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.

¥ Saroso, Tinjauan Yuridis., hlm. 53.
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c. Wagif harus cukup umur atau balig. Oleh para Fuqaha’ balig
dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh karena
itu, wakaf anak kecil dianggap tidak sah, baik terlepas apakah ia sudah
mampu melakukan transaksi wakaf atau belum.

d. Orang yang berwakaf harus sudah bisa berpikir jernih dan tenang, dan
tidak ada tekanan sedikitpun diakibatkan kelalaian atau kebodohan
sehingga menyebabkan ia bangkrut, walaupun wakaf tersebut berada
di bawah pengawasan wali atau orang yang sudah dewasa.’’

Mengenai kecaKaparebertiidak \dalam hukum Islam ada dua istilah
yang perlu dipahami, yaitu perbedaan-istilah balig dan rasyid (kematangan
pertimbangan akal}. [iKedua) istilahTtersebut, mengandung pengertian
kematangan pertimbangan—aKal-schingga dengan syarat ini si waqif
dianggap cukup cakap dan mampu melakukan tabarru®.*®
. Harta yang diwakafkan (mavgof)

Dalam hal ini benda wakaf harus dapat dimanfaatkan dalamy kurun
waktu yang berjangka lama, dengan pengeptian tidak habis sckali pakai.
Wakaf dipandang sah bila harta wakaf memiliki nilai dan merupakan hak
penuh si wagqif Harta wakaf tersebut, bolch jadi berupa saham yang dapat
diperdagangkan, dengan catatan tingkat spckulasinya tidak begitu tinggi.
Artinya, jika harta wakaf hendak dikembangkan dalam bentuk

perdagangan misalnya, modal harus diperhitungkan sedemikian matang,

*" Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik., hlm. 34,
3% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam., him. 8.
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sehingga dapat menghasilkan keuntungan sesuat yang diharapkan dengan
tujuan untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri. Sebagai kode etiknya
tentu dalam menjalankan modal harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan
hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum
Islam.”

Adapun barang-barang wakaf yang sah diwakafkan menurut as-
Sayyid Sabiq adalah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushaf, kitab,
senjata, dan binatang. Demikian juga barang yang boleh diperjual-belikan
dan bisa dimanfaatkan/dengan/catatan\barangnya tctap utuh. Sebaliknya,
tidak diperbolehkan mewakafkan, barang yang tidak boleh diperjual-
belikan, seperti barang tanggungan! anjing, babi, dan binatang buas
lainnya.*

Golongan Malikiyah dan Syi’ah memperbolehkan wakaf benda-
benda yang ) bergerak{ sebab=mchurut mereka“wakaf boleh bersifat
sementara dan juga boleh untul selamaslamanya. Demikian pula mazhab
Syafi”i dan Hamabilah)jdga membeléhkan Avakaf benda yang bergerak,
sedang keabadian suatu wakaf bergantung pada sifat benda itu sendiri.*!
Tuwjuan Wakaf (Maugut ‘Alaih)

Tujuan wakaf berdasarkan pada pemahaman Aadis [bnu Umar

vang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa mewakafkan harta itu

him.24.

** Imam Suhadi, FHaukum Wakaf di Indonesia cel. ke-1 (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985),

¢ As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah. cet. ke-4 (Kuwait: Dar al-Bayan, 1388 H., 1968),

III:hlm. 157.

*! Abdurrahman, Masalah Perwakafan., him. 40.
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ditujukan kepada orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, pada

jalan Allah, orang terlantar dan tamu.

Berdasarkan fadis ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf
tidak terlepas dari dua hal, yaitu:

a. Untuk mencari keridhaan Allah SWT, termasuk di dalamnya segala
macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan
tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan
agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Olch karena
itu, harta wakaf ftidalcldapat diwakafkan untuk keperiuan yang
bertentangan dengan-agama lslam;

b. Untuk kepentingan masyarakat, scperti untiuk membantu fakir miskin,
terlepas apakah orang_muslim.atau non muslim, mendirikan sekolah,
dan panti asuhan, dan sébagainya.

Sekalipun dalam fadistidak disebutkan,secara tegas seluruh tujuan
wakaf, namun dapat dipahami Bahwa, wakaf yang besar pahalanya adalah
wakaf dengan| thjudni Sepertidi [atas.CBafa filama scpakat bahwa wakaf
tidak boleh untuk tujuan maksiat. seperti tempat perjudian, tempat pesta
dansa, dan perkumpulan-perkumpulan sesat lainnya, karena wakaf

menurut kacamata agama Islam tidak mengandung unsur (tagarrur)

2 Ibid., hlm. 48.
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Berhubungan dengan tujuan pewakaf selain untuk mencari
kridhaan Allah, dia bisa mengarahkan wakafnya kepada dua pilihan yaitu
wakaf ahli atau wakaf khairi,* penjelasannya sebagai berikut:

Pertama wakaf ahli adalah wakaf yang pada awalnya ditujukan
untuk orang-orang tertentu, namun saat pemberi wakaf meninggal, benda
wakaf dialihkan untuk kepentingan umum.** Hal itu discbabkan apabila
penerima wakaf telah wafat harta wakaf, tidak bisa diwarisi olch ahli waris
yang menerima wakaf.*’

Wakaf ahli ini bisa jogaddivscbut wakaf dzurri yang kadang-kadang
juga disebut wakaf ‘alal awlad. 'Secara hukum dibenarkan berdasarkan
hadits Nabi yang diriwayatkan oleh rBukhari dan Muslim dari Anas bin
Malik tentang adanya_wakaf-keluarga Abu Thalhah kepada kaum
kerabatnya. Menurut Nazaroeddin Rachmat (1964:40), wakaf ahli banyak
dipraktekKan idi beberapa negaracl imur I eéngah.

Sctelah beberapa, tahund ternyata praktek wakaf ahli seperti ini
menimbutkan périitasalahan. Banyak di antara mereka
menyalahgunakannya. Misalnya: (1) Menjadikan wakaf ahli itu sebagai
cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada
ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; (2)

Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor atas

* Pada umumnya di bagi 2 saja tapi ada yang mengatakan terbagi 3. yaitu Wakafl
musytarak, yaitu wakaf yang hasilnya sebagian untuk masyarakat umum dan sebagian untuk
keluarganya. Lihat. M.Taufiq Ridho, Tanyva Jawab Seputar Wakaf, hitp://www.tabungwakaf.com,
di akses 03-01-2008.

* Republika, amal, hitp://www _philanthropyforjustice.org, di akses 03-01-2008.

4 Sarnapi, Wakgf Buku, hitp://www.pikiran-rakyat.com, di akses 14-12-2007.
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utang-utang yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan)
nya. Oleh karena itu, di beberapa negara Timur Tengah, seperti Mesir,
Maroko dan Aljazair tanah wakaf keluarga telah dihapuskan, karena
berbagai pertimbangan.

Kedua, wakaf khairi atau wakaf umum, yaitu wakaf yang
diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Jenis
wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadist Nabi Muhmmad SAW
yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khaththab. Beliau
memberikan hasil kebunnyd-keépada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah,
para tamu, dan hamba ‘sahdya yang ‘sedang berusaha menebus dirinya.
Wakaf jenis ini benar-befiar dittjukan untuk kepentingan umum.*®

4. Pernyataan wakaf (sigat wakaf)

Pernyataan wagif yang merupakan tanda penyerahan barang atau
benda yang diwakafkan,~dapat, dilakukan/dengan lisan atau tulisan.
Menurut mazhab Iangafissigat wakafiitn hendaknya munjiz, yaitu wakaf
telah berlaku sételah SigatWakaf s€lcsai.didcapkan. Jika pemyataan wakaf
itu mengandung pengertian bahwa wakaf itu berlaku sctelah waqif
meninggal dunia, maka sigat yang demikian bukan wakaf, tctapi termasuk
wasiat, atau dinyatakan bahwa berlakunya hukum wakaf itu digantungkan
pada masa yang akan datang, seperti pernyataan seseorang: “Saya
wakafkan tanah milik saya tanggal satu bulan depan”. Wakaf tersebut

diragukan keabsahannya, karena manusia tidak dapat memastikan apa

4 Redaksi Tabung Wakal, Sasaran-Sasaran Wakaf hitp://www .tabungwakaf.com, di
akses 19-09-2007.
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yang pada dirinya kelak, kemungkinan ia meninggal dunia atau gila, dan
sebagainya.

Mengenai pembatasan waktu dalam berwakaf, seperti pernyataan
seseorang “Aku wakafkan tanah ini sepuluh tahun” maka mazhab Maliki
membolehkan dengan alasan bahwa sesuai dengan Aadis ibnu Umar
bahwa wakaf itu semacam sedekah, sedangkan setiap sedekah boleh
terbatas waktunya. Tetapi menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i, dan
mazhab  Zahiri berpendapat bahwa “waktu selama-lamanya™ merupakan
syarat sahnya wakaf. Dasar péndapat ‘\mereka adalah Aadis 1bnu Umar
yang menyatakan bahwa Swakaf, itu |tidak boleh dijual, tidak boleh
dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.!’

Dari pendapat tersebut’berarti-bahwa apabila wakaf tersebut untuk
waktu tertentu saja, maka tidak sah wakafnya. Jika terjadi suatu wakaf,
walau tidak) disebutkén “Svarat s€lama-lamanyd)) berarti wakaf telah
melepaskan haknya uwpntuk selama-lamanya. la bukan lagi pemilik harta
vang telah diwakalkan ity.

Persyaratan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan,
baik berupa tulisan maupun isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf.
Sighat wakaf pada hakikatnya merupakan pernyataan (ikrar) dari si wagqif
bahwa ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT.

Karena itu, sfear wakaf tidak memerlukan gabuf atau pernyataan

menerima dari pihak yang menerima. Disamping itu wakaf juga

17 Zakiah Daradjat, Mrue Figh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, [11: 196,
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merupakan fabarru’ (pelepasan hak milik tanpa imbalan), dan tabarru’ ini

tidak memerlukan qabil

D. Syarat-syarat Wakaf.

Selain rukun-rukun wakaf tersebut di atas, terdapat syarat-syarat wakaf

yang menjadi syarat sah amalan wakaf yaitu:

1.

Wakaf tidak berlaku untuk batas waktu tertentu, akan tetapi berlaku untuk
selama-lamanya. Hal ini disecpakati oleh para ulama, kecuali mazhab
Maliki dan Abu Hanifah. Jika seseorang mewakafkan tanah dengan dasar
waktu lima tahun misalfiya, fiaka/wakaf itu dipandang tidak sah.*®

Tujuan wakaf harus jelas, Gebagaimana disebutkan di atas. Jika tidak
demikian maka wakaf-dipandang tidak sah. Namun demikian, apabila
seorang waqif menyerahkaf’ ‘tanahnya kepada suatu badan hukum
tertentu—yang jelas yang menjadi fujuan adalah usahanya—maka harta
tersebut telah menjadi wewenang, suatu badan-hukim tersebut.

Wakaf harus secgera dilaksanakKan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh
waqif Pelaksanaan wakaf térsebut.tidak. dapat\digantungkan kepada suatu
peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang dimaksud
ikrar wakaf adalah lepasnya hak milik seketika setelah wagif menyatakan
sigat wakaf. Lain halnya dengan wakaf yang digantungkan atas kematian
sescorang, maka yang demikian itu disebut wasiat. Wasiat wakaf tidak

lebih dari sepertiga dari hartanya, selebihnya harus mendapat izin dari ahli

*® Ibid . hlm. 198.
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waris. Jika terjadi perbedaan maka yang diwakafkan sebatas bagian
mereka yang mengijinkan saja.*’

Dengan terjadinya akad wakaf maka hak milik atas mauguf adalah
menjadi hak milik Allah SWT. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah
tangankan kepada siapapun juga, baik lembaga hukum maupun negara.
Negara hanya boleh ikut serta dan andil mengawasi atas pemanfaatan dan
perlindungan harta wakaf *

Khusus dalam pelaksanaan perwakafan tanah, unsur dan persyaratan

yang harus dipenuhi menurut, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1877, adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Wagif yaitu, orang yang-mewakatkan tanah miliknya.
Ikrar yaitu, pernyataan kehendaksi—waqif untuk mewakafkan tanah

milikya.

. Nazir yaitip.kelompokvorang-atau badan hukirm\yang diberi amanah untuk

meimelihara benda wakaf.
Saksi yaitu, orang ‘vang menyaksikam serah terima wakaf.
Maugul yaitu, benda atau barang yang diwakafkan.

Adapun masalah saksi dalam perwakafan yang berlaku dalam hukum

positif adalah merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Bab Il pasal 9 ayat (4) tercantum

peraturan sebagai berikut: “Pelaksanaan ikrar, demikian pula perbuatan akta

# Ahmad Azhar Basyir, Hukum Isiam., hlm. 12.
0 Zakiah Daradjat, fimu Figh.. him. 98.
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ikrar wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi”.>’

Dengan demikian, benda yang akan diwakafkan adalah merupakan
syarat pokok dalam pelaksanaan wakaf (perwakafan), karenanya benda wakaf
harus merupakan hak milik penuh. Benda wakaf yang hanya memiliki hak
guna bangunan, guna usaha dan pakai, tidak dapat dijadikan benda wakaf,

karena harta wakaf tersebut tidak mempunyai sifat kekal sebagaimana syarat

wakaf yang harus berlaku untuk selama-lamanya.>

U 1hid, him. 86,
*2 Abdurrahman, Masalah Perwakafan., hlm. 195,



BAB 1
WAKAF TEMPORAL
STRATEGI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT
A. Pengertian dan Dasar Hukam Wakaf Temporai

Wakaf temporal adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya dalam
waktu tertentu, misalnya mewakafkan sebidang tanah dengan akad dalam
waktu lima tahun untuk kepentingan umum. Dalam masalah ini terdapat
perbedaan pendapat antara para ulama tentang kebolehan mempraktekannya,
ini bisa dilihat dari bebgrapaSidifinisi sebelumnya, padahal dilihat dan
kemaslahatannya sistem |‘ini @¢sangat 'bermamfaat untuk kesejahteraan
masyarakat.

Di sisi lain penulis“melihatsbahwa ada suatu cara berwakaf yang
kurang mendapat perhatian yang serius khususnya dalam hal praktek dart
kalangan ulama )dan| pakdr ekonomi islam, padahialy apabila dilihat dari
potensinya untuk mensejahtestkan umat,tidak kalah dengan berwakaf sccara
tunai, yaitu berwakafsédaraytemporal

Wacana wakaf temporal adalah suatu kajian yang sangat menarik
untuk dibahas dan dicanangkan sebagai salah satu wakaf produktif. Mengingat
hal ini, sangat perlu diadakan penclusuran yang lebih mendalam.”®

Pemunculan wacana wakaf temporal ini nanti pasti akan sangat bersinggungan

** Berwakaf secara temporal, akan membuka peluang seorang muslim untuk beramal
tanpa harus kehilangan hartanya untuk selama-lamanya, dengan catatan ada prosedur yang
mengatur secara jeias, seperti saksi dan legalitas hitam di atas putih untuk menghindari masalah
yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal ini dibarapkan terciptanya kesejahteraan umat
Islam semakin besar dalam kehidupan masyarakat.



42

dengan definisi wakaf dalam KHI Buku III, Bab 1, Pasal 215, Ayat (1) sebagai
berikut : Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dalam pasal 1 ayat (1)°°
vang isinya bahwa harta wakaf harus dilembagakan untuk selama-lamanya,
hal int akan bertolak belakang dengan tata cara pelaksanaan yang ada pada
wakaf temporal, hal ini memerlukan telaah kembali latar belakang bagaimana
pembentukan peraturan-peraturan tersebut yang diharapkan sebagai
pertimbangan datam pembentukan peraturan berikutnya.

Dilihat dari sumber hukumnya yaitu dalam kajian hukum Islam,
berwakaf secara temporal /mettpunyai dasar yang cukup kuat,®™ walaupun
terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama®' dalam memandang hakikat
wakaf itu sendiri, baik ditinjau darfaspek kontinyunitas waktu (ikrar, zat yang
diwakfkan ( benda wakaf).?*Olel’karcna ity sangat perlunya penyusun untuk
meneliti ulang bagaimana” “mereka’ mengistinbat sebuah  hukum dan
mempertimbangkan mana\yang-iebihdbermantaat antuk-kita.

Menurut hukum figih| yang"\mashur dan sesuai dengan pendapat
mayoritas mazhab,] baliwa wakafs, berlaka_untul, selamanya sesuai dengan

makna hakiki wakaf itu sendiri, sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir

*Saroso, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik (Yogyakarta liberty,
1984). him. 52.

*® Menurut analisis mazhab Maliki dan mazhab Hanafiyah,

®' Dalam hal pembahasan ini tidak tidak lepas dari perbedaan pendapal khususnya pada
empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali.

2 Lihat buku Paradigma Baru Wakaf 1% Indonesia yang diterbitkan oleh: Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam  dan
Penyelengagara Haji 2004, him.2-20.
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meskipun pewakaf telah meninggal dunia.®> Karena perkembangan hidup yang
sangat dinamis, maka jenis wakaf berjangka bisa jadi bahan alternatif untuk
dipraktekan. Wakaf berjangka ini bisa menjadi pilihan, misalnya bagi orang
yang mampunyai saham di perusahaan atau deposito di Bank.*

Inovasi untuk optimalisasi mendapatkan harta wakaf berkembang
sejalan dengan perkembangannya lembaga keuangan Islami. Bentuk pisik
harta wakaf juga didiversifikasi dengan memasukan harta gerak kedalam
pengertian harta wakaf. Namun demikian para ahli fiqih lebih condong hanya
membolehkan dalam bentuk harta/tetap yang dapat dijadikan harta wakaf,
karena awet dan lebih sestiai déngan sifat alami wakaf. dalam pandangan
mazhab Hambali, bentuk harta gerak tidakscocok untuk dijadikan harta wakaf.
Sedangkan ahli figih lainnya membolehKan harta gerak asal harta tersebut
dapat dijadikan tahan lama (Dirabie)™

Dasar hukurm\Masalah-wakaf tidak secara jelas-dan tegas tercantum di
dalam al-Qur’an, namune |banyak /ditémukan bebcrapa ayat yang
memerintahkan mandusiaruntulkberbuatbaik” demi kemaslahatan masyarakat,
Adapun dasar wakaf yang sangat jelas adalah bersumber dari hadis yang
memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebaikan yang dianggap sebagai
dasar perwakafan pertama kali adalah hadis dari Ibnu Umar:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar.

' Muhammad Jawab Mugnivah, Figh Lima mad-hab, alih bahasa Masykur A.B. dkk,

cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), him. 636.

™ Ibid, hal. 80

% Muhammad Anas Zarqa, Financing and Invesiment In Awkaf Projekcts : A Non-

technical Introduction, Islamic Economic Studies Vol. I No. 2 Muharram 1415 H (June 19940 hal.
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Artinya: “Dari Ibnu Umarlir.a,, dia berkata: ‘Umar telah mendapatkan
sebidang tanah di KhaibarnLalu dia datang kepada Nabi saw.
Untuk minta pe rtimbangan tentang tanah itu, maka katanya:
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang
tanah df Khaibar: di mana ‘aku fidak mendapatkan harta yang
lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang
hendak ‘engkan.perintahkarkepadeaku sehubungan dengannya?
Maka kata Rasulullah saw. Kepadanyva: “Jika engkau suka,
tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. "Maka
‘Umarpun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah
itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan.
Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir , kaum
kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil

dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang
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mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara

yang ma’ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa

tanah itu miliknya sendiri”.

Hadis dari Ibnu Umar di ini dijadikan dasar hukum wakaf oleh jumhur
ulama dan sepakat bahwa yang dimaksud amal jariyah dalam Aadis ersebut
adalah wakaf ¢’ dan harus untuk selama-lamanya, kecuali golongan imam
Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa dalam berwakaf bisa
dibatasi dengan waktu atdu)secara temporal, apabila batas waktu tersebut
berakhir, maka pewakaf diperkenankan mengambil kembali harta yang telah
diwakafkannya,*® kecuali 'si pewakaf sebelum mewakafkan untuk selama-
lamanya. Bagian yang terakhif, ini.bagi golongan imam Malik adalah masuk
dalam kategori tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali.

PendapatMazhab Maliki-inilah*vang melcgititnasi bahwa wakaf secara
temporal ini diperbolehkan-dan-didukung/oleh Abu Hanifah. Wakaf secara
temporal diperbolehkan karena alasan fidakTada/dalil yang melarangnya tidak
ada juga yang memerintahkannya, termasuk hadis Ibnu Umar tentang wakaf di
atas, kecuali wakaf untuk tempat ibadah seperti masjid, harus selama-lamanya,

karena setelah si pewakif mewakafkannya secara otomatis dia sudah keluar

® [mam Muslim, Sabfh Muslin., hlm, 14
¢ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Isfam., hlm. 7.

% Sayyid Ahmad ad-Dardiri, as-Syarah al-Sagir, cct. ke-1 (Kairo Mesir: t.p., 1962
M./1382 H.), him. 207. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, 1971, hal. 103
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dari hak miliknya dari harta tersebut.”® Mazhab Maliki berpendapat bahwa
sigat wakaf tidak ada indikasi sedikitpun yang dimaksudkan “selama-
lamanya”, misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk didayagunakan, maka
akad wakaf tersebut tidak bisa dipahami mengandung makna “selama-
lamanya”. Artinya, pada saat tertentu nanti, harta wakaf dimaksud dapat
ditarik kembali.’® Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar yang dipakai oleh
ulama lain sebagai larangan untuk memberikan jangka waktu dalam
mewakafkan sesuatu, tidaklah bisa dijadikan dalil karena tidak menjelaskan
tentang larangan dalam mémbérikdn'jangka waktu.”' Mazhab Maliki dalam
memandang wakaf yang bersifatitemporal-atau berwakaf dalam jangka waktu
tertentu, adalah diperbolchkan dan sectélah itu harta wakaf tersebut bisa
diambil kembali untuk dimiliki “secara- pribadi, sectelah harta tersebut
diwakafkan sesuai dengan syarat- syarat dan rukun wakaf yang telah
ditentukan.
Adapun rukun wakafterscbut yaitu s
1. Pewakaf yaitufyang'mcmiliki-harta,
2. harta yang diwakafkan seperti hewan, makanan atau benda
yang lainnya,

3. Orang yang menerima wakaf atau yang mengelolanya,

% Helmi Karim, Figh Muamalah, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rajs Grafindo Persada, 1993),
hlm. 111.

0 Al-Qadi Abdul Wahab al-Bagdadi, al-Ma 'unah ala Mazhab “alim al-Madinah lif imam
Malik bin Anas (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), I1I: 1597,

™ Muhammad Abu Zahrah, Mubadarat 7 al-Wakf, cet. ke-2 (ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi,
1971), him. 71.
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4. Siqat wakaf, misalnya “aku wakafkan atau aku tahan”, atau
sesuatu garinah yang menunjukan akan hal wakaf tersebut’>.

Dalam hal ini apabila terjadi masalah penarikan kembali harta wakaf
yvang sebelumnya disertai sigat untuk selama-lamanya atau bisa disebut
dengan wakaf mutlak dan tanpa memberikan jangka waktu tertentu, maka
harta tersebut tidak boleh ditarik kembali untuk dijadikan milik pribadi,
kecuali ada pernyataan dari si pewakafl untuk mensyaratkan jangka waktu atau
secara temporal terhadap harta yang akan diwakafkannya sebelum terjadinya
ikrar wakaf.”

Dalam mazhab Maliki dikemukakan penjelasannya beserta istidlalnya
sebagai berikut :

Pewakaf berhak uniuk menarik_kembali harta wakaf tersebut, untuk
dijadikan miliknya kembali apabila sebelum terjadinya ikrar wakaf dia
menyaratkan waktu \atau,_fempo |tethadap harta_yang) ingin dia wakafkan
misalnya “saya wakatkan tanah satu’hekfar/ini sepuluh tahun untuk dijadikan
sckolah” dan mewakafkan pghon dalam.bebcrapa\waktu untuk dimanfaatkan
buahnya’® dalam mazhab Maliki ini dibolehkan dengan alasan tidak ada dalil
yang melarangnya tidak ada juga yang memerintahkannya, kecuali wakaf
untuk tempat ibadah seperti masjid, harus selama-lamanya, karena setelah si

pewakif mewakafkannya secara otomatis dia sudah keluar dari hak miliknya

* Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardiry, Agrabu al-Masalik., hlm. 156.
" Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat £i al-Wakf', hlm. 73.
™ Muhammad bin Abdul BBaqy az-Zurqani, Syarah az-Zurkani., V1I; 409,
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dari harta tersebut’". Dalam kitab a/-Mau nah dari mazhab Maliki menjelaskan
bahwa sigat wakaf yang tidak ada indikasi sedikitpun yang dimaksudkan
“selama-lamanya”, misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk didayagunakan,
maka akad wakaf tersebut tidak bisa dipahami mengandung makna “selama-
lamanya”. Artinya, pada saat tertentu nanti, harta wakaf dimaksud dapat
ditarik kembali.”® Sedangkan dalam hadis Tbnu Umar yang dipakai oleh
mazhab Syafi’i sebagai larangan untuk memberikan jangka waktu dalam
mewakafkan sesuatu, tidaklah bisa dijadikan dalil karena tidak menjelaskan
tentang larangan dalam merfiberikanjangka'\waktu.”’

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh mazhab Maliki ini,
wakaf tidak disyaratkan berlaku|untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku
untuk waktu satu tahun misalnyal Sesudah itu kembali kepada pemiliknya.
Pendapat Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang
mengenal dengan istilah\bukom agratiayHOB (Hak “Guna Bangunan), Hak
Pakai atau sistim kontrak. jika pendapat\Maliki ini diterapkan, maka wakaf
akan mendapat perluasai makna,dan' perluasan késempatan kepada para pihak
yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakatkan, tapi memiliki
status benda yang bersifat temporal tersebut. Wakaf secara temporal, selain
membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin

bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal.”

" Helmi Karim. Figh Muamalah. hlm. 111,
** Al-Qadi Abdul Wahab al-Bagdadi, al-Ma 'unah ala Mazhab.., him. 1597.
" Muhammad Abu Zahrah, Mubgdarat # al-Wakf, hlm 71.

" Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Paradigma Baru Wakaf, him. 5.
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Pendapat 4 mazhab di atas tentang wakaf temporal dapat
dikualifikasikan menjadi 2 pilihan yaitu yang membolehkan dan yang tidak
membolehkan (melarang}, yaitu bisa dilihat tabel berikut.

Tabel 1. Pendapat Empat Mazhab tentang Wakaf Temporal

Mazhab Pendapat tentang Wakaf | Alasannya
Temporal
Maliki Kuat (boleh) Tidak ada larangan

syar’i yang menunjukan
keharamannya, kecuali

mesjid

Abu Hanifah Kuat (boleh) Tidak ada larangan
syar’i yang menunjukan

keharamannya, kecuali

fresjid
Syafi’i Lemah (di Jarang) Isi hadis di atas yang
diriwayatkan [bnu

Umar adalah  yang

menunjukan bahwa
berwakaf harus
selamanya

Ahmad bin Hanbal Lemabh (di larang) Isi hadis di atas yang
diriwayatkan Ibnu

Umar adalah vyang
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menunjukan bahwa
berwakaf harus

sc:lamanya"9

Dilihat dari segi manfaatnya berwakaf secara temporal sangat
berpotensi sangat besar sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan umat,
selama harta yang diwakafkannya itu masih berfungsi dan digunakan
sebagaimana mestinya. Di dacrah perkotaan sistem ini apabila di terapkan
sangat mungkin meningKatkan'- kesejahteraan masyarakat, karena bisa
menggugah hati seseorang -yafig mémpunyai tanah luas tetapi belum di
mamafaatkan atau di perkKirakam' masihi lama untuk di gunakan, untuk
mewakafkan tanahnya secara temperal, misalnya untuk di jadikan taman
bermain atau lapangan sepak bola dan contoh lain adalah berwakaf uang
melalui investasi yang hasilnya digunakan untuk dana Sosial.

B. Pelaksanaan Wakaf Temporal dalam Praktek Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah ‘wakaf vang.dilakukan'‘\seseorang, kelompok orang
atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan ke dalam pengrtian uang
adalah surat-surat berharga.*® Modalnya dikekalkan sedangkan keuntungan
investasinya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberi wakaf (Mohd Fauzi
Mustafa, 2006). Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2004) menckankan

bahwa modal dikekalkan yang diberikan wakif untuk tujuan mengharapkan

7 Lihat. Wahbah az-Zuhaili, Figik Islami, bim. 7599-7605

¢ Heri Sudarsono, Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Hustrasi, Cet. 11,
( Yogyakarta, Ekonisia, 2004), hlm. 264
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semata-mata ridha Allah. Dana yang digolongkan wakaf tunai ini akan
diinvestasikan agar dapat menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut
kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh wakif.*'

Di Indonesia, wakaf tunai relatif baru dikenal. la adalah objek wakaf
selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak.
Ditengarai, wakaf jenis ini berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan
wakaf harta tak bergerak hal ini di dukung fatwa Majlis Ulama Indonesia
(MUI) pada 11 Mei 2002** dan Pemerintah memperkuat fatwa MUI ini
mengeluarkan UU No.4 172004 tentang\ Wakaf dan PP No. 42/2006
diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006.

Wakaf Tunai (cash waqf ) feffivatasudah dipraktekkan sejak awal abad
kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 1) salah seorang ulama terkemuka
dan peletak dasar tadwin al-hadits mtemfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan
dirham untuk | pémbangunan -sarana’ dakwah, “sosial;=dan pendidikan umat
Istam.” Hal ini juga difat&@kKan oléh Muhémmad bin Abdullah al-Anshari,
murid dari Zufar\sahabat~dari_j Abu Chanafiyah, dan Ibnu Taimiyah
meriwayatkan bahwa satu pendapat dari kalangan Hanabilah membolehkan

berwakaf dalam bentuk uang, serta dari kalangan Malikiyah®

*! Subrawardi K Lubis, Hakaf Uang Perlu Sosialisasi, hup://www. waspada.co.id. 16-11-
2007.

#2 Sumber koran Republika, Alternatif Pemanfaatan Wakaf Tunai, 6-09-2006.

8 Investasi Abadi, Manfaatnya Mengalir Tiada Henti, Whittp://www . hidayatullah.com,
diakses 19-09-2007.

* Heri Sudarsono, Bank dan lembaga Kewangan Syari 'ah. 1ilm. 265-266.
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Bagi seorang wakif (orang yang berwakaf), ia tidak lagi memeriukan
jumlah uang yang besar untuk berwakaf. Karena wakaf uang, jumlahnya bisa
bervariasi. Dengan demikian, mereka yang memiliki dana terbatas sudah bisa
untuk berwakaf. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai
penghasilan serta semakin banyaknya jumilah wakif. Jika kemudian dana
wakaf tersebut dikelola melalui lembaga keuangan syariah, akan memberikan
dampak positif bagi perkembangan lembaga tersebut. Selain menambah modal
lembaga keuangan tcrscbut, misalnya, bank syariah, juga akan menjadi
tambahan pendapatan alternatif bagi'mereka,”*

Ada 2 cara berwakafsecara tunai:

1. Yaitu si wakif langsungimcwakafkan sejumlah vang kepada suatu
lembaga yang berhak’/untuk “mengelola wakaf tersebut sebagai
modal usaha ataudikelolamelalui lembaga keuangan syariah vang
kemudian\menyalurkan-keuntungannya, untuk kemaslahatan umat
yang dibolehkan-secara syar’i

2. Si wakificbérwakafdengafi-Cara "ifivestasi terlebih dahulu dalam
tempo tertentu melalui suatu lembaga yang berkompeten atau
sebagai nazir wakaf untuk mengelola dananya yang kemudian hasil
keuntungannya diwakatkan sebagian atau keseluruhannya tanpa
mengurangi modal (vang) si wakif.

Hal ini sudah dilaksanakan olch Dompet Dhuafa Republika yang

bekerjasama dengan PT Batasa Capital, scbuah perusahaan jasa finansial,

¥ Sumber koran Republika, Alternatif Pemanfuatan Wakaf,di akses 6-09-2006
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keduanya bisa digabungkan (Republika, Jumat, 06 Agustus 2004). Investor
bisa berinvestasi untuk dunia dan akhirat sekaligus dengan membeli
produk Reksadana Dompet Dhuafa Republika Batasa Syariah. Produk
wakaf investasi ini diluncurkan Selasa (3/8) dengan harapan bisa
mengumpulkan dana Rp 250 miliar. Dengan produk ini, investor dapat
menempatkan dana pada reksadana dan mewakafkan sebagian dari
investasi sebagai harta waqaf.

Investasi yang diwakafkan akan menjadi bagian dari harta wakaf
sedangkan yang tidak/diwakatkan akan tetap menjadi milik investor.
Reksadana wakaf ini dijual Rp | juta per satuan.®

Pada cara berwakaf{bagian -kedua di atas ini bisa dikatakan
berwakaf secara temporal yaitu'si wakif memberikan waktu atas uangnya
kepada pengelola wakaf“untuk™~digunakan sebagai modal usaha atau
invetasi yang Keuntunganaya.untik, dana sosial~umat sesvai perjanjian
yang modal pokokny3 tedpmilik/wakif.

Tabel 2 )Rersamaan-dan perbedaanjantara Wakaf Tunai dan Wakaf

Temporal
Wakaf Tunai Wakaf Temporal
Menyerahkan sejumtah uang Menyerahkan benda apa saja vang sah

untuk diwakafkan termasuk uang

Bisa berwakaf tunai langsung dan | Mewakafkan dalam waktu tertentu

¥ Batasa Capital - Dompet Dhuafa Republika . luncurkan Reksadana Wagaf.
htip://www republika.co.id, 19-12-2007.
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boleh mewakafkan dalam waktu | sesuai perjanjian dan modal pokoknya
tertentu sesuai perjanjian dan modal | tetap milik wakif

pokoknya tetap milik wakif

Di kelola oleh nazir Di kelela oleh nazir

Hasil keuntungan diperuntukan sesuai | Hasil keuntungan diperuntukan sesuai

tujuan wakif dan kemaslahatan umat tujuan wakif dan kemaslahatan umat

Perkembangan wakaf tunai di tanah air sudah mulai terlihat
walaupun tidak secara|pesat, ini bisa dilihat laporan keuangan beberapa
lembaga dan yayasan |seperti Tabung) Wakaf yang bisa mengumpulkan
dana sejumiah Rp. 4.694.818.900,- pada periode Rajab 1426 H. sampai
dengan Sya’ban 1427 H:*’ Taporan;wakaf tunai dari www.internasional-
subuh.net sampai tanggal 21 Scptember 2007 telah terkumpul dana
sejumlah Rp! 15.586.200.5°~dan \aperan | wakai “tunai pondok pesantren
Hidayatullah Surabaya.sampai“tanggal 24 Januari 2007 telah trkumpul
dana Rp. 55.370.000.*

Untuk masa sekarang kita bisa mengelola wakaf tersebut dalam
bentuk yang lebih produktif seperti investasi leasing, mudharabah,
musyarakah, dan sebagainya. Pengelolaan secara produktif dan modern

dalam bentuk investasi ini, disamping memerlukan nazir yang profesional,

2008.

¥ Tabung Wakaf, Laporan wakaf tunai, Tabungwakaf.com, diakses 04-01-2008.

% |.aporan wakaf tunai yang bersumber dari www.internasional-subuh.net. diakses 04-01-

% Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya, Laporan wakaf tunai,

http://www . hidayatullah.com, di akses 04-01-2008.
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juga mengandung resiko. Masalah ini yang harus diperhatikan dan
diantisipasi. Dengan demikian yang menjadi masalah cukup penting dalam
pengelolaan wakaf secara modern adalah kemampuan nazir dalam
menginvestasikan dana wakaf, dan kemampuan menginvestasikan ini tidak

. . - S0
lepas dari manajemen resiko.

C. Wakaf Temporal dalam Tinjauan Ekonomi Islam untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Umat

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana dalam
mengkategorikan ekonomi—Islam  sebagai "ilmu" (science) dan sebagai
"sistem.” Sebelum mendefinisikan‘ilmu ekonomi Islam, maka harus dipahami
dahulu pengertian ilmu ekonomi/secara”populer di kalangan ahli ekonomi
konvensional, karena istilah ekonomii itusendirt adalah suatu hal baru dalam
Islam, walaupun jsubstansi/kajian-ekonomi suddhyadaydan sudah teraplikasi
dalam ajaran Islam.

Kata ekonomi, berasal/darinkdliasa ¥lnanitkuno yaitu oikonomos yang
berarti: rumah tangga. Dalam rumah tangga, seorang pemimpin harus
memikirkan dan mengawasi agar segala urusan rumah tangga berjalan baik,
seperti pemenuhan kebutvhan terhadap pangan, sandang dan papan. Begitu
juga halnya dengan keefektifan pembagian kerja dan pembagian penghasilan
dapat dilaksanakan dengan adil dan bijaksana. Schubungan dengan kata

ckonomi ini, Xenophonz telah menulis suatu uraian yang disebut

% Uswatun Hasanah, Investasi Wakaf, majalah Modal No. 2/11-Juni 2004
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Oikosnomikos yang berarti "penyelenggaraan rumah tangga.” Pada tulisan itu,
ta memuji pertanian sebagai dasar kekayaan ekonomi dan menganjurkan
perdagangan dan perkapalan oleh negara.

Marshal Green menyatakan bahwa tulisan-tulisan Xenophon
mengingatkan kepada beberapa segi kapitalisme modem. Tujuan berekonomi
adalah untuk memberikan kesejahteraan dan atau pencapaian kejayaan pada
kehidupan bermasyarakat, dan tentunya hal ini sangat terkait dengan sesuatu
yang bersifat keduniaan, yang javh dari norma-norma religius keagamaan.
Sedang aktivitas sosial dianggap Aebih tenderung kepada tuntutan untuk
menegakkan norma-norma ‘bermasyarakat] vang memiliki pencapaian akhir
pada keinginan untuk memenuhi kébutuhan akhiratnya.

Pengertian ilmu ekonomi_para.ahli‘ekonomi memberikan definisi yang
berbeda tentang ilmu ekononti (economics). Oxford Dictionary of Current
English mendefmisikan mu-ekonemi~(econontics) ‘'dengan "science of the
production, distribution and.cansumptionof goods; Condition of a country as
material prosperitynIlmunyang menmbahds téntang produksi, distribusi, dan
konsumsi; kondisi suatu negara dari segi kemakmuran material).

Abdurrahman dalam kamus ekonominya mendefinisikan ilmu ekonomi
(economics) sebagai "suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia
dalam memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Samuelson bahwa pengertian tentang apa

yang dinamakan "ekonomi"” atau "ilmu ekonomi” itu bisa berbeda dari orang
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ke orang, tergantung dari sudut mana gejala itu c:iipanclang.91

Pendapat di atas memisahkan antara urusan ibadah keagamaan dengan
urusan berekonomi, yang dianggap sebagai bentuk komersialisasi yang
bersifat keduniaan. Tetapi hal ini akan berbeda dengan Isiam yang melihat
bahwa aqidah, syari’ah dan mu’amalah serta akhlak adalah salah satu mata
rantai yang tidak terpisahkan dari sistem Islam itu sendiri. Hubungan
diantaranya terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem yang
integral dan comprehensif.

Adapun pengertian/ekonomi Alslam, adalah kegiatan ekonomi berupa
produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi
yang dituntun oleh nilai-nildi agama dan prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini
menekankan pada nilai-nilatislami dan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas
tentang manusia sebagai makhluk-—sosial (hablun min an-nas)” Definisi ini
memberikan impliKasi bahwa-ilmudekeromi adalah“bagian dari ilmu sosial
Islam yang tidak terpisakh®dari nilainilai lslam lainnya (hablun min Allah).
Pada definisi ini] Berdgam, jelashdiscbutkan | bahwa ckonomi Islam harus
bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, baik secara khusus ataupun melalui

kaidah umum.”

" Ridwan Mas'ud dan Muhammad, Zakar dan Kemiskinan fnstrumen Pemberdavaan

fkonomi Umat. cet. Ke 1, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), hal 3-4.

% Pengertian ekonomi Islam ini sama dengan pengertian ekonomi umat, akan tetapii

pengertian ekonomi umat cakupan dan pembahasannya lebih sempit yaitu lebih khusus untuk
pemberdayaan umat Islam, sedangkan ekonomi Islam lebih giobal atau seluruh umat manusia.

B Ibid, hal, 7.
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Dari berbagai definisi, Menurut Ridwan Mas'ud dan Muhammad ada
tipa kesimpulan tentang hakikat ilmu ekonomi, yaitu: (a) Ilmu yang
berhubungan dengan barang (benda dan jasa) atau benda yang bersifat
ekonomis atau langka; (b) llmu ekonomi dapat di lihat dari berbagai dimensi,
dari segi mana kita memandang hubungan perilaku manusia dengan benda;
dan (c) Tema pokok yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah produksi,
distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.™

Adapun tujuan Ekonomi Islam adalah ; (1). Menyediakan dan
menciptakan peluang-pclughg yang sama“dan luas bagi semua orang untuk
berperan serta dalam kegiatan-kégiatan ¢konomi. Peran serta individu dalam
kegiatan ekonomi merupdkan fanggung jawab keagamaan. Individu
diharuskan menyediakan |dan_menopang | setidaknya kebutuhan hidupnya
sendiri dan orang-orang vang bérganfung padanva. (2). Memberantas
kemiskinan absolutndan\memenuhil Kebutuhankebutuhan dasar bagi semua
individu masyarakat. (3).. | Mempertahankan stabilitas ckonomi dan
pertumbuhan, serta imeningkatkankesejahtCraan ekonomi.masalah ini sejalan
5

dengan ekonomi kerakyatan.”” Dalam Islam gagasan tentang peningkatan

. . . . . 96
kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proposisi religius.

* Jbid . hal. 4.

" makna "ekonomi kerakyatan" terschut adalah suatu perekonomian yang oricnlasinya
pada kcterlibatan rakyat banyak dalam aktivitas ckonomi atau aktivitas produksi. aktivitas
konsumsi dan aktivitas distribusi. Lihat Edv Svandi Hamid. Ekonomi [ndonesia memasuki
Mifenium, (Yogyakarta: Ul Press, 2000), hal. 4.

% Eko Suprayiino, Fkonomi Islam, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Hmu, 2005),
hal. 19-20.
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Islam tidak hanya menuntut umatnya untuk sekedar menjalankan
ibadah ritual yang bersifat mahdhoh, ibadah yang hanya bertendensi pada
akhirat saja, atau yang hanya bertujuan pada penciptaan hubungan kepada
sang Khaliq (mu’amalat ma’al khalgi). Tetapi, Islam juga mengatur adanya
ketentuan tuntutan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan yang bersifat
keduniaan, sebagai bentuk proses untuk pencapaian tujuan akhiratnya. Antara
kegiatan yang bersifat duniawi dan kegiatan yang bersifat ukhrawi dapat
berjalan bersamaan melingkupi dalam satu kegiatan.

Islam memberikag fasilitas\/hal\ tersebut pada suatu instrumen
diantaranya adalah zakat, infaq, shadagah'dan wakaf, yang memiliki dua unsur
penciptaan hubungan, yaitushubungan kepada sang khaliq (mu 'amalat ma’al
khalgi), dan hubungan keépada‘sesama manusia (mu’amalat ma’an nas).

Instrumen yang ditawarkan Islam inl merupakan perwujudan dari aspek
moral yang menekankan Kepada-nilar-keadilan, yang, menjadi ajaran dasar
vang terdapat di dalam [al=Qur’an./dan/salab satu bentuknya adalzh terlihat
pada keadilan sdsial| €Konomi.“Konsép..kéadilan sosial ekonomi dalam
perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-
batas geografis, suku, agama, dan ras. Hal ini dapat menciptakan hubungan
antara sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan bersahabat,
walaupun memiliki perbedaan yvang cukup mendasar. Tentunya ini dapat
diartikan sebagai bentuk dari universalitas Islam sebagai rahmat bagi semua

orang/umat (rahmatan lil ‘alamin).
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Keadilan sosial ekonomi (economic social justice) mengandung
pengertian bahwa Islam sangat menckankan persamaan manusia
(egalitarianisme) dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang
berpangkal dari kepincangan ckonomi, seperti eksploitasi, keserakahan,
konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.

Ketidakadilan dan ketidakmerataan alur investasi di belahan dunia
juga dianggap memiliki kontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di
negara-negara miskin. Sehingga dalam melihat dan memahami penyebab
kemiskinan tidak bisa hanva dari/faktor ‘penyebab tradisional seperti tidak
meratanya akses terhadap pendidikangbids urban dan lainnya tetapi juga harus
dilihat dari segi global inequality dan kompleksitas interaksi antara aset, pasar
dan kelembagaan (Machiko Nissanke,.2000).

Selanjutnya dari sisi individa atau keluarga, menurut Samuelson dan
Nordhaus (1985: 747),\ ada—tiga<pcnyebab Kemiskinan yaitu perbedaan
kepemilikan kekayaan, perbedaan Komamptan individu dan perbedaan dalam
pendidikan dan pclatihan.97

Terciptanya keadilan sosial ekonomi akan dapat menghindarkan
manusia dari kesenjangan-kesemjangan diantara sesamanya, salah satunya
adalah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Tentunya ini berlawanan
dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan. Kesenjangan

harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Menurut M.

¥ Editor Jusmaliani Muhammad Sockarni, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, cet. Ke-1,
(Yoyakarta: Penerbit Kreasi Wacana, 2005), hal. 119.
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Syafi’i Antonio keadilan dalam Islam dapat tercipta diantaranya adalah
dengan:
1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang
tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam
proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
3. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs fulfillment)
setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan al-takafll aliftima A social economic security insurance) di
mana yang mampu menanggng dan membantu yang tidak mampu.
Dengan cara ini diharapkat, standar kehidupan setiap individu akan
lebih terjamin. Sisi manusiawi.danskehormatan setiap individu akan lebih
terjaga sesuai dengan harkal dan mertabat yang telah melekat pada manusia
scbagai khalifah) ANah. \Nanrun, -tidak=dapat disangkal bahwa perbedaan
dalam pendapatan harta) (kekayaan)\merupakan scsuatu yang wajar, yang
dapat terjadi di setigpymasyarakat™Anhfara individd\satu dengan yang lain tidak
harus memiliki kesamaan atau secara merata sama harta kekayaannya. Inilah
yang membolehkan adanya kekayaan pribadi dan inisiatif individual dalam
semua aktivitas kchidupan.
Islam tidak mengekang kebebasan individu untuk pencapaian

keinginan pribadinya dan membolehkan kepemilikan pribadi™®, tetapi tidak

* Pengertian milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat

melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati
manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak. L.ihat, Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas hukum
muamalat (hukum perdata Islam), Iid. Revisi, {Yogyakarta: UlT Press, 2000), hal. 45.
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menciptakan golongan miskin ke dalam jurang pemisah dengan golongan kaya
tanpa tiada dijembatani, hal ini akan berakibat kepada kecemburuan sosial di
masyarakat. Islam menjaga ketidakmerataan ekonomi ke dalam batas-batas
vang alami dan wajar. Dibolehkannya pemilikan pribadi dan ketidakmerataan
ekonomi masih dalam batas-batas yang adil dalam masyarakat. Ini
dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan bagi individu untuk
mengembangkan dan memanfaatkan kualitas kemuliaan dirinya. Keberhasilan
ekonomi Islam bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan etik
dan material umat manusia.

Sistern ini tidak mengabaikan Kenyataan yang mendasar bahwa
kemajuan manusia berganting pada pengiptaan keharmonisan antara aspek
kehidupan moral dan material. Jika,_moralitas dipisahkan dari perjuangan
ekonomi, maka ia akan kehilangan~kekuatan yang dapat mempertahankan
stabilitas dan [keseimbangan/Fsistem’ Sesial””’ ~ Berkdea, pada sejarah untuk
menciptakan keadilan §dsial ekordemi, di dalam bermasyarakat, maka
instrumen wakaf adalab—mcrupakan rsalali™satuajawaban yang akan dapat
mewujudkan semua itu.

Wakaf dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat.
Karena di dalam instrumen wakal tercipta semangat tolong menolong
(ta’awun), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk

memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Individu diharapkan

* Editor: Arief Subhan, Dewi Nurjulianti dkk, Muhammad sebagai Seorang Pedagang,
cek, Ke-4 (Penerbit Yayasan Swarna Bhumy, Jakarta Pusat, 2000), hal. 51.
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secara semestinya dan efisien melaksanakan setiap kewajiban yang
dipercayakan padanya demi kemaslahatan umum.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang memiliki kaitan erat
terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya umat muslimin yang sudah
sejak lama melembaga di Indonesia. Namun, sejak semula tidak diiringi
dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak
berkembang dengan baik bahkan sering menimbulkan masalah. Menurut
Uswatun Hasanah (Modal, juli 2003).'*

Wakaf memiliki pgtensi/besar. Jika dikelola dengan baik, wakaf
mampu membantu memecahkan wymasalah ekonomi dan melahirkan

kemandirian ekonomi umat ™"’

Hallint juga merupakan salah satu unsur dalam
lembaga-lembaga ckonomi Islam‘yang berasal dari kegiatan sektor voluntur.
Ciri khas kegiatan wakaf dari“sudut ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang
menyelenggarakan kegiatan investasi ‘dan bukan\konsumtif. Wakaf adalah
salah satu lcmbaga sosial ‘Islam yadg sdngat dianjurkan dalam ajaran Islam

untuk dipergunakahholeh™ses€orang sebagai §ardna penyaluran rezeki yang

diberikan Allah kepadanya, meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam al-

19 peningkatan produktivitas kekayaan wakaf di Indonesia memerlukan beberapa fakior :

1. Sosialisasi wakaf: langkah ini diperlukan untuk memperluas wawasan masyarakat tentang
urgensi perwakafan sebagal salah satu sumber dana abadi. 2. Perluasan dan keragaman jenis harta
wakaf: menurut Dr Muh Abu Zahrah, wakaf tak terbatas untuk rumah ibadat saja tapi juga
mencakup untuk kepentingan-kepentingan lain. 3. Perluasan penyaluran wakaf: hasil wakaf perlu
disalurkan kepada masyarakat scluas dan sescgera mungkin. 3. Pengelolaan harta wakaf:
peningkatan produktivitas kekayaan wakaf juga memerlukan pembinaan tenaga ahli perwakaflan
seperti ahli hukum perwakafan dan nazhir wakaf. Lihat. M. Anwar Tbrahim, Wakaf Sebagai
Instrumen Pengembangan Ekonomi Sosial, hitp://www tabungwakaf.com, diakses. 3-09-2007 .

! Didinkaem, Periu Rekonsepsi Fikih Wakaf, hip://www.halalguide.info. 3-09-2007.



Qur’an, namun ada beberapa ayat yang digunakan oleh beberapa ahli sebagai
dasar hukum disyariatkannya wakaf.

Dalam syari’at Islam, wakaf merupakan salah satu piranti penting yang
dapat dipergunakan sebagai sarana resmi bagi pendistribusian dan pemerataan
rezeki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat khususnya dan
seluruh masyarakat pada umumnya. Di berbagai belahan dunia Islam tradisi
vang dikatagorikan sebagai salah satu sistem ekonomi Islam, wakaf telah
dicoba diberdayakan sehingga menampilkan karaktriktik yang unik dan khas,
karena masalah wakaf merupakan/ masalah ijtihadiyah mumi dimana
didapatkan sinyalemen implisittdarivpredaksi menurut istilah Arkoum “Al-
Qur’an dan Hadits sebagai—justifikasinya; karenanya akan terus mengalami
perkembangan terkait dengan_konsep_dan sistem manajerialnya. Banyak
informasi yang menunjukan peran wakaf sangat sukses dalam membantu
mensejahterakan ) berbagai/ aspek =kchidupan masyarakat, baik dimasa lalu
maupun dewasa ini.

Wakaf bisandijadikan “salah CSatd_bénuik solusi untuk mengentas

kemiskinan di Indonesia.'® Karcna wakaf selain berbentuk tanah dan

"2 Potensi Zakat & Wakaf yang luar biasalika kita telaah secara cermat. maka dapat
disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data yang
ada, potensi zakat di negeri ini mencapat 7 trilliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan
potensi wakaf, terulama wakaf tunai. yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas
yvang produktif. termasuk mengemtaskan problematika kemiskinan di Indonesia. Kita mengetahui
bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia.
Tidak kurang dari 7 persen penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan per kapita dibawah |
dolar AS setiap harinya, dan sekitar 50 persen lainnya hidup dengan tingkat pendapatan per kapita
kurang dari 2 dolar AS setiap harinva. Lihat. Dewan Asatidz, Urgensi Kementerian Zakat Dan
Wakaf, http://www pesantrenvirtual.com, 29-03-2007.
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bangunan, menurut sebagian ulama'® bisa diwujudkan dalam bentuk uang
tunai, yaitu dengan dengan membeli selembar sertifikat wakaf tunai yang
diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf. Dana wakaf yang terkumpul
tersebut bisa dikembangkan dan diinvestasikan ke dalam berbagai sektor
usaha yang halal dan keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk berbagai
program pengentasan kemiskinan, seperti membangun seckolah gratis,
memberikan modal bagi orang miskin yang produktif, mendirikan pabrik-
pabrik yang menarik ratusan atau ribuan karyawan dengan gaji yang cukup
dan lain-lainnya.'%

D. Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan,di Beberapa Negara Lainnya

Wakaf sebagai sdlah “satd lembaga Islam diperkirakan sudah
dilaksanakan umat Islam Indonesia\scjak”Islam masuk di Indonesia. Dengan
demikian wakaf sudah melembaga~dalam masyarakat muslim Indonesia.
Manfaat harta wakaf¥.pun\sudah-dirasakan olch sebagian.umat Islam.

Harta wakaf di Indonésia péda umumnya berupa masjid, bangunan
sekolah, rumah sakit, kuburamjalan iy rurpah untuk yatim piatu, pasar
dan lain-lain. Dengan demikian wakaf di Indonesia dapat mendatangkan
manfaat bagi umat Islam khususnya juga masyarakat pada umumnya. Namun

demikian keberadaannya sering menimbulkan permasalahan baru, yakni

masalah dana yang diperlukan untuk memelihara wakaf.

19 Salah satunya adalah imam Az Zuhri (walat tahun 124 H) memberikan fatwa yang
membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu berupa dinar dan dirham, untuk
pembangunan sarana dakwah, sosial da pembangunan umat. Lihat. Irfan Syauqi Beik, Wakaf
Tunai dan Pengentasan Kemiskinan http:/fwww tabungwakaf.com, 29-03-2007.

'™ posted by ahmadzain under Konsultasi Agama, Sekilas tentang Wakay,
http://ahmadzain.wordpress.com, 29-03-2007.
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Untuk mengatasi masalah dana yang dibutuhkan dalam pemeliharaan
harta wakaf, ada sementara pengelola wakaf yang mengusahakan dana dari
harta wakaf itu sendiri dan ada pula yang mencari dana dari sumber lain
seperti dana zakat, infaq, maupun sadaqah.

1. Sejarah Peraturan Perwakafan di Indonesia

Kegiatan wakaf di Indonesia telah berkembang sebelum abad ke -
19 ditandai dengan berdirinya mesjid dan juga madrasah di berbagai
tempat. Masuknya pemerintahan kolonial menjadi momentum kegiatan
wakaf ini di tanah air. Di'abad ke .20 perkembangan wakaf semakin marak.
Hal ini ditandai dengan‘semakin berkémbangnya organisasi keagamaan,
sekolah dan madrasah, ni¢sjid'yang semuanya merupakan swadaya.'®

Wakaf sebagai sualu_lembagalslam yang erat kaitannya dengan
masalah-sosial dan adat Tndonesta sering kali menimbulkan permasalahan
di masyarakat) Oleh kargna-itu dapat-dimaklumi kalau wakaf yang berasal
dari ajaran Islam olch kalahgan dhli hulum di Indoncsia juga dipandang
sebagai masalahpdalarmhukum, adat™ DEnganprdemikian persoalan wakaf
sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan
mengambil sumber dari hukum Islam. Di samping itu Pemerintah Kolonial
juga telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang

persoalan wakaf, antara lain.

% Mustafa Edwin Nasution, Wakaf: Konsep. Perkembangan. Kontribusi serta
Optimalisasinya Untuk Perkembangan infrastruktur di Indonesia, httpprogres.ourprotile.org.
diakses 25-12-2007.
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Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januar
1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196,
tentang Toezicht op den boww van Mohammedaansche bedehuizen.
Meskipun dalam surat edaran ini tidak diatur secara khusus tentang wakaf,
akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak bermaksud
untuk menghalang-halangi orang Islam Indonesia memenuhi keperluan
keagamaan mercka.'*®

Pembatasan dalam pembuatan rumah ibadat baru boleh diadakan
apabila dikehendaki oleh képéntingan timum. Surat edaran ini ditujukan
kepada para Kepala Wildyah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah
di daerah Swapraja dimaié sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati
membuat daflar rumah-rumah/ibadah |Islam yang ada di Kabupaten
masing-masing. Dalam daffar iti harus’ dicatat asal-usul tiap-tiap rumah
ibadat, dipakai untuk \salat-jum‘at at:au tidak/ada pekarangan atau tidak,
ada wakaf atay tidak. Disamping’itu sctigp Bupati diwajibkan pule untuk
membuat daftarjyangrmemuat keteranpdfiténtang segala benda yang tidak
bergerak yang oleh pemiliknya (orang Bumi Putra) ditarik dari peredaran

umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama fain.

"% pada zaman pemerintahan Hindia Belanda scorang tokoh Belanda yang bernama

Lodewijk Willem Christian Vand den Berg (1845-1927) telah merumuskan hukum Islam dengan
teori receptio in complexu yang berarti suatu kasus hukum berlaku menurut agama yang ada di
dacrah tersebut, dikarenakan waktu itu umat Isiam banyak yang bemazhab Syafi’i. Dalam rangka
mendukung terlaksananya sistem tersebut, vand den menterjemahkan kitab asy-Syaft’ivah yaitu
Fathu af Qarib dan Minhaju al-Talibin ke dalam bahasa Perancis. Dalam kaitannyva dengan hukum
Islam, Vand den Berg juga menulis asas-asas hukum [slam (Mohammed ansch Recht menurut
ajaran asy-Syafi ‘i dan Hanafi} untuk memberikan pemahaman kepada pejabat-pejabal pemerintah
Belanda dan para hakim Belanda waktu itu. Lihat. A, Qodri Avizy, Eklektisisme Hukum Nasional
Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Nasional, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002),
him. 153-154 dan Rachmat Djadnika dkk, Hukum Islam di Indoresia Perkembangan dun
Pembentukan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 120-121.
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Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-
pergerakan dan umat [slam karena orang yang berwakaf dalam praktiknya
harus minta izin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk
mengawasi. Reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap
campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang
berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial
mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.

Surat Edaran Seckretaris Gubememen t.anggal 4 Juni 1931 No.
1361/A, sebagaimana tefmuat| di, dalanm Bijblad 1931 No. 125/3, tentang
Toezich Van de. Régeering 'op OMohammedaansche bedehuizen,
Vrijdagdiensten en wakafs. Walaupun dalam surat edaran ini terdapat
beberapa perubahan Bijblad /6196 antara lain ditentukan supaya para
Bupati memibuat daftar“ramabi“rumah ibadat, rumah ibadat tersebut
dipergunakan juntuk salat Jumat’ atau tidak,/menecatat asal usulnya dan
berupa wakaf atau buKah.

Bijblad 16196 frarus~diperhatikam dengan baik supaya diperoleh
register harta benda wakaf. Namun demikian, untuk mewakafkan harta
tetap diperlukan izin Bupati. Bupati menilai permohonan itu dari segi
tempat harta tetap itu berada, dan maksud pendiriannya. Bupati membert
perintah supaya wakaf yang diijinkannya, dimasukkan dalam dafiar yang
dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran
diberitahukan kepada Asisten Wedana sebagai laporan kepada kantor

landrente.
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Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat ini,masih tetap
ada reaksi umat Islam, dengan alasan bahwa menurut umat Islam
perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (meferiil privaatrecht),
oleh karena itu pengesahannya pemerintah tidak perlu campur tangan.

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat
edaran lagi, yakni edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No.
3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390
tentang Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen,
sten en Wakaps. Sufat éddaran/ini sifatnya hanya memper tegas apa yang
disebutkan dalam surat édaram secbeJlumnya di mana Bupati boleh untuk
mencari penyelesaian seandainya terjadi persengketaan dalam masyarakat
dalam hal pelaksanaan’ salat ~Jum'at, asalkan pihak-pihak yang
bersangkutan meminfanya. Oleh Karena itu Bupati harus mengamankan
keputusan itu)jika\salahsatrpihakstidak mematuhinya.

Ketizga surat-edaran /ifu Kentudian disusul dengan Surat Edaran
Sekretaris Gubernementytanggals2 7. Mei /1935 No. 1273/A sebagaimana
yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480 tentang Toezicht Van de
Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen en wakaps. Dalam surat
edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Di
samping itu, dalam surat edaran ini juga disecbutkan bahwa setiap
perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya

Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau
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peraturan setempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf
itu dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam surat edaran terakhir ini tampaknya masalah perwakafan
tidak lagi diharuskan minta izin Bupati, tetapi cukup pemberitahuan
kepada Bupati. Dalam hal ini Bupati memang mempunyai hak untuk
mempertimbangkan, meneliti, apakah ada peraturan-peraturan umum atau
peraturan setempat yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf.
Jika ada, Bupati hanya berhak mengajukan wakaf tanah-tanah lain,
kemudian tanah-tanah Avakaf tersebut didaftarkan oleh Kepala Raad
Agama atas perintah |Bupati kémudian diberitahukan kepada asisten
Wedana, kemudian asisten “Wedana wajib melaporkan kepada Kepala
Kantor Landrente (Kepala Agrana).

Peraturan-peraturan‘terscbut pada zaman kemerdekaan masih tetap
diberlakukan terus, kapeéna-belum “diadakan/peraturan perwakafan yang
baru. Pemerintah Republitd Indoresia)juga tetap mengakui hukum agama
mengenai soal jwakaf;“namun~campunCtangan, terhadap wakaf itu hanya
bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi
pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud
wakaf.

Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai,
atau menjadikan barang-barang wakaf menjadi tanah milik negara. Dasar
hukum, kompetensi, dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh kementerian

agama ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo.
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Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980, serta berdasarkan Peraturan
Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952.

Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952
menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran
vertikal di  daerah-daerah KUAP. KUAK dan KUA Kecamatan
mempunyai salahsatu kewajiban "menyelidiki, menentukan, mendafiar dan
mengawasi atau menyclenggarakan pemilihan wakaf. Menurut Peraturan
tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam
pelaksanaannya dilimpahkanl kepada® Kepala Kantor Urusan Agama
Kabupaten.'”’

Setelah merdekal Pemefintah 7RI juga mengetuarkan peraturan-
peraturan perwakafan, namun kugang memadai. Karena itu dalam rangka
pembaharuan Hukum Agraria-di~Indonesia, persoalan perwakafan tanah
diberi perhatian khusus/sebagaumanasterlihat dalam-Undang-undang No. 5
Tahun 1960 Tentang “Peraturaf\Dasap, Pokok-pokok Agraria, Bab I,
bagian XI, Pasalj49;

Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi
berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan
memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemecrintah (PP). PP tersebut
baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni

PP Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah millik.

"7 Uswatun Hasanah_ desertasi mahasiswi UIN Syaril' Hidayatullah Jakarta dengan juduf,

Peranan Wakaf dalam Mewyjudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di
Jakarta Selatan, 1997, hal. 126-140,



72

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan
mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) di
bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa. Menurut Prof. Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam
Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara
Republik Indonesia" wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam,
syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang
Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syariat itu memerlukan
perantaraan kekuasaan négara.

Alasannya, syariat yahg berasal dari agama yang dianut warga
negara Republik Indonesia ituradalah kebutuhan hidup para pemeluknya.
Ayat (2) pasal itu dengan’jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk” untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untukberibadat-menurut-agamanya\itu:

Dilihat dari kedua ayat itd) tessebut jelas bahwa wakaf merupakan
salah satu bentuk jibadat~kepada~Allah. |Kategorinya termasuk ibadah
maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki
seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Wakaf adalah ibadah yang
menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-
aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar semua itu dapat berjalan
dengan baik, pemerintah wajib mengatur masalah wakaf dalam bentuk

peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-
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undangan itu ketertiban dalam praktik perwakafan diharapkan dapat
terwujud.

Di samping Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, ada beberapa peraturan lain yang mengatur
masalah perwakafan di Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai
Perwakafan tanah milik; Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978
tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik; PeraturaryDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Isiam
No. Kep/D/75/1978 ftentang | Fermulir dan Pedoman Pelaksanaan
Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; Keputusan Menteri
Agama No. 73 Tahun 1978/ tentang” Pendelegasian wewenang kepada
Kepala Kanwil Departetiien “Agama Propinsi/setingkat di  seluruh
Indonesia | untuk, 'mepgangkat/memberhentikan “=setiap kepala KUA
Kecamatan sebagai Pgjabat Pembtat Akta Tkrar Wakaf, dan lain-lain.

Perhatianhpémerintah terhadapCpefwakafan di tanah air tampak
lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU Na. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. UU itu, dalam Bab II} tentang Kekuasaan Pengadilan,
Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama [slam di bidang: (a).
perkawinan; (b). kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam; (c¢). wakaf dan shadagah. Dengan adanya
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berbagai peraturan itu, diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia
dapat berjalan tertib.’®® Namun kenyataannya, peraturan-peraturan yang
berkenaan dengan wakaf tersebut sampai dengan tahun 1990 belum
sepenuhnya mampu mengatasi masalah perwakafan.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada, pada
tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama
RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1990 tentang
Sertifikat Tanah Wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan
kepastian hukum daland masalah/perwakafan, dalam Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Buku-Illguga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan
Hukum Perwakafan, misalnya yangrdisebutkan pada Pasal 215 yang
dimaksud dengan “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda
miliknya dan melembagakammyauntuk selama-lamanya guna kepentingan
ibadat atau keperluah “umum Minnpa Sesuai dengan ajaran Islam™%.
Dengan demikiamypara-hakKimimeéaiptinydi [pedoman dalam melaksanakan
tugasnya dan diharapkan dengan adanya kompilasi itu, tidak ada lagi
perbedaan pendapat di antara para ulama.

Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi

perwakafan di Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari

" Dilihat isi peraturan masalah perwakalan dari tahun 2000 ke bawah di Indonesia

hampir bisa dikatakan bahwa kebanyakan benuansa mazhab asy-Syafi’i, Hujaimah mengatakan
para pegawai pemerintah terdahuiu, kebanyakan terdiri dari ulama mazhab Syafi’i, karena yang
lain belum begitu dikenal. Lihat. Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Machab,
Jakarta: Logos, 1997, him. 133-137.

¥ Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi hukum Islam., him._ 209
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banyaknya tanah wakaf yang bersertifikat. Akan tetapi dampaknya bagi
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Mungkin karena
wakaf yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah
milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur.
Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka
perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi
kebanyakan nadzir wakaf juga kurang professional dalam pengelolaan
wakaf. Mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif.

Begitu pentingnya wakafbagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,
maka UU Wakaf yang ‘mendukung pengelolaan wakaf secara produktif
sangat diperlukan.!'® |KebekUian perkembangan wakal mulai sedikit
mencair ketika pada tahun 2001, “Prof."M.A. Mannan, Ketua SIBL (Sosial
Investment Bank Ltd.) memberikan seminar di Indonesia mengenai Cash
Wagf. SIBL JiniNmengusunig |-paradigma bam, kStengah masyarakat di
Bangladesh  tentang | keascp Abaru/\péngclolaan wakaf tunai untuk
meningkatkan Keseahtéraan ummat.

Ternyata konsep baru SIBL ini menarik dan mampu memberikan
energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Dan MUI
menyambut baik konsep ini dengan mengeluarkan fatwa bolehnya Wakaf
Uang (Wagf al Nugud) pada tahun 2002, dan pemerintah semakin

memperkuat fatwa MUI ini mengelfuarkan UU No.41/2004 tentang Wakaf.

"0 Uswatun Hasanah, Wakaf Dalam Aturan Undang-Undang Di Indonesia,
http://www tabungwakaf.com, 06-08-2007.
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Di dalam UU disebutkan bahwa wakaf tidak hanya aset tetap, tetapi
juga dapat berupa asset tidak tetap dan uang. Dan selain itu diatur pula
beberapa kebijakan perwakafan di Indonesia, dari mulai pembentukan
nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan
fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan
Pemerintah dan Permen yang akan imenjadi juklak dalam
implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan
berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Dan setelah melalui proses
penantian yang cukup pahjangimaka pada penghujung tahun 2006 terbitlah
PP N0.42/2006 tentang Pengelolaan Wakaf.'"'

2, Pengéturan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Menurut data Depag_tahun 2003 dan diperkuat oleh data CSRC
(Centre for the Study of Religion and Research) bahwa asset wakaf di
seluruh Indonesia' adalah|362.471 “lekast| dengan-total nilai sekitar 590
trilyun, sayangnya hampir|semué\asgt wakaf tersebut masih cost cenire

sehingga masihimemerlukaminvestoruituki memproduktifkannya.’

™ Herman Budianto, Masa Depan Wakaf [ndonesia, http://www tabungwakaf.com, 16-
02-2007.

Y2 Ibid._ hal. 2
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Dalam pengelolaan wakaf pemerintah sangat berperan besar selain
hukum Islam dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan wakaf, dengan
diterbitkannya beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemrintah tentang

perwakafan.'"?

Dan pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga
yang berkopetensi dalam menangani masalah wakaf''* atau kepada Badan
Wakaf Indonesia (BWI).

Negara Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai wakaf yang
tertuang dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 dengan PP No. 28/1977
tentang perwakafan tahah<milik, kémudian disempurnakan lagi dengan
keluarnya UU No. 41/2004 tentang_Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang
pengeloan wakaf.

Adapun tujuanJahirnya UU No. 41/2004 tentang Wakaf ini adalah
untuk: pertama, mengunifikasi“berbagai peraturan tentang wakaf. Kedua,
menjamin kKepastian, hukum dalam-bidaag wakat. Ketiga, melindungi dan
memberikan rasa arhan bagi wakif, mazhir perorangan, organisasi, maupun
badan hukum.jKeempats~sebagai-instrumen, untuk mengembangkan rasa

tanggung jawab bagi para pihak vang mendapat kepercayaan mengelola

'3 Munzhir Kahf mengkritik beberapa negara yang menjadikan lembaga wakaf berada di
bawah kendali pemerintah. Menurutnya, wakaf adalah dana filantropi. Berbeda dengan dana zakat
yang hukumnya wajib. Dana zakat karena wajib maka dapat diatur oleh pemerintah, tetapi dana
wakaf yang merupakan amalan sukarela tidak bisa diatur oleh pemerintah. Pemerintah hanya
menjalankan fungsi regulasi dan pembinaan. Hakikat wakaf yang bersifat kesukarclaan,
pengelolaannya cukup diserahkan kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan.
Atas pemaparan ini, Munzhir Kahf mendapatkan dukungan sekaligus penolakan. Beberapa negara
seperti Mesir, Singapura. Arab dan lain-lain berpendapat bahwa tidak masalah apabila wakaf
dikclola oleh negara. Syaratnya ncgara tersebut amanah dan mempunyai itikad baik dalam
pengelolaannya, seperti yang dilakukan pemerintahan Singapura, Malaysia, dan Mesir, termasuk
indonesia. Goh Chok Tong pun Kepincut Wakaf, htip///www republika.co.id. Akses 2-07-2007.

"% Misalnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mampu dan lembaga swasta seperti

Badan Wakaf UIl Yogyakarta, Dompet Dhuafa Republika, Yayasan wakaf pondok pesantren
Gontor Jawa Timur, dan lain-lainnya.
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wakaf. Kelima, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi

dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. Keenam, mendorong

optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ketujuh, memperluas
pengaturan mengenai wakaf sehingg mencakup pula wakaf benda tidak
bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang.''”

Kemudian didukung oleh kebijakan pemerintah tentang
pengelolaan perwakafan baik kini dan ke depan dilakukan berdasarkan
peraturan perundang undangan dan kebijakan, scbagai berikut :

a. Membawa dan melakUkan perubahdn image mengenai wakaf dari yang
konvensional tradisional ghenuju pemahaman wakaf terkini sehingga
fungsi wakaf tetap felevansTactual | dan kontekstual sehingga terus
diyakini akan dapai mensejahterakan dan membahagiakan umat baik di
dunia maupun di akhirat:

b. Meningkatkan/ dan /mengembangkan |\muilu perwakafan baik benda
wakaf untuk ibadah@zdpun produktif untuk kesejahteraan umum.

¢. Meningkatkan, Sumber-Daya) Mangsia (SDM) vang repsentatif dan
standar: Aparatur wakaf, Nazhir, dan Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW), lembaga lembaga wakaf dengan pembinaan
pembinaan dan pelatihan pelatihan sesuai kebutuhan dan tuntutan
sehingga pengelola perwakafan yang profesional dan produktif serta
wakaf benar benar menjadi potensi ekonomi demi kepentingan ibadah

dan kesejahteraan umum.

5 A. Aziz Setiawan, Terohosan Baru setelah UU Wakaf, hitp://www tabungwakaf.com,
13-09-2007.
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d. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang
Wakaf dalam waktu dekat akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia
(BWI)''® dan saat ini telah diajukan dan disiapkan Keputusan Menteri
Agama {KMA) tentang Pembentukan Tim Ad Hok Badan Wakaf
Indonesia yang mempersiapkan dan menyeleksi personil dan
organisasi Badan Wakaf Indonesia.

¢. Dalam pemberdayaan wakaf produktif yang nota bene di Indonesia
masih baru (2 tahun), maka format pembangunan wakaf ke depan
dengan melibatkan spakat|pakar ekonomi Islam/ Pancasila sehingga
pembangunan wakaf” terpelihara dari prakick ekonomi sosialis dan
kapitalis yang dapat|merusak'¢itra pembangunan wakaf itu sendiri.

f. Manajemen pengelolaan//wakaf” harus bersih dan baik (good
govemance and clear’ govemiance) dari praktek pratek korupsi, kolus]
dan nepotisme | (KKN)=prefesional, jujul), amanah, transparan, dan
akuntabe!l. Jika diduga terjédi penyimpangan maka akan diminta
pertanggungjawaban, dan jika tidak mampu
mempertanggungjawabkan maka akan dituntut ke pengadilan
bekerjasama  dengan  para  pakar ekonomi Islam  untuk
mengkampanyekan dan memperlihatkan bagaimana potensi wakaf bisa

dijadikan sebagai lokomotif ckonomi Indonesia baik wakaf statis

M8 gatu hal yang krusial menyangkut tupas dan wewenang BWI sebagaimana

diatur UU Wakaf NOQ 41/2004. Dikatakan bahwa disamping melakukan pembinaan terhadap
Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI juga melakukan
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakat berskala nasional dan internasionai.

Lihat ariike! Irfan Abubakar, Beberapa gagasan tentang Badan Wakaf Indonesia,
www philanthropyforjustice.org, 27-06-2007,
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(tidak bergerak): tanah, bangunan, bagian dari bangunan dan lain
sebagainya maupun aspek wakaf dinamis/ bergerak: uwang, surat
berharga, logam mulia, Haki, kendaraan dan lain sebagainya.

g. Melakukan penyuluhan-penyuluhan sertifikasi dan pemetaan tanah
tanah wakaf serta peruntukannya, baik untuk kepentingan ibadah
maupun untuk kepentingan produktif, baik secara lokal maupun
nasional.

Kebijakan diatas dibuat dan dilaksanakan tentunya dalam rangka
merespons keinginan sebagian besar masyarakat Islam agar wakaf dapat
diperdavakan secara lebih baik!'",Adapun dalam PP No. 42/2006 pasal-
pasal yang menerangkan'mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf
adalah tercantum pada bab V:

Pasal'45
(1) Nazhir wajib mengélola danrmengemibahgkan hartabenda wakaf sesuai
dengan
peruntukan vang tercantum dalam AIW-
(2) Dalam mengelcla dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama

dengan pihak lain sesuai dengan prinsip svariah.

""" Disampaikan pada acara orientasi pengelolaan wakaf Tunai bagi lembaga pengelola
wakaf s¢ Indonesia, Jakarta, tanggal 16 s/d 18 Mei 2006 oleh Dr.H. Sumuran Harahap, Direktur
Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama R, lihat di http://infowakaf.net, di akses 5-09-2007.
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Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing,

organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta

harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.
Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapt dengan

bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya
perbuatan wakaf.
Pasal 48

(1) Pengelolaan dan pengembangap: harfa benda wakat harus berpedoman pada peraturan
BWL.

(2) Pengelolaan dan pengembangan atas/hiarta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan
melalui investasi pada produk-produk' LS/ danfatau instrumen kevangan syariah.

(3) Dalam hal LKS-PWU menerima=wakaf wang entukqjangka waktu tertentu, maka
Nazhir hanya dapat melakukan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
vang pada LKS-PWU dimaksud.

(4) Pengelolaan dan pengembarigan atas harta“benda ‘wakaf uang yang dilakukan pada
bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam
bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.""®

Dalam PP No. 42/2006 adalah penyempurna dari UU No. 41/2004

tentang pengeloan wakaf yang menerangkan bahwa wakaf bisa dijadikan salah

1% pp No. 42/2006, hitp://www.tabungwakal.com. diundangkan di Jakarta pada tanggal
15 Desember 2006, di akses 19-09-2008.
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satu bentuk solusi untuk mengentas kemiskinan di Indonesia. Karena wakaf
selain berbentuk tanah dan bangunan, menurut sebagian ulama bisa
diwujudkan dalam bentuk uang tunai, yaitu dengan dengan membeli selembar
sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf. Dana
wakaf vang terkumpul tersebut bisa dikembangkan dan diinvestasikan ke
dalam berbagai sektor usaha yang halal dan keuntungannya bisa dimanfaatkan
untuk berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti membangun sekolah
gratis, memberikan modal bagi orang miskin yang produktif, mendirikan
pabrik-pabrik yang menarily'Tatusan atau ribuan karyawan dengan gaji yang
cukup dan lain-lainnya.'"”

3. Hukum Wakaf Temporal di'Indonesia\

Wakaf yang ada di| Indonesia, scjak |zaman kemerdekaan telah diatur
dalam peraturan-peraturan,~'diantaranya= PP No. 28 Th 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik,\sebagai tindak-lanjut tephadap.lJUPA No. 5 Th 1960
Bab XI pasal 49 ayat 2 [yadzl menyatakan /i Perakafan tanah milik diatur
dengan peraturan pemerintah.“Sebagai-tindak lanjut dri PP. No. 28, keluarlah
peraturan-peraturan lain, yaitu : Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978
tentang Peraturan Pelaksanaan PP No, 28; Instruksi bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri No.l Th. 1978; Keputusan Menteri Agama No. 73
Th. 1978 tantang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Depag
Propinsi untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA sebagai

PPAIW; Peraturan Direktur Jenderal Binbigan Masyarakat Islam No. 75 Th.

8 Sekilas tentang wakaf, http/ahmadzain.wordpress.com, akses 27-03-2007.
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1977 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang
Perwakafan Tanah Milik; Surat-surat Keputusan Gubernur/Instruksi Gbernur
yang mengatur Perwakafan Tanah Milik'*

Perwakafan di Indonesia untuk pertama kalinya diatur dalam UU pada
tahun 2004. Pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.41 Th. 2004
tanggal 27 Oktober 2004 tentang wakaf. Banyak hal-ha baru yang diatur oleh
UU ini yang tidak pemnah diatur oleh peraturan sebelumnya maupun
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Konvensional.

Suatu hal yang sangat fimdamentalis yang membedakan UU No 41
dengan peraturan-peraturan sebhelimnya adalah disahkannya wakaf sementara,
baik sementara karena kemauan ‘wakifmaupun sementara karena tabiat
barangnya.”Wakafl adalah| -perbuatan_ hukum wakif untuk memisabkan
dan/atan menyerahkan sebagin harta’ benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk| jangka=waktu ‘sesuai de€ngan=kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau Kes¢jahteafin umum menurut syariah”'?!

Dengan adanyd rkataskata, funtokJangka waktu tertentu”hal ini
menunjukan secara tegas bahwa wakif vang akan mewakafkan hartanya
mempunyai pilihan apakah ia akan mewakafkan hartanya untuk selama-
lamanya atau hanya untuk batas waktu tertentu, schingga kedua niat tersebut

dianggap sah. Hal ini jelas berbeda bila dibandingkan dengan KHI, “Wakaf

120 Abdul Ghofur Ansori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Y ogvakarta: Pilar
Media, 2005) Him. 48-49. Bandingkan dengan Juhaya S Praja, Perwakafan di Indonesia : Sejarah,
Pemikiran, Humum dan Perkembangannya ( Bandung: Yayasan Piara, 1995), him. 2-4

2 pasal 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.



84

harus selama-lamanya dan ini merupakan syarat sah wakaf,'** Sehingga wakaf
berjangka dianggap tidak sah.

Sedangkan ulama Figh dalam menanggapi persoalan wakaf sementara
yang berasal dari kemauan wakif berbeda pendapat. Menurut Munjir Qahaf,
Mayoritas ahli menolak wakaf sementara, karena batasan dari wakif, hanya
mazhab Maliki saja yang membolehkan, terkecuali wakaf yang berupa
masjid'>’

Mengenai benda wakaf, KHI secara tegas mengatakan “Benda wakaf
dapat berupa benda berggraklSdan rbenda tak bergerak'** Tetapi dalam
peraturan ini tidak merinci_lebih jauh apa yang dimaksud dengan benda
bergerak dan tidak bergerak, sementara pada UU No. 41 Thn 2004 pasal 16
ayal 2 telah mempertegas apa yang/dimaksud benda tidak bergerak'?® dan ayat
3 untuk benda bergerak'*®

Berkembangnya wakaf-untuk:kesejahteraan, sosial tidak lepas dengan
adannya peraturan-peraturdneyang mendukung seperti masalah wakaf pada

Peraturan Pemerintah No28tahiin 19772 “dan Adntruksi Presiden berkenaan

'* Pasal 215 (1) KHI.
2 Munir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terj. Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Khalifa,

2005), hal. 103,

124 Pasal 215 avat 4 KII1.

'Zyang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan ata

bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, 1anaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
hak milik atas satuan rumah susu, dan benda lain yang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan
syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26 yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidzk bisa habis

karena dkonsumsi, meliputi vang, logam muia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan
intelektual, hak sewa dan benda-benda bergerak lainnya sesuai dengan ketenuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1271 ihat buku karya Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi., him. 77-95.
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dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosedur pengalihan hak milik
dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah
ditunjuk secara resmi dalam buku KHL.'** Masalah penting yang harus dikaji
dalam perwakafan adalah barang yang diwakafkan. Pada umumnya para
ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus tahan lama
dan untuk selama-lamanya.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan di atas, jelas bahwa
pada dasamya para ulama termasuk ulama hanafiah berpendapat bahwa syarat
benda yang diwakafkan adalahShenda-benda tidak bergerak, hanya benda-
benda bergerak tertentu saja_yang boleh diwakafkan, yakni yang memenuhi
syarat yang telah ditentukan. Bolehnya mewakatkan benda-benda bergerak
sangat penting dilakukan untuk meéngembangkan benda-benda tak bergerak.

Yang diatur dalam UUNo. 41 teritang wakaf terkait dengan kekekalan
benda wakaf. Bila dibandingkan denganypendapat mazhab Syafi’i (Mazhab
mayoritas muslim Indofidsia)'® tdaklah jauh berbeda, karena menurut
mazhab Syafi’i, wakaf lharta”bergerdk-samal dehgan harta tidak bergerak,
karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah keabadian/kekekalan tujuan
dalam bewakaf, adapun dalam konteks benda maka arti kekekalan adalah
selama benda tersebut masih ada, sehingga wakaf akan berakhir jika harta

yang diwakafkan itu musnah. “Kata selamanya (kekekalan suatu benda)

"2#Cik Hasan Bisri, dkk.. Kompilasi hukum Islam., him.209-212

'*® Secara praktck dan ditelusuri dari jaman pemerintahan Hindia Belanda dan sampai

sekarang hukum yang berkaitan dengan figh Isiam didominasi oleh pendapat mazhab Syafi’i, ini
dikarenakan kebanyakan umat Islam di Nusantara ini menganut mazhab Syafi’i. Lihat. Sudirman
Tebba, Sosiologi [fukum Islam (Y ogyakarta: ULl Press Indonesia, 2003), him. xi.
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menurut mazhab ini adalah sesuatu yang nisbi. Keabadian segala sesuatu
adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.'*

Sebenarnya dalam catatan sejarah, wakaf uang seperti yang diatur oleh
UU No. 41 tahun 2004 sudah dipraktekan sejak awal abad ke 2 Hijriah,
diriwayatkan oleh Imam Bikahri bahwa Imam az-Zuhri salah seorang ulama
terkemuka dan peletak dasar tawin al-Hadits menfatwakan “dianjurkannya
wakaf dinar dan dirham untuk membangunan sarana dakwah, sosial dan
pendidikan ummat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjanjikan vang
tersebut sebagai modal usala kémudian menyalurkan keuntungannya sebagai
wakaf.”"*! Namun realisasinya di Indonesia baru ada setelah dikeluarkannya
Fatwa MUI Th. 2002 tentang dibolehkanya wakaf uang kemudian diperkuat
dengan UU No. 41 Tahun 2004.

Wakaf yang berjangka dan tabiat bendanya sementara dapat
dimaklumi, sebab “dapat/ mempetluas)  dalapi) merealisasikan berbagai
kepentingan ekonoimi dasosial gnasyarakat, scbagaimana halnya wakaf
abadi. Selain itu banyak banyakskebufuhan [masyarakat yang berdasarkan
tabiatnya memang bersifat sementara dan terbatas pada saat tertentu serta
tidak berlangsung selamanya. Disisi lain hal ini juga dapat mendorong
masyarakat untuk berbuat baik yang pelaksanaannya menuntut kemudahan
sesuai dengan kaidah syara’ yang ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat at-

Taubah ayat 91

3% Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, fHfukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Fatturrahman,
{Jakarta : DDh Republika dan TiMan. 2004) Hai. 274

B ibid, hal. xiv.
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Pertanyaan, apakah wakaf itu terfokus pada sesuatu yang material
(benda wakaf) atau immaterial (pengambilan manfaatnya saja), atau apakah
benda wakaf itu diwakafkan untuk selamanya atau hanya dalam waktu tertentu
(temporal). Beberapa mazhab'? dalam kaum muslimin, terdapat perbedaan,
ini terkait dengan konteks dan kondisi lingkungan yang mengitari paradigma
dan hirarki pemikiran mereka, sehingga sangat wajar pendapat mereka
mengenai benda wakaf begitu beragam.

Walaupun definisi wakaf dan benda wakaf di kalangan fugaha
Mujtahidin diperdebatkan, /fetapilada’satu ‘prinsip yang nampaknya menjadi
pegangan kebanyakan mercka. Seperti yang dikatakan oleh Juhaya bahwa
benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat dari
benda wakaf itu, baik status kKepemvilikannyal berpindah dari si pewakaf kepada
si mustahig (orang yang berhak), atau masih tetap pada status milik si wakif
(orang yang berwakaf).! ™
4. Diskripsi Negara-Negara lain yang Melaksanakan Sisiem Wakaf,

Sepanjang Sc¢jarah Tslanty wakaffefah berperan sangat penting dalam
pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat
Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan
prasarana yang memadai vang memungkinkan mereka melakukan berbagai

kegiatan seperti risct dan menyelesaikan studi. Telah cukup banyak program-

program yang didanai dari hasil wakatf.

"nifokuskan kepada empat mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali.

*Juhaya S. Praja., hlm. 57.
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Di beberapa Negara, wakaf tidak terbatas pada benda tak bergerak dan
wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga berupa
tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dikelola secara
produktif, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujutkan
peningkatan ekonomi umat. Seperti :

a. Perwakafan Di Kerajaan Yordania.

Sistem Pengelolaan Wakaf di Kerajaan Yordania>* berdasarkan
pada Undang-undang Wakaf Islam No. 25 tahun 1947 yang ditandatangani
oleh Direktur Umum Wakafidandikuatkan oleh Majelis tinggi Wakaf.
Dalam Undang-undang Wakaf tersebut diterangkan bahwa yang termasuk
dalam urusan Kementerian wakaf adalah mesjid, madrasah, lembaga-
lembaga Islam, sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga urusan-urusan haji
dan urusan-urusan fatwa: Dalam pasal 3 Qanun Wakaf No. 26 Tahun 1966
disebutkan|tupuan kementeran (wakaf) sebagai berifeut :

1) Untuk menjaga dan, meligdungi /masjid dan harta wakaf serta
mengendalikdnwuiusan-urusanny&;
2) Memelihara dengan mengembangkan mesjid untuk menyampaikan
rislah Nabi Muhammad saw, dengan mewujudkan pendidikan Islam;
3} Membakar semangat jihad dan menguatkan jiwa [slam. Di samping itu

Kementerian wak{f bertujuan untuk menigkatkan kualitas keimanan;

'3 Penduduk Kerajaan Yordania sembilan puluh empat persennya terdiri dari umat
Islam dan sisanya agama lain. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, Ensiklopedi Tematis Dunia
Islam, (Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), him, 8,
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4) Menumbuhkan akhlak Islam dan menguatkannya dalam kehidupan
kaum muslimin;

5) Menguatkan semangat Islam dan menggalakkan pelajaran agama serta
mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal al-Qur’an;

6) Menyiarkan kebudayaan Islam, menjaga peninggalan Islam,
melahirkan kebudayaan Islam dan menumbjuhkan kesadaran dalam
beragama.

Menteri adalah penguasa tertinggi di Kementerian wakaf dan
dialah yang mengendalikankebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuatnya
serta melaksanakannya."Adaput wakilhya adalah orang yang bertanggung
jawab di depan Menteri atas péngendalian dan manajemen Kementerian
beserta semua direktoratyang'berada di bawah kementerian tersebut.

Untuk melaksanmakan ‘tugasnya, Kementerian wakal membentuk
Majelis Tinggi Wakaf yang-diketuasolch Ménteri=Majelis Tinggi Wakaf
menetapkan usulan-usuian yang\ada, dii Kementerian yang berasal dari
Direktur Keuangang—kcmudian | Mentcri jmembawanya kepada Dewan
Kabinet untuk mendapat pengesahan. Dengan usaha tersebut pada tahun
1983 di Kementerian Perwakafan sudah ada 4500 pegawai pria dar.
wanita. Pegawai-pcgawai wanita bekerja sebagai penasehat, pengarah, dan
pemberi pelajaran khusus untuk wanita di mesjid-mesjid di samping itu
mereka bekerja juga di Direkiorat.

Dengan adanya program peningkatan peranan dan kedudukan

kaum wanita yang dica.nangkan olch Wizaratul Auqaf, menyebabkan
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banyak wanita yang dapat menikmati dan memanfaatkan lapangan kerja
yang ada. Hal ini mendorong wanita untuk memacu dirinya agar memiliki
kemampuan bekerja setaraf dengan kaum pria. Di Yordania wanita
mempunyai kesempatan untuk bekerja diberbagai direktorat, asalkan yang
bersangkutan memiliki kemampuan pada pekerjaan yang ia inginkan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Wakaf selalu
bersandar pada Undang-undang yang ada, yakni Undang-undang No. 26
Tahun 1966. Dalam pasal 7 Undang-undang Yordania No. 26 tersebut
ditetapkan bahwa daldm |mengatur “urusan-urusan wakaf Islam dan
pengelolaan urusan harta bénda, dan |semacamnya harus sesuai yang
diwajibkan dalam Undang-uadang Wakaf No. 26 tahun 1966. Dalam
Undang-undang terscbut dijelaskan” bahwa yang berwenang untuk
menjalankan harta benda~-wakaf~’dan mengendalikannya adalah
Kementerian Perwakafan dan Urisan.Agamadslams

Dalam memegang kekuaSeanpya itu Kementerian Perwakafan di
samping bersandan jpada~bindang=undang wakaf yang ada juga harus
bersandar pada peraturan-peraturan wakaf yang lain. Semua ini diperlukan
untuk menyempurnakan kebijaksanaan yang sudah ditentukan. Pemerintah
selalu memperhatikan peningkatan, pengembangan, penge.lolaan yang
dilakukan oleh Kementerian Perwakafan. Pemerintah telah memberi
kebebasan kepada Kementerian Perwakafan untuk membelanjakan
pendapatannya sendiri menurut rencana-rencana yang telah digariskan

oleh Direktorat Keuangan yang sudah dimulai pada awal tahun 1982 M.
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Dalam hal ini Pemerintah selalu membuat perhitungan akhir tahun
mengenai semua perbelanjaan, gaji bagi pegawai ian belanja-belanja lain
yang dibutuhkan oleh Kementerian. Pada tahun 1984, pendapatannya
kurang lebih sebagai berikut :

a) Hasil sewa: diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania;

b) Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu
dinar Yordania;

¢) Pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem pendapatannya
mencapai kurang lebih 80wibu dinarYordania;

d) Pendapatan lain yang bemmacam-rmacam kira-kira mencapai 115 160
ribu dinar Yordania.

Pada tahun 1984-seiurnh\pendapatan (wakaf) berjumlah satu juta
tiga puluh ribu dinar Yordania’~Dalam membelanjakan uang tersebut
Kementerian |Wakaf\ juga— harus“<memperhatikan, pemeliharaan dan
perbaikan  tanah-tanah®wakaf ANOlgh Jkarena itu Wizaratul  Augafl
(Kementerian peérwakafan)~bérkéwajibam nntnk memelihara mesjid dan
mengambil bagian dalam pembangunan mesjid-mesjid yang baru.

Untuk menunjang tugas Kementerian itu, maka didirikan rektorat
Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam dengan berapa proyek dan
disain yang sesuai. Proyek-proyek yang dilakukan cukup banyak dan
meliputi wilayah tepi Timur dan tepi Barat. Proyek yang akan
dilaksanakan di tepi Timur antara lain: pembangunan kantor-kantor wakaf

di Amman dengan biaya 80.000 (delapan puluh ribu) dinar Yordania,
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pemnbangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85 ribu dinar

dan beberapa proyek lainnya. Proyek yang akan dilaksanakan di tepi Barat

antara lain adalah: kantor-kantor, pertokoan, dan pusat perdagangan di

tanah-tanah wakaf. Biaya pembangunan yang akan dilakukan baik di

wilayah tepi Barat inun tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya

sebanyak 700 ribu dinar. Agar proyek berjalan dengan baik, Kementerian

Perwakafan juga dibentuk lembaga khusus yang tugasnya melakukan studi

kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf.

Kementerian Wadkaf Smengelola, wakaf dengan mengutamakan
perlengkapan administrasi wakafydan’ saran para tenaga ahli. Dengan
demikian Kementerian Perwakafan mempergunakan berbagai cara untuk
mencapai tujuan yang diharapkan. Cara:cara pengembangan wakaf yang
dilakukan Kementerian Perwakafan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Dengan| cara ‘mengambil-keuntungan dari/pendapatan harta wakaf itu
sendiri;

b) Menyewakanitanahi-tapah, wakdfdalam waktu vang lama;

c) Kementerian Wakaf meminjam vang  kepada Pemerintah untuk
membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf yang ada di
kota Amman, 'Aqgabah dan lain-lain;

d) Menanami tanaman-tanaman di tanah pertanian.

Pemanfaatan Wakaf di Kerajaan Yordania. Hasil pengembangan
harta wakaf di Yordania selain untuk memelihara wakaf yang ada, juga

untuk membiayai proyek-proyek berikut:
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d)
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Untuk menyempurnakan bangunan penduduk.
Proyek pembangunan perumahan bagi petani dan pengembangan
pertanian di suatu wilayah dekat kota Amman.
Proyek  pertanian yang sering dikunjungi orang di dekat Amman.
Di dalamnya terdapat 2300 pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah
badam yang akan dikembangkan.
Proyek sebuah tempat suci di daerah Selatan. Areal tersebut luasnya
122 dunum, terdapat 350 pohon zaitun dan pertanian tersebut akan
dikembangkan terusmicnerusA

Adapun kemajuati-kemajuan ydng telah dicapainya antara lain:
Kementerian wakaf''membtka Fakultas Da'wah Ushuluddin dan
Syari'ah.
Kementerian Perwakafan méndirikan 3 tempat belajar syari~ah di
Aman dan) Y crusalem sertal Qalqiliyyah;
Kementerian Perwalkafan mendirikan/tiga madrasah dan juga memberi
dukungan pada beberapaymadrasah €yari'ahdi kota Khalil, Nablus dan
Junain;
Kementerian Perwakafan juga mendirikan 53 tempat belajar al-Qur'an
dan al-Hadis;
Kementerian Perwakafan juga mengalokasikan dana wakaf pada
madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan,

dan lain-lainnya.'*

'35 Dunum adalah ukuran.empat persegi dengan luas kira-kira 900 M2
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Berkat kesungguhan mereka dalam mengelola wakaf, Kementerian
Perwakafan berhasil mendirikan berbagai lembaga-lembaga yang sangat
membantu kebutuhan fakir miskin mulai dari urusan pendidikan,
keschatan, dan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, dan
papan.'”’

Pengembangan wakaf yang dilakukan oleh kementerian wakaf
Yordania adalah : Pertama; Mengembangkan hasil wakaf. Kedua;
Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu lama. Ketiga; Kementerian
wakaf meminjam uang/kepadar Pemerintah untuk membangun provek-
proyek pembangunan tanah wakaf,yang ada dikota Amman, Aqgabah, dan
lain-lain. Keempat; Mendnamitafi@man-tanaman di tanah pertanian'?®
b. Perwakafan Di Mesir.

Wakaf di Mesir*®‘berkembang sangat pesat. Kepesatan itu di sisi
lain tidak | diimbangi_dengan—pcngurusan /yang=baik schingga tidak

mencapai tujuannya. [Kenyataan/ite /mehdoreng Taubah bin Numeir,'*°

seorang Kadii dinMesirypada, masa penicrintaban Hisyam bin Abdulmalik

"% Lihat desertasi mahasiswi UIN Syarif’ Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peranan

Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf I Jakarta
Selatan” oleh Uswatun Hasanah tahun 1997. hlm. 107-117.

"7 Uswatun Hasanah, Wakaf di Kerajaan Yordania, Majalah Madal No. 19/11-Mei 2004,

him. 18.

P8Uswatun Hasanah, Perwakafan di Yordania. dalam Majalah Modal No. 18/liApril
2004. him. 11.

14 . . .. . .
" Penduduk Mesir sembilan puluh empat persennya terdiri dari umat Islam dan sisanya

agama lain dan termasuk 10 negara berpenduduek muslim terbesar di dunia yaitu 65.364.445 jiwa,
Marhab mayoritas adalah mazhab Hanafi. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor, Ensikiopedi
Tematis Dunia., him. 8-9 dan 22.

' Hasil karya monumentainya hingga sckarang adalah mesjid dan Universitas al-Azhar.

Lihat Herman Budianto, Bola Salju itu Wakaf, majalah Moda! 31 Agustus 2005, hlm. 49.
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71-125 H atau 690-743 M), memandang perlu membangun kantor khusus
untuk mengurusi wakaf untuk melindungi kekayaan wakaf. Di masa
taubah lahirlah Diwan Wakaf yang berada di bawah kontrol Kadi.
Perkembangan perwakafan di Mesir relah mendorong pemerintah ikut
merasa bertanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaannya.'*'

Mesir, adalah satu negara yang produktif memiliki badan wakaf.
Mesir membentuk Badan Wakaf pada 1971. Berdasarkan UU No. 80
Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan Wakaf Mesir. Kementerian
Wakaf menaungi Badan Wakaf \Mesiy. Kantor Pusatnya bertempat di
Kairo. Cabang-cabang |tingkat previnsi| dapat dibentuk atas persetujuan
Pengurus Pusat Badan itu.

Salah satu tujuan_pemerintah”Mesir membentuk Badan Wakaf,
untuk melakukan pembinaan sistem perwakafan di Mesir. Badan Wakaf
Mesir menjadi nazhin bagi-wakaf sosial atas_hama, Kementerian Wakaf.
Dan berhak menginvestasikan /harta wakafl tersebut secara produktif.
Kementerian Wakafibertanggimgjawab. atas dilaksanakannya persyaratan
yvang diajukan oleh para wakif sesuai dengan UU yang berlaku.
Kementerian Wakaf juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran
hasil pengemnbangan harta wakaf.

Di samping itu Badan Wakaf ini juga bertugas untuk mengusut dan

melaksanakan semua pendistribusian wakaf sesuai dengan tujuan yang

1 galah satunya meninjau kembali tentang keberadaan wakaf ahli karena beberapa kasus
contohnya hasil kcuntungan dari wakaf ahli terscbut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka
pada akhirnya pemerintah Mesir pun mengetuarkan Quanun No. 180 Tahun 1952 mengenai
penghapusan wakaf ahli. Lihat tyswatun Hasanah, Pernerapan Wakaf Akli di Mesir, Majalah Modal
no. 31, Agustus 2005. him. 55.
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telah ditetapkan. Kedudukan Ketua Badan dalam hal ini sebagai penguasa
yang mengawasi dan menjalankan urusan-urusan Badan Wakaf. Ketua
Badan boleh mengambil tindakan yang lazim, asal sejalan dengan
ketentuan-ketentuan yang ada untuk mencapai tmjuan yang telah
ditentukan.

Badan Wakaf mengadakan pertemuan minimal sekali sebulan atau
setiap saat apabila diperlukan. Pertemuan tersebut biasanya menghasilkan
keputusan-keputusan berdasarkan suara anggoia yang hadir, Namun
demikian keputusan-keputusans ity ftetap harus disampaikan kepada
Menteri Perwakafan untuk difetapkanJika Menteri keberatan, tiga puluh
hari setelah keputl_lsan rapat ini diajukan, Menteri Perwakafan memberikan
masukan-masukan sehingga /Keputusan rapat segera disahkan untuk
disampaikan kepada Pemerintah:

Di samping itn, Ketua Badan-Wakaf juga mempunyai tugas, antara
lain; (a) melaksanakan ‘ketetapap“ketetapan Badan Wakaf itu sendiri; (b)
menginformasikan, Jsisterp—kdgidtan|€émbaga\ tersebut disertai dengan
perangkat yang menguatkannya; (c¢) mendistribusikan hasil wakaf setiap
bulan; (d) membangun dan mengembangkan lembaga; (¢) membuat
perencanaan dan melakukan evaluasi akhir; (f) mengumumkan sistem
pengawasan dan administrasi.

Dalam sistern kerjanya, Badan Wakaf ini juga boleh mengganti
atau menukar serta menjual dengan melakukan perundingan dengan pihak-

pihak berikut: (a}. Terhadap pemilik harta benda tidak bergerak vang di



97

dalamnya ada bagian untuk kepentingan umum; (b). Terhadap penyewa
tanah kosong atau tanah berpenghuni tempat mereka mendirikan bangunan
di atas tanah ttu lebih dari lima belas tahun; (¢). Terhadap penyewa tanah
pertanian yang areanya tidak menyatu dan sctiap area tidak lebih dari tiga
fad dan; (d). Melakukan perundingan dengan Pemerintah Daerah,
Lembaga Umum (lembaga masyarakat), perusahaan-perusahaan, dan
bank-bank di mana Badan Wakaf tersebut memiliki saham. Perundingan
ini dilakukan karena tanah-tanah maupun harta yang ada pada lembaga-
lembaga tersebut akan dijadikan tempat pemukiman, atau akan didirikan
suatu perusahaan patungan antarapBadan Wakaf dengan bank yang akan
bekerja untuk mengelola wakaf berdasarkan syari'at Islam atau akan
membentuk koperasi, perumahanidan-lain-lain; (e). Dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Wakaf harus mengelola harta wakaf dan
mengembangkannya denganbaikduntuk kepentingansumum.

Untuk itu Badan-Wakaf karus'befpegang pada ketetapan-ketetapan
Mentert Perwakafahr~Hal~inindidtaksadkan /agar tetap kembali kepada
tujuannya yaknt untuk mengembangkan harta wakaf. Adapun harta benda
vang dikelola oleh Badan Wakaf terdiri dari: (a) harta benda yang
dikhususkan oleh pemeritah untuk anggaran umum; (b) barang yang
menjadi jaminan hutang; (c) hibah, wasiat dan sedekah; (d) dokumen,
uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi
hak untuk dikelola sesuai dengan ganun No. 80 tahun 1971; dan (e) hasil

lain yang berguna untuk meningkatkan, dan mengembangkan harta wakaf.
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Sedikit ada perbedaan antara Badan Wakaf Indonesia dengan
Badan Wakaf Mesir. Hal ini disebabkan karena Badan Wakaf Mesir
merupakan bagian Kementerian Wakaf, sedangkan Badan Wakaf
Indonesia merupakan lembaga independen.'*

Perwakafan di Sri Langka.

Wakaf di Sri Langka sudah ada sejak agama Islam masuk dan
berkembang di negara tersebut. Di samping wakaf, lembaga [slam di Sri
Langka juga mempraktikkan hibah, wasiat, kewarisan dan scbagainya.
Pada tahun 1801 penferintahalogeris mengeluarkan peraturan yang
berkenaan dengan lembadga-lembaga Islam di Sri Langka berupa undang-
undang untuk umat Islam vang dibakokan dalam Muhammadan Code
1806 yang didasarkan |pada_fiqh, Syafi'i dan diberlakukan bagi seluruh
umat Islam. Pada tahun~1931“pemerintah Sri Langka mengeluarkan
Ordonansi Wakaf, dan, Waris Na: 34«tahun V931 ~Menurut ordonansi ini
pengadilan distrik merpakan bddan/pengawas perwalian wakaf. Badan
perwalian wakafjdiwajibkammelaporkamkeuangan wakaf yang diurusnya
kepada pengadilan distrik. Pengabaian terhadap kewajiban ini dianggap
melanggar undang-undang. Ordonansi wakaf saat itu tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya pertentangan antara
konsep wakaf menurut ajaran Isilam dengan undang-undang Romawi
Belanda atau dengan Undang-undang Pemilikan vang sudah sangat lama

berlaku di pengadilan distrik. Di samping itu aturan-aturan wakaf di Sri

50

M2 Uswatun Hasanah, Badun Wakaf Mesir. Majalah Modal, No. 25 — Februari 2005, him.



99

Langka juga tidak dapat diberi efek hukum di pengadilan negeri karena di
Sri langka sebelum tahun 1956 tidak ada peradilan syari’at.

Di pengadilan, hukum yang mengatur transfer harta adalah hukum
Romawi-Belanda. Hal ini berarti bahwa seorang Muslim, menurut undang-
undang sebelum tahun 1956, tidak bisa menyerahkan harta bendanya
kepada Tuhan seperti masjid atau tempat ibadah sehingga peraturan itu
tidak mendukung keberadaan harta wakaf yang seharusnya dilindungi dan
dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan umat. Hal
ini terbukti adanya pep¥alahgunaan harta wakaf dan banyaknya kasus
hilangnya tanah wakaf di-Sridlangka. Dalam praktiknya pengadilan distrik
tidak melakukan pengawasan térhadap-harta wakaf.

Untuk mengatasi® masalah-masalah yang muncul dalam praktik
perwakafan ini, para intelektual- Muslim’dan ulama berusaha mencari jalan
keluar agar wakaf dapat berjalan’ sesuai syariat. Adas usaha itu akhirnya
pemerintah mengeluafkan] Undanglunang Wakaf No. 51/1956.'%
Berdasarkan inin Kemudian, pdibentokC"Badan Wakaf yang bertugas
mengawasi  dan menyelesaikan masalah wakaf. Badan ini juga
menghapuskan segala ha! yang berhubungan dengan hak pemilikan yang
.dibual sebelum tahun 1956.

Anggota Badan Wakaf juga diberi hak untuk mengawasi semua
benda wakaf yang terdiri atas 8.000 masjid, 30 sumbangan wakaf, dan

sekitar 400 tanah kuburan para wali dan tempat ibadah kaum Muslimin.

'Y Uswatun Hasanah, Wakaf di luar Negeri dari Avab Saudi Hingga AS, Majalah Modal
No. 19/1}-Mei 2004, him.13
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Uang yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, hibah dan sumbangan
lain dipergunakan unuk memelihara harta wakaf.

Dengan menguasai masalah hukum, diharapkan masing-masing
anggota Badan Wakaf melindungi dan mempertahankan keberadaan wakaf
dan mampu mengembangkannya. Meskipun sudah dikeluarkan Undang-
undang No. 51/1956 dan sudah dibentuk Badan Wakaf tetap saja muncul
masalah. Hal ini karena Undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan
untuk melaksanakan keputusan-keputusan Badan Wakaf. Oleh karena itu
timbul protes dan ungkapan keprihatinan,  terhadap  cara-cara  yang
dilakukan orang untuk| menyelesaikan’ masalah wakaf. Di samping itu
penunjukan para mutawalii wakaf dan Sri  Langkapengelola wakaf juga
tidak memuaskan umat Tslam./Akhimya ahli hukum Islam menyerukan
kepada para intelektual untuk mengambil langkah perbaikan. Wakaf dan
Permasalahan | iwakaf tersebut-(sedikit | teratasi~-dengan dibentuknya
kementerian agama yang, berdiri sendiri| pada tahun 1977. Kementerian
agama terscbut|ndike€palai™ blehl—Sedrang sanggota kabinet. Setelah
Kementerian Agama, barulah dibuat amandemen Undang-undang Wakaf
dengan peraturan No. 33 Tahun 1982. Dengan adanya amandemen dan
peraturan baru dibentuklah Pengadilan Syariah yang khusus menangani
masalah-masalah wakaf. Badan yang menunjuk para hakim pengadilan
tersebut kemudian juga mengangkat Badan Pertimbangan Wakaf yang

anggotanya orang-orang Muslim yang kompeten dalam bidangnya.
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Badan ini bertindak sebagai badan yang berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap masalah-masalah wakaf dan berwenang mengawasi
seluruh perwalian wakaf, manajer (wakaf), masjid, sumbangan, rumah
ibadah dan tanah (wakaf). Pengadilan Syariah dan Badan Pertimbangan
Wakaf tersebut juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan
keputusan-keputusan hukum yang kuat di pengadilan negeri. Setelah tahun
1982, masalah administrasi dan pelaksanaan wakaf diserahkan kepada
Direktur Urusan Agama dan Kebudayaan Islam.

Perwakafan memang memerlakan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya,
karena tanpa adanya kekuatanthukum, wakaf sangat mudah diselewengkan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,'**

d. Perwakafan di Arab Saudi.

Untuk memperkuat”kedudukan’ harta wakaf Pemerintah Saudi
Arabia'® membentuk, Kcmentenian—Haji| dah\ Wakaf. Kementerian ini
mempunyai kewajiban ‘mengembangken/dan mengarchkan wakaf sesuai
dengan syarat-Syarat™ vang) telah_ditetapkan, oleh wakif. Untuk itu
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis
Tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 386 sesuai

dengan Surat Keputusan Kerajaan No. 574, tanggal 18 Rajab 1386.

" Uswatun Hasanah, Perwakafan di Sri Langka, Majalah Modal No 16/11- Februari
2004, hal. 1%

'“* penduduk Arab Saudi sembilan puluh sembilan persennya terdiri dari umat Islam dan
Mazhab mayoritas vang di anut adalah mazhab Hambali. Lihat Taufik Abdullah, dkk: editor,
Ensiklopedi Tematis Dunia.., htm. 8 dan 22.
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Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni
Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalaan-
permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf.
Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji
dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari
Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur
Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan
wartawan. Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk
membelanjakan hasil pengembangan ‘wakaf dan menentukan langkah-
langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang
ditentukan wakif dan manajemen wakaf.

Di samping itu|Majelis Tingei wakaf juga mempunyai beberapa
wewenang, antara lain (T)'melakukan pendataan wakaf serta menentukan
cara-cara pengelolaannya;«2) menentukan langkah-langkah umum untuk
penanaman modal, pérgembangan /dap peningkatan harta wakaf, (3)
mengetahui kondisil semua-wakaf yangfada. laangkah ini dilakukan untuk
menguatkan  kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai
permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya; (4)
membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang
telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan Syariat Islam; (5)
menetapkan  anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan
mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut

pertimbangan-perimbangan tertentu; (6) mengembangkan wakaf secara
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produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah.

Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam
seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan
tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang
diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Makkah dan Madinah.
Pemanfaatan hasi! wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan
membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap
melaksanakan syarat-syafat yang/diajukan oleh wakif.

Khusus terhadap—dua’ keta suci yakni Makkah dan Madinah,
pemerintah membantu dud kota'térsebut,dengan memberikan manfaat hasil
wakaf terhadap segala urusanyang ada’di kota tersebut. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengembangan
wakaf. Darl hasihpengelolaan harta-wakaf it \juga.dibangun perumahan
penduduk '*S Hal ini fiak berarfi\bahwa dana yang dipergunakan untuk
membangun duabkota=sucrtefsebut-hanyalah /hasil pengembangan wakaf
saja, karena Arab Saudi di samping memiliki harta wakaf yang cukup
banyak juga memiliki kekayaan yang berlimpah dari hasil minyak vang
mereka produksi.

Proyek pengembangan yang diutamakan oleh Kementerian Haji
dan Wakaf adalah pembuatan hotel-hotel di tanah wakaf yang terdapat di

Makkah al-Mukarramah terutama yang ada di dekat Masjid al-Haram.

18 Uswatun Hasanah, Hakafdi iuar Negeri., htm, 12,
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Proyek-proyek pengembangan wakaf lain yang juga diutamakan adalah
pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Di kota ini
juga dibangun toko-toko dan tempat-tempat perdagangan. Semuanya
ditujukan untuk membantu keperluan jamaah haji dan orang-orang yang
pergi melakukan ziarah ke Madinah.'*’

Pemerintah Arab Saudi belakangan ini mulai menerapkan
pengelofaan harta wakaf melalui sistem perusahaan atau corporation.
Setelah berhasil dengan investasi harta wakaf dalam bentuk saham pada
sebuah perusahaan pemborong )dan®\ bangunan yang menghasilkan
keuntungan jauh berlipat ganda, Kementerian Wakaf Arab Saudi
berencana akan mengembangkan pengelolaan wakaf dengan sistem
perusahaan secara lebih luas,'*?

e. Perwakafan di Sudan

Sudan''T\mktupdkan- Salaisdid nggara~selain Kuwait yang
mencoba melakukan Cegksperim@n /dalam pengaturan harta wakaf,
Eksperimen tersébut dimulai, padartahuii~198A dengan kembali mengatur
manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam yang bekerja tanpa

terikat secara birokratis dengan Kementrian Wakaf. Badan wakaf ini diberi

wewenang untuk mengatur dan melaksanakan semua tugas yang

7 Uswatun Hasanah, Pengelolaan Wakaf di Arab Saud,i Majalah AModal No. 16/ 1I-
Februari 2004, hlm. 50.

% Muhammad Arifin, Wakaf sebagai Kegiatan Invesiasi,
http://www.ckenomisyariah.org, diakses 16-11-2007.

"9 Penduduk Sudan tujuh puluh persennya terdiri dari umat Islam. Lihat Taufik
Abdullah, dkk: editor, Ensiklopedi Tematis Dunia.. hlm. &.
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berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat
wakifnya.

Demikian juga dengan wakaf-wakaf baru, badan wakaf Sudan telah
membuat tertib administrasinya secara bertahap dan menggalakkan tradisi
berwakaf yang dilakukan oleh para dermawan. Adapun wakaf yang telah
ditentukan nazirnya oleh wakif, maka badan wakaf ini hanya berperan
sebagai pengawas atas jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan
wewenang wakaf sepenuhnya kepada nazir.

Tahun 1991, perherintaln Sudanvmengeluarkan kebijakan baru yaitu
memberi keistimewaarr kepada \badan wakaf berupa penyediaan dana
cadangan bagi lembagd! wakaf yang menggarap proyek tanah produktif
yang diperbaiki oleh pemerintahi\baik’yang ada pada tanah pertanian baru
atau poyek wakaf yang-ada dikawasan pemukiman dan perdagangan yang
dibangunnya, HMal tersebut- merupakan™ subsidi ‘Geshad) yang diberikan
pemerintah.

Ada 2halyang perlu,_diperhatikan dari eksperimen manajemen
wakaf produktif di Sudan yaitu bahwa berdirinya badan wakaf dengan
menggunakan sistem manajemen hasil penemuan mereka sesungguhnya
diarahkan pada dua hal, perrama, menggalakkan wakaf baru yang masuk
melalui saluran tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya, dan kedua,
meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif baik harta tersebut
berasal dari warisan generasi terdahulu maupun yang diserahkan olch

negara kepada badan wakaf. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut.
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Sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf baru. Dalam
mengatur program pengalakan wakaf baru, badan wakaf di Sudan
melakukannya dengan beberapa cara, pertama, membentuk kerangka
pengaturan dan melakukan survei, kedua, membuat program produksi dan
investasi bagi proyek-proyek wakaf, ketiga, menghimbau kepada para
dermawan dari semua kalangan masyarakat untuk mewakafkan hartanya
melalui chanel dari proyek wakaf produktif tersebut sesuai dengan syarat
wakaf yang telah ditentukan olch badan wakaf bagi setiap jenis proyek
wakaf. Akibatnya badan wakaf diA Sudan telah mempelopori berdirinya
berbagai proyek wakaf, sebagiam didrahkan pada tujuan sosial yang
sifatnya terbatas, sedangkan sebagianrlagi diarahkan pada tujuan wakaf
yang sifatnya kolektif (umum)-

Beberapa contoh mengenal proyek wakaf yang sifatnya terbatas
antara lain proyck wakaf untuk-para-pelajar dimana-badan wakaf di Sudan
melakukan penggalangan| dand\ wakaf dari para dermawan untuk
membangun astdma [fiiahasiswa, yang deékat dengan kampus. Pelaksanaan
proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk
pelajar di Sudan.

Adapun tanah untuk asrama ini di dapat dari pemberian
pemerintah. Setelah itu pengurus proyek wakaf membangun asrama di atas
tanah tersebut dari dana yang di dapat dari para dermawan tadi atas

kerjasama dengan pemerintah. Contoh lain adalah proyek wakaf yang
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bertujuan membangun rumah sakit, proyek pemondokan asrama haji,
proyek wakaf percetakan dan sebagainya.

Tahun 1991 pemerintah Sudan memutuskan menyediakan tanah
wakaf sebanyak 5 persen dari luas tanah yang tersebar di semua daerah di
Sudan, dimana separuh keuntungany disalurkan untuk proyek wakaf yang
berhubungan dengan pendidikan dan pngajaran, sedang separuhnya lagi
untuk kegiatan dakwah secara umum.

Adapun contoh mengenai proyek wakaf yang sifatnya umum
antara lain proyek pembangunan jpasar\scbagai pusat perdagangan yang
dibangun diberbagai daerah di Sudan. Contoh lainnya proyek wakaf yang
disebut Lembaga Dana ‘Sosial \yang bertujuan menggalang dana wakaf
umum untuk diinvestasikan pada._pasar uvang dan pasar properti dan
menyalurkan hasilnya untuk berbagai’ tujuan kebaikan sesuai dengan
program dan anggaramtahunan badan-wakat.

Sistem pengaturan.pada ménajernen dan investasi harta wakaf yang
ada. Dalam pengaturanm hartaswakaf vang sudalhada, badan wakaf di Sudan
berpedoman pada dua hal, pertama, dalam wakaf yang sudah ada akte dan
dokumennya, sudah diketahui syarat-syarat wakif dan tujuan wakafnya,
terutama yang berkaitan dengan pengangkatan nazir, maka badan wakaif
tadi hanya membantu nazir dalam mengembangkan harta wakaf yang
sudah ada, dan dalam kondisi tertentu juga ikut memberikan dana kepada
pengelolaan wakaf yang ada. Tujuannya adalah meningkatkan kegunaan

harta wakaf tadi, dengan tetap menjaga adanya nazir khusus pada setiap
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harta wakaf secara independent sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan
dalam akte dan dokumen wakaf.

kedua, dalam kondisi wakaf tidak diketahui syarat-syaratnya, maka
badan wakaf tadilah yang menyalurkan dan mengembangkan wakaf untuk
semua tujuan kebaikan. Dengan kata lain, badan wakaf berfungsi sebagai
nazir atas harta wakat-wakaf tersebut.

Dalam rangka memberi bantuan, membuat dan mengatur
perencanaan pengembangan harta wakaf dan pendanaannya, maka badan
wakaf di Sudan membentuk beberapa ydyasan wakaf yang bertujuan untuk
mendorong kegiatan pengembangan wakaf, contoh antara lainnya adalah
rumah wakaf untuk jdsa “konfraktor | yang bertujuan merehabilitasi
bangunan, membuat rencana/pémbangunan dan penyelesaiannya, bank
simpanan untuk pembangunan sosial yang bertujuan untuk membantu
pendanaan proyek\pengembanganiwakaf ™
f. Perwakafan di Malaysia.

Sejak madsuknya, Istam, ke=—ne€para Malaysia'”' perkembangan
wakaf mempengaruhi kehidupan umat Islam di Malaysia. Perkembangan
tersebut bisa digambarkan melalui sebagai berikut:

a) Malaysia memiliki tanah wakaf yang sangat besar dan dan memberi

dampak ekonomi umat Islam sekitarnya dan Negara umumnya. luas

tanah wakaf di Malaysia ialah sebanyak 20.735.61 hektar, dimana

1% Munzir Qahaf, al-Wakf al-islam, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm 309-311.

3! Penduduk Malaysia enam pulth sembilan persennya terdiri dari umat Islam dan
Mazhab mayoritas yang di anut adalah mazhab Syafi’i. Lihat Taufik Abduilah, dkk: editor,
Ensiklopedi Tematis Dunia., hlm. 8 dan 22.
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sebanyak 14,815.787 hektar adalah wakaf khusus dan 5,919.83 hektar
adalah untuk umum. Negeri Johor adalah negeri yang paling banyak
memiliki tanah wakaf, diikuti daerah Perak dan Pahang. Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mencatatkan jumlah tanah wakaf

di Malaysia seperti berikut:

ot hegen Wakat m)
Khas
1 | HELANTAN 17154 E 133128 304.65
o | waisnan sac | 2o 27 54
PEASERLTUAN
3 | TERENGGANU 20443 43.01¢€ 247 44
4 | sanaman 93 2158 hekt)s 235223
QPACE + 19482 25q.
Mietres= 2350 29F

5 | FaHAG B4 Quak Dosr || | zess
6 | saan SATHE 2542

7 | soror 10514 28 oacie [T bates, 20 4.9p

& | FERUIS ZIRe8E | a7sE

o | MELaka 77330t 63.97E

10 1 EECAH . 7 : A2ME 623.34 E

11 | nEGER senBan | 1727 3%E Carane

12 | seLansor S211GE, -

13 | PERAK S173E W Tor

13 | PULSU Pt 2221K

[omean T S wsis e, A0 | 13ses |

Selain wakaf tanah, terdapat banyak institusi pendidikan di Malaysia
vang terus memberi kontribusi atas nama wakaf seperti Madrasah al-
Attas di Pekan, Madrasah ai-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-
Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala
Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang, Maahad al-
Yahyawiah di Padang Rengas, Perak, Maahad al-lhya’ al-Syarif di

Gunung Semanggol, Maahad Mahmud di Alor Setar, Kampus Islam
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Sultan Alam Shah di Kelang'™® dan yang terbaru adalah program
pemeliharaan menara Majlis Agama Islam Wilayah Persckutuan
(MAIWP) yang dibangun di atas tanah wakaf milik majlis, di kawasan
segi tiga emas Jalan Perak, Kuala Lumpur, awal Juni 2007 lalu
membuka dimensi baru bagi pembangunan tanah-tanah wakaf di
Malaysia. Proyek pembangunan tanah wakaf terbesar di Malaysia itu
di canangkan untuk bangunan pejabat setinggi 34 tingkat dengan
jumlah biaya RM151 juta.'>
by Dibalik fakta-fakta,/"di<atas,, térdapat banyak masalah dalam
mensosialisasikan harta wakaf di Malaysia. Antara lain karena:
» Masalah perundanganiyaitu ketidakseragaman undang-undang
wakaf berbagai| daeral/ hingga menimbulkan perbedaan dalam

pemahaman, tafsiran; tatacara pengeluaran fatwa dan hukum.

V,’

Kebanyakan tanah wakaf di kawaSan bandae.terletak di lokasi yang
kurang strategis @anltidaksberpotensi untuk diproduktifkan, karena
tanah wakaf berada.di kawasan pedalaman.

» Terdapat juga penyalahgunaan tanah wakaf secara syar’i di
beberapa daerah, karena tidak sesuai tujuan wakaf, seperti

digunakan untuk lahan berdagang.

2 Mohd Nazri Chik, Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Ummah,

http://ilmuonc.wordpress.com. di akses 22-02-2007.

IMohd. Radzi Mohd. Zin, Bangunkan Tanah Wakaf, hitp://www kptg.gov. di akses 06-07-
2007
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» Terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan(belum disahkan) di
bawah pentadbiran pihak berkuasa agama menyebabkan ia tidak
boleh dibangunkan.

» tidak adanya data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf.

Beberapa perkembangan positif yang menggambarkan kesadaran yang

tinggi dikalangan berbagai pihak terhadap potensi harta wakaf yaitu:

» Pelegetemasian Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji pada 27 Maret
2004 oleh Kerajaan Malaysia. tugas jabatan ini tentang wakaf ialah
untuk mewujudkafi institusi waKaf yang rapi, teratur, seragam, dan
berkesan yang dapat mémbantumeningkatkan taraf sosial ekonomi
masyarakat Islam'di Malaysia.

» Penerbitan Saham’ Wakaf oleh |beberapa negeri seperti Johor,
Melaka dan Selangor/~Cadangan ini adalah menepati keputusan

Majma? Figh Islamiy-pada24-Novembgr2005,

Penerbitan PelanpFakafulpWakaf @leh Syarikat Takaful Malaysia
Berhad yang menggabungkan produk Takaful di bawah kontrak
Mudharabah dengan wakaf tunai sejak tahun 1997, Produk ini telah
memberi manfaat kepada golongan petani, nelayan dan orang kurang
upaya(mampu) {OKU) melalui penerima wakaf dinamakan Yayasan
Di Raja Sultan Mizan Zainal Abidin.

Pengenalan Sistem Maklumat Wakaf Berasaskan Sistem Maklumat

Geografi (GISWAQF) yaitu mengambil manfaat dari Geographic
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Information System (GIS) sesuai yang dimaksudkan oleh sekumpulan
penyelidik dari Pusat Kajian Harta Tanah (CRES), Universiti
Teknologi Malaysia. Usaha ini adalah untuk membolehkan tanah-tanah
wakaf diurus oleh pihak-pihak berkuasa yang bersangkutan agar lebih
efisien.'™*

g¢. Perwakafan di Singapura.

Menurut perincian tahun 2000, orang Melayu di Singapura hanya
berjumlah 453.600 orang atau mewakili 13.9 % dari jumlah komposisi
kaum di Singapura, dimdna /99/6%"\ adalah beragama Islam (lihat
www.Singstat.gov.sg). Data dni jelas ‘thenunjukkan umat Islam di sana
adalah golongan minoritas “dan tinggal di sebuah negara sekular.
Bagaimanapun, kedudukannya/itu_tidak menghalangi umat Islam di
Singapura membangunkan harta wakaf secara inovatif untuk memenuhi
kepentingan mercka.

Majlis Ugama Islam Singapura AMUIS) telah di diririkan pada
tahun 1968 di| bawal~Administration_of] Muslim Law Act (AMLA)
memainkan peranan yang penting di dalam mengurus dan membangunkan
harta wakaf. Di bawah AMLA semua harta wakaf 1 Juli 1968 hendaklah
didaﬁarkan di bawah MUIS (Seksyen 64 (1)).

Pendaftaran harta wakaf tersebut harus dibuat dalam masa 6 bulan
oleh mutawalli wakaf (pemegang amanah/pengurus wakaf) tersebut

setelah wakaf itu dibuat (Seksyen 64(8)). Apabila hal tersebut belum

""Mohd WNazri Chik, Wakaf dan Peranannva dalam Pembangunan Ummah,
http://ilmuone.wordpress.com, di akses 22-02-2007.
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dibuat dalam 6 bulan, maka pengurus wakaf tersebut bisa dikenakan denda
tidak melebihi $5,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-
duanya sekalian (Seksyen 64 (i1)). Di bawah MUIS, Pengurusan dan
pembangunan harta wakaf di letakkan di bawah The Assets Management
Cluster yang mempunyai empat bagian yaitu Zakat dan Wakaf Strategic
Unit, Disbursement dan Empowerment Strategic Unit, Halal Certification
Strategic Unit dan Haji Service Strategic Unit.

Pemegang amanah atau mutawwali, MUIS mempunyai peranan
untuk mengurus harta wakafsdengan baik, mempunyai kecakapan dalam
mengurus dana-dana wakaf «dan memaksimakan pontensi wakaf untuk
menghasilkan mamfaat. ‘Sebagai pemegang amanah, fungsi biasa MUIS
adalah dalam bentuk antara lain,.pendokumenan harta wakaf, menjaga
administrasi dan melakukan audit atas harta wakaf, perlantikan mutawwali
wakaf sertamemeélihara harta~-wakaf diySingapura.

Dalam scal pembangunan atan, péngembangan harta wakaf untuk
memaksimalkan atal imemastikan’ RartatWakaftersebut dapat kembangkan
potensinya, maka sebuah lembaga atau syarikat telah didirikan yang
dikenal sebagai WARESS."* Dengan berdirinya WARESS ini, terdapat

pemisahan peranan antara WARESS dan MUIS.

'35 Asset wakaf di Singapura total berjumlah S$ 250 juta. Tak ada lagi tanah wakaf baru
di negeri yang luasnya tak lcbih besar ketimbang Jakarta ini. Untuk mengelolanya, MUIS
membuat anak perusahaan bernama WAREES. Singkatan dari Wakaf Real Estate Singapura.
WARLEES merupakan perusahaan kontraktor guna memaksimalkan assct wakaf. Dalam
prakteknya WAREES tak hanya sckadar membangun phisik, melainkan juga menjadi konsultan
manajemen dan bisnis untuk pengembangan asset wakaf tersebut. Lihat. Eri Sudewo, Pengelolaan
ZIS dan Wakaf di Singapura, hip://www tabungwakaf.com, 3-09-2007.
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Adapun MUIS hanya berperanan dalam bentuk yang telah
disebutkan di atas, sedangkan WARESS lebih berperan dalam bentuk
komersial. Pemisahan peranan ini telah memberikan banyak mamfaat,
antaranya MUIS dapat memberikan perhatian khusus kepada fungsi
wakafnya, adapun WARESS memberikan perhatian dalam aspek
komersial dan juga akan meningkatkan kelancaran, kecakapan mengurus
dan mengembangkan harta wakaf di Singapura.

Pemisahan ini juga menjadi penghalang kepada pemegang amanah
wakaf agar tidak sembaranganiuntuk meénanggung risiko dalam perniagaan
dan bisa juga untuk meningkatkanskeuntungan. WARESS telah di dirikan
pada 26 September 2001’ dan memulai beroperasinya pada bulan Januari
2002. Pengurusannya terdiri darivahli L’embaga Pengarah, Pengurus Besar
dan Pengurus Operasi.

Tugas utamanya/antaral lainnya adalah/mengurus proyek, mengurus
harta sewaan dan pemasaran seffa beberapa hal lainnnya. Dalam aspek
pengurusan prayek) fperanan fWARESS  dadalah untuk mengurus semua
proyek-proyek vang dijalankan oleh MUIS termasuk perencanaan proyek,
kontrak, pengurusan proyek dan pengeluaran. Adapun dalam pengurusan
harta, peranan WARESS ialah mengurus semua harta-harta yang dimiliki
oleh MUIS termasuk 69 buah masjid di Singapura.

Sejak dari berdirinya, WARESS telah brehasii membina 27 buah
masjid, 25 proyek penempatan komersial dan madrasah. WARESS juga

terlibat dalam memperbaiki dan penjaga masjid, dan mengurus Warisan
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Melayu (Malay Heritage) serta menukar tanah-tanah wakaf yang kecil dan
tidak produktif kepada tanah atau bangunan yang berpotensi.

WARESS sentiasa mempastikan semua aktivitasnya adalah sesuai
kehendak syariah. Bentuk aset yang diakui oleh syariah adalah seperti
perumahan/apartmen, ruang pejabat, taman industri/perniagaan dan kedai
runcit. Salah satu dari keberhasilan besar WARESS adalah menerbitkan
S$25 juta Bon(modal investasi) Musyarakah untuk membeli sebuah
bangunan di 11 Beach Road untuk menggantikan 20 tanah wakaf MUIS
vang berada di kawasan yang|tidak berpotensi dan berada di luar daerah
pembangunan.

Majlis Fatwa Singapurg telah \membenarkan penukaran tanah
wakal yang tidak berpoteénsikepada wakaf yang lebih berpotensi tinggi
dilakukan. Bon ini meripakan bon  Islam pertama diwujudkan di
Singapura untuk\membeli~bangunan, pejabat\6 “tingkat yang berharga
S$£31.5 juta atau S$919 kaki persei.

Bon ihin [mehgginakan ——dua’ |prinsip yaitu Musyarakah
(partnership)dan ljarah (leasing). MUIS telah mengadakan perjanjian
perkongsian dengan pihak pemegang bon untuk membeli bangunan
tersebut dengan berkongsi untung dan rugi. Pihak MUIS menyumbang
sebanyak S$9 juta, adapun dari pihak pelabur bon sebanyak S$25 juta,
vaitu sumbangan modal dan perkongsian untung mengikut ratio 26.5%

(MUIS) dan 73.5% (pelabur).
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Keberhasilan ini diteruskan melalui penerbitan bon S$35 juta-
Bencoolen Street dengan menggunakan konsep yang sama. Penerbitan bon
ini dilakukan untuk membangunkan kembali sebuah masjid lama untuk
dijadikan sebuah kompleks mixed-use yang mempunyai sebuah masjid
yang modern, 3 tingkat bangunan komersial dan 12 tingkat apartmen yang
mengandungi 84 unit apertemen yang lengkap dengan berbagai
kemudahan. Terdapat tiga pihak vyang terlibat dalam perjanjian
Musyarakah ini iaitu MUIS, Dana Wakaf dan WARESS sendiri. Masjid
dan 3 tingkat bangunan Kometsial adalah dipunyai oleh Dana Wakaf, yaitu
bernilai S$8.44 juta (11.9%)4adapun 12 tingkat apertemen dipunyai oleh
MUIS dan dikelola oléh WAREESH bernilai S$62.62 Juta (88.1%).
Sumbangan modal adalaly’ dari‘tiga _pihak ialah MUIS sebanyak S$35 juta
(88.8%), Dana Wakaf scbanyak “S$4:719 juta (11.9%), vaitu S$4.2 juta
nilai tanah|dan ‘ekuiti 55549000 dan WAREES-menyumbang kepada
pengurusan sumber dan‘S£1.00 nédminal cash.

WARERS yangy mewakilizMUIS jtelah mengadakan perjanjian
Ijarah dengan Ascott untuk mengurus apertemen tersebut selama 10 tahun
dengan jaminan pendapatan serendah $$1.3 juta pada tahun pertama dan
$%1.8 juta untuk tahun kedua sehingga 10 tahun dengan perkongsian
untung. Keuntungan dari ljarah ini akan dibayar kepada pelabur bon
sebanyak S$1,060,500 atau 3.3% setahun.

WAREES juga terlibat sebagai pemacu untuk mengembangkan

tanah-tanah wakaf. Contchnya keberhasilan besar WAREES juga ialah
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mengembangkan proyek perumahan mewah The Chancery Residence.
Pembangunan ini hasil kerjasama WARESS dengan pemegang amanah
wakaf, yaitu Wakaf Yahya Lukmanji Saif. Keseluruhan dari 34 unit rumah
ini telah habis dijual untuk mencari keuntungan dan mengembangkan aset
wakaf MUIS. Proyek mutakhir WAREES adalah membina semula sekolah
wakaf Madrasah al-Ma’arif yang dipindahkan dari tempat asalnya tanah
wakaf di 14 Ipoh Lane ke lorong 39 Geylang dengan membangunkan
sebuah madrasah yang mempunyai kemudahan fasilitas yang lengkap
setinggi 8 tingkat. Bajgunan bamu i hampir siap dibina dan akan
digunakan pada tahun 2007 ini, dan lain-lainnya. Secara keseluruhannya,
hal-hal di atas hasil dari/péndekatan danpengurusan yang professional.'™®
h. Perwakafan di India.

Praktek wakaf di India telah berlangsung lama. Jauh sebelum
merdeka atau | dikuvasay inggrisy lembaga wakaf=telah tumbnh subur
dikalangan rakyat India. Secargumlimy materi undang-undang hukum
keluarganya betsandar-padaymazhab Hanafi, ). sebab mayoritas Muslim

India bermazhab Hanafi. Dan otoritas mazhab Hanafi merupakan kerangka
acuan materiil hukum keluarga di India. Hal ini sangat berpengaruh
terhadap jalannya lembaga wakaf di India sebelum ditetapkannya

Mussalman Waqf Validating Act 1913 yang menetapkan barang yang

dapat diwakafkan hanyalah tanah dan harta yang tidak bergerak.

% Abdul Halim Ramli Kamarulzaman Sulaiman, Pembangunan Harta Wakaf
Pengalaman Negara-negara Islam, www jwzh.gov.my, hal. 4-6.

7 Taufik Abdullah, dkk: editor, Ensiklopedi Tematis Dunia.., hlm. 22.
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Dalam Mussalman Wagqf Validating Act 1913, wakaf berarti
persembahan abadi oleh seorang yang mengaku beragama Islam atas suatu
harta untuk tujuan apapun yang diakui hukum Islam sebagai tujuan
keagamaan, kebajikan atau amal shaleh. Ada tiga prinsip utama dari
definisi wakaf tersebut, yaitu : Pertama, tujuan perbuatan tersebut mestilah
bernuansa religi, sehingga tujuan duniawi belaka akan merubah
persembahan itu menjadi pemberian biasa. Kedua, ia harus merupakan
dana abadi, suatu pemberian untuk amal yang tidak bersifat abadi dapat
dinamakan sadaqah, tetapi dalamristilah*hukum tidak dapat disebut sebagai
wakaf. Ketiga, hasil daricorpus’itu haruslah dipergunakan untuk manfaat
umat manusia.

Setelah diundangkannya \peraturan wakaf tahun 1913 ini, barang
yang dapat diwakafkan menjadituas:Ditinjau dari pemakaian kata-kata
any property dalam undang-undang-tersebut/memberikan anjuran untuk
menginterprestasikan séeara lebiliuas mengenai hukum wakaf ini. Tidak
ada suatu alasanpun jyangrmenghatangi_dimasukkannya berbagai macam
harta dari pernyataan tersebut, baik harta bergerak, atau tidak, bahkan
terhadap harta yang dapat dipakat habis.

Perluasan obyek wakaf tersebut kiranya juga selaras dengan
tuntutan dan perkembangan zaman. Di era sekarang, kekayaan tidak hanya
terbatas pada benda-benda tidak bergerak tetapi juga benda-benda
bergerak. Sehingga memudahkan orang yang ingin mewakafkan sebagian

hartanya dalam bentuk barang yang bergerak.
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Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan wakaf di India
semakin mempunyai wilayah yang lebih kompleks baik dalam penerapan,
persyaratan, maupun pengelolaannya.'”® Pada akhirnya pemerintah India
mulai membentuk lembaga tersendiri yang khusus mengatur masalah
perwakafan yang berfungsi untuk mengoptimalkan operasionainya
perwakafan berikut administrasinya.

India merupakan Negara yang mempunyai manajemen wakaf yang
baik. Hal tersebut tidak terlepas dari tersedianya perangkat hukum yang
khusus mengatur manajemen dan institusi wakaf sejak tahun 1923.
sejumlah undang-undang-telah dikeluarkan oleh badan-badan perwakilan
pusat dan Negara bagian yangemengatur administrasi wakaf. Undang-
undang pertama yang meéngatup/tata administrasi wakaf adalah Mussalman
Waqf Act 1923 yang diundangkan-dengan tujuan memperbaiki pengurusan
harta wakaf, ‘menjamin/’ pemeliharaan, serta/pengumuman pertanggung
jawaban keuangan §yang |sewajarmnya. AKetentuan-ketentuan pokoknya
adalah bahwa mutawalli /diharuskan- menyampaikan kepada Pengadilan
Distrik semacam pernyataan yang mengandung gambaran dan perincian
dari harta wakaf. Dia juga harus menyampaikan pertanggung jawaban
keuangan tentang biaya-biaya administrasi harta wakaf.

Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi untuk disesuaikan

dengan keadaan-keadaan suatu daerah. Sedikitnya dalam tiga propinsi di

'*¥ Misalnya pengelolaan wakaf Lembaga Wakal Sunnah yang menjaga kawasan
perkuburan serta masjid penganut Sunnah di seluruh India salah satunya Taj Mahal, walaupun
masalah Taj Mahal ini masih sengketa dengan penganut agama Hindu. Lihat. Penganut Hindu
terus tuntut Taji Mahal, 19 Mei 2005, http://pemudawilayah blogspot.com. Di akses 19-0%-2008.
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India : di Bengal Barat ia digantikan dengan Wesr Bengal Wakf Act 1934,
di Bombay diubah oleh Musslaman Wakf (Bombay Amandement) Act
1935; dan Uttar Pradesh dengan Muslim Wakf Act 1936. namun ketiga
undang-undang ini hanyalah bersifat lokal dan tidak berlaku untuk semua
wilayah di India.

Pada tahun 1954 dan kemudian 1993 pemerintah pusat
mengundangkan Wakf Act 1954 dan Wakf Act 1993 yang khusus mengatur
administrasi dan institusi wakaf dengan lebih lengkap dan modern.'™
Undang-undang ini sifatnyasnasjonal\administrasi dan institusi wakaf
dengan lebih lengkap. {/ndang-undang) ini sifatnya nasional dan berlaku
untuk semua Negara bagian dinlndia. Berdasarkan kedua undang-undang
tersebut masalah administrasi/wakaf ditangani oleh sebuah lembaga yang
discbut Centra Waqf ~Council~’yang bertangjawab langsung pada
pemerintah, pusat, Untuk -eperasionalisasi berikutnya dibentuk sebuah
lembaga wakaf (boards‘ef Wakfs)/dibérbagai daerah di India.

Central | Wdgf~Ceuncil_berfuggsiyy untuk mengawasi jalannya
lembaga dan administrasinya wakaf. Lembaga ini terdiri dari seorang
ketua yang berposisi sebagai pejabat setingkat menteri yang mengatur
masalah wakaf dan anggota yang tidak lebih dari 20 orang yang semuanya
diangkat oleh pemerintah pusat (Wakf Acr 1954 pasal 8-A (2). Setiap
Board of Wakfs harus menyetorkan sebanyak 1 persen dari penghasilan

bersih tahunan (Net Arnual Income). Central Waki Council wajib

159

Thahir Mahmud, Statute Law Relating to Muslim In India A Study In Constitusi And
Islamic Perspectives {New Delhi : Institute of Objective Studies, 1995), hal. 266.
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mendirikan Central Wakf Fund untuk menampung segala dana yang
masuk padanya.

Sementara board of Wakf terdiri dari seorang komisaris dan
anggota sebanyak 11 orang khusus untuk wilayah teritorial Delhi dan 5
orang untuk wilayah lainnya. Anggota-anggota ini harus ditunjuk
pemerintah dengan klasifikasi berikut (Wakf Act 1954 pasal 16 (1) :

a) Anggota dewan legislatif dan anggota parlemen yang
merepresentasikan Negara.

b) Pakar hukum Islam #fangsmerepresentasikan perkumpuian keagamaan
seperti Jamiat al-Uldma Hind atauState Shia Conference.

¢) Pakar ekonomi, admifiistrasiydan akuntasi.

Selain itu board of wakfjuga harus mempunyai seorang sekretaris
yvang diangkat pemerintah-“yang beroperasi sebagai chief executive Officer
yang khusus |menangani -dan-mengontrol administrasi. Dan beberapa
pegawai dan pembantutuntuk kelancaran tugas Board of Wakf (pasal 11
dan 21). Dengan)diundangkanpya Wakfdct 1954 dan Wakf Act 1993 dapat
dilihat kemajuan sistem wakaf di india Khususnya dalam masalah institusi
perwakafan dan juga mengenai tata administrasinya.'®
Perwakafan di Berunei Darussalam.

Menurut  Undang-Undang Brunei yaitu  Undang-Undang

No0.20/1955 Ugama (agama) dan Mahkamah kadi 1955 segala urusan

1" Wardah Nuroniyah, Makalah, Hukum Wakaf di India, 2005, hlm. 7-11.
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wakaf dikendalikan dan diatur oleh majlis Ugama Islam.!®!

Majlis Ugarna
Islam adalah sebuah lembaga yang terdiri sendiri meskipun dibawah
kementrian hal ikhwal Ugama yang mempunyai kekuasaan terhadap
Undang-undang sebagai mana yang termaktub dalam UU yakni akta
Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal (Pasal) 77.
Majlis ini memiliki kedudukan tinggi dan terhormat, mempunyai
kekuasaan dan pengarub besar dalam menentukan dasar mengenai masalah
keagamaan dan pengaturan dalam agama Islam.'®?
Secara umum sistem perwakafandi\Brunei Darussalam terbagi kepada dua
bagian yaitu :
1). Wakaf tidak Terdaftay
Wakaf tidak| terdaftar bisa’terjadi apabila seseorang berwakaf
sesuatu  kepada pihak=pihak~’terfentu seperti uvang, kelengkapan
peralatan dah\lain-lain-secara tidak “tertulis atau hanya secara lisan.
Searah terima kedabelah pilfak beriaku secara lisan apabila keduanya
setuju untuk memberi dan menerima harta yang diwakafkan.

Dalam hal ini perwakafan tidak terdaftar bisa saja terjadi tanpa

diketahui oleh pihak kedua yakni orang yang menerima wakaf

' Pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam telah diatur dalarn Undang-Undang dan

dikelola olch Majlis Ugama Islam. Majlis inilah yang rmengatur serta menangani harta-harta wakaf
yang terdaftar baik wakf a’m atau khas, jika wakaf itu @'m maka majlis akan menggunakannya
secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Sedangkan wakaf &fas maka
majlis akan menggunakannnya sesuai dengan tujuan pewakaf.

'2 Lebih jelasnya lihat masalah wakaf di Brunci Darussalam htp.www. Kementerian Hal
Elwal Ugama Brunei. Com, di akses 19-11-2007.
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tersebut. Misalnya seseorang mewakafkan al-Qur'an di masjid tanpa
diketahui oleh pengurus atau ta'mir masjid.
2). Wakaf terdaftar.

Sistem wakaf ini terjadi misalnya seseorang mewakafkan jenis
harta tidak bergerak (tak alih) misalnya tanah dan bangunan dengan
menentukan pertukaran nama pemilik secara sah menurnt Undang-
Undang , Perwakafan seperti ini apabila wakaf seseorang telah
diterima, dilafalkan dan disahkan oleh pihak-pihak tertentu, maka
tanah dari orang yafig berwakaf di serahkan kepada Majlis Ugama
Islam yang selaku pihak® yang akan melakukan pengurusan wakaf
tersebut.

Perlu diketahui _bahwa ’‘Ssemua tanah masjid di Brunei
Darussalam berasal dari-tanah-wakaf dan dikelola oleh Majils Ugama
Islam. Adapun jeniséjenis wakafyang ada’di Brunei Uarussalam yang
dikelola oleh Majlis_Ugama/lslam adalah wakaf khas (khusus) dan
wakaf a’'m (umum):

Untuk wakaf yang berstatus terdaftar maka Majlis Ugama
Islam yang akan bertanggung jawab mengurus dan mengelolanya,
sesuai dengan tujuan wakaf ketika seseorsng mewakafkan tanahnya.
Pelaksanakan awal atau prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang berwakaf adalah :

a) Menghantarkan/Mengajukan surat permohonan untuk

berwakaf.
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b) Apabila diterima permohonan maka ia melafalkan (Iqrar
Wakaf} dihadapan kadi (hakim).
¢) Melaporkan kejawatan Tanah (Kantor Agraria).

Adapun  wakaf-wakaf yang tidak terdaftar, maka
kepengurusannya berpulang kepada pihak yang menerima wakaf, Jika
misalnya sebuah masjid menerima wakaf seratus mushaf al-qur'an,
maka masjid itu sendirilah yang akan mengelolanya.

Untuk mengelola dan memberdayakan wakaf ini Majlis Ugama
[slam Tabung Edowman Awamysesuai dengan Undang-Undang no. 20
1995 mengenai Majtis Ugama Istam, Mahkamah Kadi (5. 97-98).
Tabung Endowmen| Awamitidak hanya mengelola harta wakaf tetapi
juga nadzar. Yang tujtannya adalah untuk kebajikan untuk menyokong
dan mengembangkan“Agama-'Islam, khususnya bermamfaat untuk
orang Islam™di Brunei-Damissalagsy.  Hal\ini-berdasarkan Undang-
Undang dari pandangand Majlis vang/diharapkan sesuai dari waktu ke
waktu.

Secara jelas pasal-pasal Undang-Undang no. 20 tahun 1993,
bagian IV, merjelaskan lebih detail mengenai harta yang tercakup
dalam tabung Endowmen Awarn yaitu orang Islam yang meninggal
tanpa ahli Waris (pasal 99) juga semua harta wakaf baik a’m dan khas
dan semua nadzar a’m. Baik juga semua amanah (wasiat) yang
berbentuk suatu amanah kebaikan untuk mendukung dan menyebarkan

agama [slam atau mamfaatnya untuk orang Islam.
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Majlis menjadi pemegang amanah tunggal yang membentuk
amanah tinggal (mustautin) di Brunei Darussalam, sekiranya harta
tersebut terdiri dari tanah yang terletak di Brunei Darussalam
hendaklah diletak hak (diserahkan) kepada Majlis setelah terdaftar di
Kanun Tanah (Kantor Agraria) (pasal 101). Dan apabila harta wakaf
terletak diluar Brunei Darussalam maka majlis setempat yang
mengambil alih dalam kepengurusannya.

Perkembangan  hukum Istam Brunei Darussalam telah -
mengalami kemajuah bertahap, salah satunya masalah perwakafan.
Meskipun ketentuan- wakaf 'di Brunei mengikuti mazhab Syafi'i.
sedangkan pendapat dituagiSyafi'iyyah baru boleh dipergunakan karena
untuk kepentingan “masyarakat dan ada izin dari sultan selaku
pemegang kekuasaan’tertinggi-datam bidang agama Islam.'®

Addpun jenis\wakaf-apa.saja.yang felah dilaksanakan di beberapa

negara di atas bisa disimipulkan seébagai berikut.

Tabel 35 Jenis-wakafyang telah dilaksanakan di beberapa negara

Negara Jenis wakaf yang telah dilaksanakan

Indonesia

1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan

investasi)

Yordania

1). Wakaf tanah, 2). Wakaf investasi pertanian, 3).

Wakaf sewa

'** Thahir Mahmod Personal Law in Istamic Countries (History, Text.

Comparatiev Analsis), (New Deihi: Academic Of Lax and Religion, 1987), him. 12
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Mesir 1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan
investasi)

Sri Langka 1). Wakaf tanah

Arab Saudi 1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan
investasi)

Sudan 1). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan
investasi)

Malaysia [). Wakaf tanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan
investasiy

Singapura 1)-Wakaf wanah, 2). Wakaf tunai (langsung dan
investast)

India -Walkaf “Mtanah

Berunei Darussalam 1}, Wakat tanah, 2). Wakaf tunai (1aﬁgsung dan

L investas))

Data di atas Iméng@njukan bahwa, senttia negara mempunyai aset

wakaf tanah dan sebagian besar negara menerapkan wakaf tunai baik

langsung atau melalui investasi terlebih dahulu, selain modalnya dari

wakif, juga mereka juga memproduktifkan harta wakaf yang ada.'®
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Untuk lebih jelasnya bisa lihat, Uswatun Hasanah, Permasalahan Penerapan Wakaf

Tunai, majalah Modal No. 20/11-Juni 2004, beliau menjelaskan negara-negara yang melaksanakan
wakaf tunai yaitu Indonesia, Mesir, Turki, dan Bangladesh, dan lihat juga hasil fitimak I akaf dan
Zakat ASFAN pada tanggal 28 Sep 2007/16 Ramadhan 1428 H. Yang salah salunya menerangkan
pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan negara Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia,

http://www.dompetdhuafa.org. diukses 04-01-2008.



BABIV
ANALISIS

A. Analisis Wakaf Temporal dalam Presfektif Figh

Wakaf merupakan pemberian manfaat suatu benda untuk dapat digunakan
oleh orang lain atau untuk kepentingan umum, dengan tujuan mendekatkan diri
kepada Allah SWT, karena itu, wakaf sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagai
amal yang terus mengalir hingga si pewakaf meninggal dunia, seclama harta yang
diwakaflkannya itu masih berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya.
Berkaitan dengan itu pula, benda yang diwakafkan disyaratkan harus bertahan
lama dan berdaya guna bagi orang_ Jlain) lebih-lebih kepentingan kemaslahatan
umum. Dalam al-Qur’an Allahi SWE aménggambarkan secara umum tentang

anjuran berwakaf kepada hamba-hambaNya. Sebagaimana firman-Nya:
'65?:31:4__1411\ Qﬁ;éwlﬁﬁb;gﬁﬂmljﬁéﬂi b gllsd oy
Dalam suatu riwayat setelah ayattersebut fushm'kepada Rasulullah SAW.

kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu hadis yang

diriwayatkan dari imam Muslim ;

shds adiyale o 4y s 4800 A e W1 alee e adatil LYl il 1)
lﬁédﬁ_l;,c_“_mjjj

Bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri, berwakaf secara eskatalogis

identik dengan amal jariyah, karena dari segi amal pahalanya sama-sama terus

165 Abi-tmran: (3): 92.

98 Muslim, Sahfh Muslim., him. 14.
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mengalir sampai pihak pewakaf meninggal dunia, sejauh harta wakaf tersebut
masih dapat digunakan.

Akan menjadi pertanyaan apakah boleh si pewakaf meniatkan harta yang
yang diwakafkannya hanya untuk sementara (temporal) dalam jangka wakat yang
ditentukan. Ulama mazhab berbeda pendapat dalam hasil ijtihad mereka. Dalam
hal ini penulis melihat ada dua pendapat yang mendominasi, yaitu yang melarang
atau tidak membolehkan berwakaf secara temporal, hal bersumber dari Mazhab
Syafi’i dan mazhab Hanbali dan pendapat yang membolehkan berwakaf secara
temporal yaitu bersumber dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi.

Mazhab Syafi’i dan mazhab JManbali berpendapat bahwa harta yang telah
diwakafkan tidak boleh ditarik kembalpmenjadi milik si pewakaf atau pewarisnya,
karena hakikat dari wakaf adalah pengekalan manfaat dan harus untuk selama-
lamanya.'®’

Lain halnya dengan ‘golongan-imam, Malik/dan“<imam Hanafi, merecka
berpendapat bahwa dalam Bofvakaf bisa dibdtasi dengan waktu atau secara
temporal, apabila batas pwaktu= tersebut jberakdrir,ymaka pewakaf diperkenankan
mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya,'®® kecuali si pewakaf
sebelum mewakafkan tidak mensyaratkan adanya batas waktu tertentu atau
dimaksudkan untuk sclama-lamanya. Bagian yang terakhir ini bagi golongan
imam Malik adalah masuk dalam kategori tidak diperbolehkan untuk ditarik

kembali.

'“7 Wahbah az-Zuhaili, Figit Islami wa adilatuh, V111; 7601.
'*% thid, him. 7599 dan 7602.
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Tetapi, penarikan kembali harta wakaf tersebut untuk dimiliki kembali
secara mutlak sama sekali dilarang, dengan alasan apapun. Karena sekali akad
wakaf terjadi, sejak itu pula harta wakaf dengan sendirinya berketetapan sebagai
harta yang dapat didayagunakan “selama-lamanya” bagi orang lain atau
kepentingan lain yang bermanfaat. Ketentuan demikian sesuai dengan syariat

Islam dan hadis dari Ibnu Umar:
s g o paling alwgadle did e ool A8 5ud Ls )l ee Clial
Lad 410 (gaic (udil oo Ja8 Yhe cual ol s Lia j) Caval A ) gy b
ol el A Ly Baaly (G g8 Wy G g ls Y el jac gr Saaid g
u.n‘.?_lc CU;Y&.&MUM\@U&!dﬁagﬁjgﬁj‘e‘s@ﬂ\@)
169, - - - - - .

48 CJpalia gt ankyg g jrall Leia JSG O Lgdd
Sesungguhnya secara prinsipil, dalam magalah wakaf ulama mazhab sama-
sama merujuk pada sebuah~landasan, fundamental jaitu, bahwa wakaf harus
memiliki daya fungsi yang kekal dan abadi. Baru kemudian dalam dataran rinci
pendapat ulama mazhab ini berbeda-beda, berkaitan dengan sejumlah argumen

spesifik-partikuler yang diajukan.
Berikut penulis mencoba menganalisis pendapat dua mazhab yaitu mazhab

Syafi’i dan mazhab Maliki yang di kira cukup mewakili antara pendapat yang

melarang berwakaf secara temporal dan yang membolehkannya. Berikut ini uraian

'8 Nuslim, Sahik Muslim., him. 14.
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faktor penyebab perbedaan pendapat kedua mazhab serta sejumlah argumen vang

meliputinya.

1.

Ditinjau dari segi pengertian, bagi mazhab Syafi’i wakaf adalah
penghentian fungsi (manfaat) dan hak kepemilikan bagi si pewakaf untuk
dialihkan kegunaannya kepada orang lain, dengan tujuan mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Pendapat ini mengharuskan adanya syarat “selama-
lamanya”. Termasuk juga jika pewakaf dalam akadnya sebelum terjadinya
wakaf tidak boleh memberikan batas tempo, maka secara otomatis harta
wakal menjadi untuk “s€lama-lamanya”. Sebagai konsekuensinya, harta
wakaf tidak lagi boleh—ditarik| kembali, baik oleh si pewakaf sendiri
maupun ahli warisnya. Ini“berddsarkan hadis Ibnu Umar yang telah
disebutkan di atas.

Dalam perst mazhab Maliki-berwakaf diperbolehkan adanya syarat jangka
waktu terténtl (adan, r4°bid) jatab secara’ fepdporal.misalnya, satu tahun.
Dalam tempo batas wakti tersebut hartatwakaf boleh ditarik kembali dan
dapat dimiliki kembali-oleh, si_pewakaf-atausahli warisnya.'” Argumen
yang diajukan oleh mazhab Maliki adalah, karena tidak ada dalil secara
khusus yang melarang dan memerintahkan pemberian batas waktu
tertentu. Pendapat mazhab Maliki ini sesuai dengan teori istishab yang

berlaku sampai sekarang dengan landasan kaidah usul figh :

"0 gayyvid Ahmad ad-Dardiri, as-Syarah ai-Sagir., him. 207.
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TE ALY ey b el

Kaidah ini secara mendasar memberikan secbuah pengertian, bahwa dalam

hal-hal yang memberikan bermanfaat bagi manusia secara hukum

diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.'”
2. Metode Istidial Mazhab Syafi‘i

Mazhab Syafi’i seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, tidak
memperbolehkan penarikan kembali harta wakaf, dengan alasan bahwa ketika
akad wakaf dilakukan dengan akad sar7h sempurna (jelas), maka harta wakaf
berketetapan untuk dapat digunakan selamaslamanya dan tidak membolehkan
penggunaannya secara temporal/saja. Dengan(demikian, harta wakaf tidak boleh
diambil kembali dengan alasan sapapun. |Bagivmazhab Syafi’i harta wakaf harus
memiliki ketetapan (¢a2’hid) “selamaslamanvall. Sebagai konsekuensinya, jika
wakaf dibatasi jangka waktu tertentu, maka wakaf tersebut oleh mazhab Syafi’i
dinyatakan batal, karena''ketetapafi = “s¢lafia-lamdnya™ bagi mazhab Syafi’i
merupakan syarat.

Pandangan mazhab “Syafi5-yang tidak “memperbolehkan penarikan harta
wakaf didasarkan pada bunyi sepotong hadis Ibnu Umar yang menegaskan bahwa

harta wakaf tidak boleh dijual, diberikan dan diwariskan.

CoF Yy SY sl Y L

"' Imam Musbikin, Qawa’id Fighivah, cet. ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

2001), him. 61.

172 Nasrun Haroen, Ushul Figh, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), |: 136.
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Hadis ini menurut pemahaman mazhab Syafi’i berarti bahwa harta wakaf
harus dalam kerangka paham “selama-lamanya” dan tidak boleh ada jangka waktu
tertentu, apalagi diambil kembali untuk dijual, dihadiahkan dan diwarisi, lebih-
lebih untuk dimiliki demi kepentingan pribadi.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa pada prinsipnya wakaf dalam segi
makna dan tujuannya adalah sama dengan sadaqah. Jika sadaqah diperbolehkan
“selama-lamanya” dan atau dalam “jangka waktu tertentu”, maka demikian juga
halnya dengan berwakaf. Di samping itu, memang tidak ada dalil yang tegas
membolehkan wakaf dalam jdngka| waktu “selamanya” dan yang melarang
berwakaf bersifat temporal. Kedua kecenderunigan arah wakaf ini, bagi mazhab
Maliki masing-masing tidak memiliki sandaran yang kuat, baik dalam al-Qur’an
maupun as-Sunnah. Yang jelas sadagah, memiliki sandaran yang kuat dalam al-
Qur’an, sementara pengelolaan~dan betituk pentasarufannya sungguh beraneka
ragam dan tidak ada) ketentuan yang-pastissbaik dalam “al-Qur’an maupun as-
Sunnah.'”

Sebagai contohj Jdalamsadagah tisalnya,] sebagian dimaksudkan untuk
waktu “selamanya”™ dan sebagian yang lain dalam “jangka waktu tertentu atau
temporal. Semua itu, secara istid/al, bagi mazhab Maliki harus dilihat dengan cara
pandangan obyektif, tanpa menonjolkan vang satu dan menegasikan vang lain.
Bagi mazhab Maliki wakaf yang bersifat temporal sekaligus penarikan kembali
harta wakaf, memiliki sandaran dalil, seperti halnya keharusan akad wakaf yang

mesti untuk “selama-lamanya”. Selain hal itu, bagi mazhab ini, larangan

' Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat £ al-Wagt, him. 71.



133

pemberian “jangka waktu wakaf” dan pemestian “jangka waktu selama-lamanya”
adalah menyalahi ketentuan qiyas (khifaf al-Qiyas). Artinya, pendapat yang
mengatakan bahwa mewakafkan harta harus “selama-lamanya” adalah menyalahi
Qawaid Fighiyvah (seperti telah tercantum di atas). Secara otomatis kalau saja
yang menyalahi Qawaid Fighiyah diperbolehkan, apalagi pemberian waktu
tertentu yang sudah jelas-jelas tidak menyalahi Qawaid Fighiyah. Tentu saja bagi
mazhab Maliki kedua ketentuan ini dalam masalah wakaf mestinya dipahami
sebagai satu ketentuan yang sama (sama-sama diperbolehkan).'”

Mazhab maliki berpenddpati bahwa/berwakaf secara temporal atau untuk

selama-lamanya adalah suatu pilihan tnigersirat dari potongan hadis dari Ibnu

Umar di atas, dari sabda Rasulullah SAW.kepada Umar bin Khatab tentang tanah
yang akan di wakafkannya yditu—942 €Al delial Cuwa AL O «Jika

engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.'”

Dari paparan-di‘atas, dapatdiketahui*persamaan dalil'yang digunakan
kedua mazhab tersebut. Adapunssisi-persamaamya, vaitu terletak pada kesamaan
penggunaan hadis lbnu/Umar yang menyatakanXeétidakbolehan penarikan
kembali harta wakaf setelah harta tersebut diwakafkan untuk selama-lamanya.
Sedangkan perbedaannya, tampak jelas pada pendapat mazhab Maliki yang
membolehkan pemberian jangka waktu atau brsifat temporal terhadap harta vang
diwakaftkan dan sekaligus boleh mengambilnya kembali setelah jangka waktunya
habis, misalnya satu tahun, Alasan mazhab Maliki tersebut juga didasarkan pada

teori istishab di atas, yang menyatakan bahwa tidak ada dalil memerintahkan

7 Ibid., him. 71.
7% Wahbah az-Zuhaill, Figih Islamnf wa adilatuh,, VITI; 7602,
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untuk selama-lamanya dalam berwakaf dan tidak ada juga dalil yang jelas, yang
melarang pemberian jangka waktu dalam berwakaf.

Dalam masalah wakaf temporal ini penulis lebih condong kepada pendapat
mazhab Maliki dengan pertimbangan memiliki dalil dan argumen yang kuat serta
membuka kemaslahatan untuk umat kerena adanya pilihan dalam berwakaf.

B. Keunggulan dan Hambatan Pelaksanaan Wakaf Temporal untuk
Meningkatkan Ekonomi Umat Islam Di Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai hasil analisa penulis terhadap sistem
dan pelaksanaan wakaf yang bephiubungan dengan pembahasan tentang wakaf
temporal dalam meningkatkan ekonomjdimat,

Lembaga wakaf merupakan sumber aset vang memberi kemanfaatan
sepanjang masa. namun meskipun wakaftelal>memainkan peran yang sangat
penting dalam pembangunan masyarakat'muslim-sepanjang sejarah perkembangan
Islami, masih juga dijumpdi] kenyatadn _addnya] Wakaf, yang kurang memberi
dampak positif pada kehidupafi™masyapakat, karena tidak terkelola secara
profesional, sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf, apalagi
untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin atau yang berhak lainnya

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf pernah mencapai kejayaan walaupun
pengelolaannnya masih sangat sederhana. Sudah menjadi kebiasaan saat itu,
sultan  selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang
mengembangkan wakaf secara terus menerus. Kebiasaan wakaf tersebut
scharusnya perlu diteruskan sesuai dengan perkembangan zaman, karena

sepanjang sejarah Islam wakaf telah berperan sangat penting dalam
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pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat
Islam dan telah mefasilitasi dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana dalam
melakukan berbagai kegiatan seperti risetdan penyelesaian studi.

Institusi dan sistem wakaf adalah suatu yang unik dan mulia untuk agama
dan orang-orang Islam, suatu amalan yang telah bermula dari dari zaman awalnya
Islam, maka perlu dikembangkan dan perlu promosi dan publikasi agar amalan
wakaf tetap menjadi perhatian para generasi masa kini dan mendatang Namun
strategi dan promosi harus seiring dengan mekanisme yang efektif dan efesien
dalam pembangunan harta yang diwakafkan agar\manfaatnya dapat diterima oleh
pihak yang mewakafkan dan umattslam lainayat

Banyak informasi yang menunjukanbetapa peran wakaf sangat besar dan
sukses dalam membantu mensejahterakan\berbagai aspek kehidupan masyarakat,
baik dari dimasa lalu maupun dewasa'ini;/'mamun demikian kegiatan lembaga
wakaf belum dapat miengatasi berbagai. vang dihadapt oleh umai.

Sukses pengelolaan wakaf dibeberapa \Negara masih dalam skala vang
terbatas dan manfaat ekonomi yang menscjahteralan kehidupan masyarakat masih
sangat terbatas, serta belum sampai mengangkat kemakmuran negara-negara
Islam bila dibandingkan dengan negara-negara kapitalis, sehingga sampai saat ini
belum terlihat adanya Negara-negara yang berpenduduk Islam masuk dalam
katagori negara maju.

Untuk itu perlu terus meningkatkan kajian-kajian yang bersifat konseptual
maupun tehnik pengembangan dan pengelolaan wakaf untuk mengefektifkan

pengembangan wakaf yang merupakan aset umat [slam yang sangat besar dan
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sangat potensial untuk pembangunan umat dimasa depan, karena merupakan dana
yang dapat menyediakan penghasilan dan pelayana bagi generasi mendatang.

Perkembangan dunia menuntut perhatian tentang perckonomian dunia,
sehingga tidak ada lagi alternatif ekonomi yang dapat dijalankan kecuali dengan
melaksanakan sistem ekonomi pasar/kapitalis, termasuk Negara Indonesia,
padahal lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga strategi untuk
mensejahtrakan hidup masyarakat dan melepaskan ketergantuan ekonomi
Indonesia terhadap bantuan dana internasional, karena investasi dana wakaf yang
diterapkan dengan dengan memanfaatkan \wakaf dari seluruh potensi pekerja
Islam di Indonesia maka akan dapat terkumpul dana yang sangat besar sehingga
dapat membentuk dana global convenfionumat yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup-masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
adalab dengan menaksimalkan potensi_ kelembagaan/yang, diatur oleh ajaran
Islam, salah satunya adalah lembdga wakaf;

Wakaf sebagai salah psatu, petensi yyang gnempunyai pranata keagamaan
yang berdifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan menjadi suatu
instrument yang mampu memberikan jawaban rtiil terhadap problematika
kehidupan, namun sayang, dalam kenyataannya wakaf kurang dikenal dan kurang
mendapat perhatian yang serius dari sebagain kalangan, baik pemerintah,
masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintab dibandingkan dengan

perkembangan institusi zakat, infaq dan sadaqgah.
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Pada kondisi seperti ini wakaf perlu mendapat perhatian ekstra, karena
wakaf bisa dijadikan scbagai lembaga ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan, karena instutui wakaf merupakan salah satu aset kebudayaan
nasional dari segi aspek sosial dapat menopang hidup dan harga diri bangsa

Semenjak 20 tahun ini, telah berkembang pemikiran, inovasi dan
pembangunan wakaf di dunia Islam, karena lembaga wakaf semakin disadari
perannya yang menjanjikan bagi pembangunan umat dimasa depan. Tumbuhnya
minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi Islam dengan
menggiatkan kembali lembaga perwakafan.

Seiring dengan kesadaran auntuk® mencari sistem Ekonomi Islam sebagai
alternatif dari sistem ckonomil kapitalis yang tidak dapat memberikan
kesejahteraan umat vyang pada akhirnya> menciptakan ketidakstabilan
perokonomian dan meningkatkaftC/kKepincangat pembagian pendapatan dan
masalah kemiskinan.

Berbagai pemikiran telahdikembapgkan dan dikaji diberbagai forum. dan
berbagai inovasi telah dilakukans, Dalam hal-iniswakaf, bisa dijadikan alternatif,
namun secara teori dan praktek masih kurang sambutannya di Indonesia,
begitupun studi perwakafan ditanah air masih terfokus pada masalah hukum figh,
dan belum menyentuh manajemen perwakafan yang dapat dijadikan sebagai
sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat memberikan hasil kepada
masyarakat.

Wakaf bagi kaum muslimin sebenarnya bukanlah hal yang baru. Motivasi

kaum muslimin untuk mewakafkan hartanya di dasari atas hadis Nabi dalam
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konteks sadagah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang
memberi wakaf walaupun sudah meninggal, sehingga pada umumnya masyarakat
Islam mengenal wakaf dalam bentuk fixet aset, yang cendrung tidak berkurang
dan manfaatnya diharapkan senantiasa dapat dinikmati oleh mereka yang berhak
menerimanya, schingga harta wakaf tidak dapat maksimal meningkatkan ekonomi
umat Islam.

Harta wakaf pada dasarnya tidak harus dalam bentuk fixer aset, tetapi
dapat juga dalam bentuk apa saja selama harta sah untuk diwakafkan, misalnya
uang tunai sebagai investasi dapa yangcakan dapat terus dimanfaatkan untuk
kemaslahatan Umat, karena dapat-digunakan sébagai sarana untuk memobilisasi
dana masyarakat dengan jangkauan lapisan masyarakat yang lebih luas kedalam
bentuk modal investasi produktif, schingga dapat menjembatani kesenjangan
antara masyarakat kaya dengan masyarakat’miskin, karena akan terjadi transfer
kekayaan dalam bentuk “keuntungan. investasi| dari smasyarakat kaya kepada
masyarakat miskin.

Untuk itu konsep pakaf-periu dikembangkan tidak terbatas pada tanah-
tanah yang boleh diwakafkan, namun wakaf juga meliputi harta-harta lain seperti
uang tunai, saham dan lain sebagainya, untuk itu perlu paradigma dan perubahan
pemikiran wmat Islam mengenai ide dan konsep wakaf itu sendiri. Kurangnya
pemahaman masyarakat akan hakikat wakaf serta makna wakaf mengakibatkan
sedikitnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Permasalah lain adalah terkait dengan figh wakaf. Kita sadari, masih

adanya perbedaan pandangan dalam pemahaman berbagai bentuk wakaf, maka
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perlu adanya rumusan kesepakatan daripada para ulama tentang figh wakaf,
karena terlihat kegiatan pemberian wakaf di Indonesia masih dalam bentuk
kegiatan pemberian harta tetap dan tak bergerak. Menurut hukum Figh yang
masyhur dan sesuai dengan pendapat mayoritas mazhab, bahwa wakaf berlaku
untuk selamanya sesuai dengan makna hakiki wakaf sebagai amal jarial yang
pahalanya mengalir meskipun pewakaf telah meninggal.

Di sisi lain penulis melihat bahwa ada suatu cara berwakaf yang kurang
mendapat perhatian yang serius dari kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam,
padahal apabila dilihat dari potepsinya untuk mensejahterakan umat, tidak kalah
dengan berwakaf secara tunai, yaitu bérwakaf secara temporal. Berwakaf secara
temporal, akan membuka pecluang scérang muslim untuk beramal tanpa harus
kchilangan hartanya untuk selama-lamanya, déngan catatan ada prosedur yang
mengatur secara jelas, scperti sakst/dan‘lcgalitas hitam di atas putih untuk
menghindari masaldh yang tidak” iinginkan. di Kemudiad hari. Dalam hal ini
diharankan terciptanya kesejahtfefaan] umat/lslain semakin besar dalam kehidupan
masyarakat.

Berdasarkan pada apa yang dikemukan olch mazhab Maliki ini, wakaf
tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya. tetapi sah bila berlaku untuk waktu
satu tahun misalnya. Scsudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat Maliki ini
dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal dengan istilah
hukum agraria HOB (Hak Guna Bangunan). Hak Pakai atau sistem Kkontrak. jika
pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan

perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen
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vang ingin diwakafkan, tapt memiliki status benda yang bersifat temporal
tersebut. Wakaf secara temporal, selain membuka lebih lebar kepada calon wakif,
kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa
dikembangkan secara maksimal.

Dilihat dari segi manfaatnya berwakaf secara temporal sangat berpotensi
sangat besar sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan umat, selama harta
yang diwakatkannya itu masih berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya.
Di dacrah perkotaan sistem ini apabila di terapkan sangat mungkin meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, katenaS'bisa/ menggugah hati seseorang vang
mempunyai tanah luas tetapi belum®di mamafaatkan atau di perkirakan masih
lama untuk di gunakan, untuk mewakafkan tanahnya secara temporal, misalnya
untuk di jadikan taman bermainlatau ldpangan sepak bola.

Karena perkembangan hidup yang sangat dinamis, maka jenis wakaf
berjangka dapat diprakickan scbagaimana di“Negara/Mesityyang mengacu pada
mazhab Hanafi, baik sementaraskareng’ kemavan si wakif maupun sementara
karena sifat barangnya] maniun)sébagian ‘ularha. figh\menolak berwakaf untuk
sementara karena batasan wakif, tapi hal tersebut bertolak dengan pendapat
mazhab maliki dan Hanafi yang membolehkannya.

Wakaf sementara atau temporal yang dinyatakan oleh wakif dapat
merealisasikan  berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat
sebagaimana wakaf abadi. Di sisi lain juga dapat mendorong masyarakat untuk
berbuat baik yang pelaksanaannya menuntut suatu kemudahan dan wakaf

berjangka sebagai pilihan, misalnya bagi orang yang mempunyai saham di suatu
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perusahaan atau deposito di Bank tanpa khawatir akan kehilangan modai
pokoknyan.

Di Indonesia, Perumusan figh wakaf harus disesuaikan dengan situasi dan
kondisi di Indonesia dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam
Al-Qur’an dan Hadis, Dengan demikian benda yang diwakafkan lebih beragam
dan wakaf dapat dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya dapat
memberdayakan ekonomi umat. sehingga harta wakaf benar-benar menjadi
sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Wacana wakaf temporal addlah’suatu kajian yang sangat menarik untuk
dibahas dan dicanangkan sebagai salah satu Wakaf produktif. Mengingat hal ini,
sangat perlu diadakan penelusuran yang lebih mendalam. Pemunculan wacana
wakaf temporal ini nanti pasti lakan_sangat bersinggungan dengan definisi wakaf
dalam KHI Buku IH, Bab I, Pasal 215 Ayat (1) sebagai berikut : Peraturan
Pemerintah No. 28 tahun) 1977/ datam-pasats] | ayat (1), yang isinya bahwa harta
wakaf harus dilembagakan untok selamaflamanya, hal ini akan bertolak belakang
dengan tata cara pelaksanaan-yang-ada.pada-wakaf tetaporal, hal ini memerlukan
telaah kembali latar belakang bagaimana pembentukan peraturan-peraturan
tersebut yang diharapkan sebagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan

berikutnya.
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Tabel 4. Keunggulan dan Hambatan Peclaksanaan Wakaf Temporal Di

Indonesia

Keunggulan-keunggulan Wakaf

Temporal

Hambatan-hambatan Pelaksanaan

Wakaf Temporal

. Memberikan peluang kepada semua
kalangan untuk berwakaf dalam
bentuk apa saja selama harta
tersebut sah untuk diwakafkan.

. Membuka peluang besar /kepada
semua elemen masyarakat— untuk
beranal dalam waktu tertentu tanpa
akan harta

merasa kehilangan

pokoknya, misalnya
menginvestasikan ) ‘hattanya | lewat
Reksadana Syari’ah yang Kemudian
keuntungannya digimakan) (niuk
dana sosial.

akan menambah dana sosial umat

menjadi lebih besar daripada wakaf

yang telah ada.

. Kurang sosialisasinya tujuan wakaf

. Kurangnya pengelola (nazir) wakaf

, Masih kakunya masyarakat dalam

kepada konsep manfaat dan

maslahat kepada masyarakat

yang profesional

memahami teks-teks figh tentang
wakaf

Adanya peraturan wakaf yang
harus dilembagakan untuk selama-
lamanya yang terdapat pada
definisi wakaf dalam KHI Buku III,
Bab I, Pasal 215, Ayat (1) dan

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun

1977 dalam pasal 1 ayat (1).

Kemiskinan dan kesenjangan sosial disebuah Negara yang kaya dengan

sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia
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merupakan suatu keprihatinan. Pengabaian atau ketidak seriusan penanganan
terhadap nasib dan masa depan puiuhan kaum duafa yang tersebar diseluruh
tanah air merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat Islam terhadap
persaudaraan dan keadilan sosial.

Studi perwakafan di Indonesia masih terfokus kepada segi hukum figh,
dan belum menyentuh manajemen perwakafan, padahal semestinya wakaf
dijadikan sebagai sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola
secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga harta wakaf
benar-benar dapat menjadi sumber daya‘dari masyarakat untuk masyarakat.

Peruntukan wakaf di Indori€sia Kurang mengarah pada pemberdayaan
ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Berdasarkan
data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan
untuk masjid, mushalla, sekolah, kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan hanya
sedikit tanah wakaf yang\dikelola seara-produktif dalam bentuk suatu usaha yang
hasilnya apat dimanfaatkan ~fakir miskin,/|\sehingga dampaknya kurang
berpengaruh dalam kéhidupan) ¢Konomi [masyardkat\ dan kesejahteraan sosial
masyarakat tidak akan dapat terealir secara optimal.

Urgenst melakukan hal-hal yang seperti ini agar kehadiran harta wakaf
benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat karena faktor pertumbuhan
penduduk sangat tidak seimbang dengan pertumbuhan wakaf efektif yang sudah
ada.

Problematika wakaf sebagaimana diungkapkan di atas membutuhkan kerja

keras semua pihak untuk mengembalikan tujuan wakaf kepada konsep manfaat
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dan maslahat masyarakat dan tidak harus kaku dalam memahami teks-teks figh
tentang wakaf. Melalui konsep ini diharapkan adanya pencerahan-pencerahan
bahwa kehadiran harta wakaf dapat menyentuh kepentingan hidup masyarakat
banyak.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian positif terhadap perwakafan
melalui peraturan-peraturan pemerintah.,, dan semakin berkembang dengan
dibentuknya Direktorat Pengembagan Zakat dan Wakaf pada Departemen Agama,
namun perhatian tersebut kurang diimbangi oleh pengurusan yang baik, schingga
tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Dapat dikatakan bahwa sampal saatlini potensi wakaf sebagai sarana
berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan
didayagunakan secara maksimal’dalamt‘\ruang’lingkup Nasional. Padahal apabila
potensi wakaf dikelola dengan baik akan membawa dampak yang besar dalam
kehidupan masyarakat. ‘Beban spersealan’ sosial ‘yang dihadapi akan terpecahkan
secara mendasar dan menyélucit sclalui sistem wakaf dalam ruang lingkup
nasional.

Untuk melindungi kekayaan wakaf perlu dibangun kantor khusus dalam
bentuk badan wakaf nasional untuk mengurus wakaf sebagaimana pengurusan
terhadap lembaga ekonomi lain seperti Zakat, Infak dan Sadagah. Untuk itu
diperlukan kerngka hukum yang memberikan definisi yang jelas tentang benda
wakaf dan sistem pengelolaannya, fungsi dan tujuannya.

Pengalaman wakaf Singapura yang menampakkan ciri-ciri dinamik,

kurang bermasalah dan membawa kesan yang menggambarkan kepada kebaikan
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umat Islam dan perkembangan Islam di sana, tetapi keadaan ini berbeda di
Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia masth mencari paradigma baru,
membuat pembaharuan ke atas undang-undang wakaf, mencari bentuk pengurusan
dan pembangunan harta wakaf yang tepat.

Walaupun wakaf sudah lama dikenali oleh masyarakat Islam Indonesia,
tetapi yang lazim melakukan wakaf adalah segelintiran golongan yang berharta
banyak yang mewakafkan harta dalam bentuk harta yang tidak bergerak.
Sementara sebahagian besar masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam
kegiatan wakaf kerana keterbatasancharta mereka. Oleh kerana itu, manfaat dari
harta wakaf masih relatif kecil ‘bahkan banyak kegiatan wakaf yang tidak dapat
dimanfaatkan sccara optimal,! apalagi untuk membangunkannya. Hal ini
menyebabkan tidak nampak | peranan‘wakaf| dalam perkembangan ekonomi
Indonesia.

Dari pembahasan| yang’ sudah—dikemukakad \dapat disimpulkan bahwa
praktik perwakafan di bebérapa| negafa seépefti Mesir, Turki, Syria, Sudan,
Bangladesh sudah berkémbang dengan, baik; namun beberapa negara lain seperti
[ndonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-
undangannya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan
scbagaimana mestinya. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentang
wakaf' dan pengelolaan wakaf secara produktif perlu disosialisasikan kepada
masyarakat dengan baik. Namun demikian, untuk mengembangkan wakaf di suatu
negara, di samping syarat-syarat yang sudah penulis kemukakan, ada hal yang

sangat penting untuk ditekankan yaitu komitmen bersama antara pemerintah, umat
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Islam dan para nazhir wakaf. Di samping itu, di masa yang akan datang
diperlukan kerjasama antar Badan Wakaf yang ada di seluruh dunia Islam
termasuk Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian berbagai permasalahan umat
Islam khususnya masalah sosial dan ekonomi dapat diselesaikan bersama-sama.
Upaya pengembangan wakaf secara internasional, perlu merancang
jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga wakaf maupun pusat-pusat kepakaran
dibidang wakaf melalui jaringan informasi dan komonikasi yang lebih peraktis
dan mudak diakses oleh semua lapisan masyarakat. Karena problem yang
dihadapi oleh berbagai lembaga wakaf di Indonesia, antara lain kurangnya
informasi tentang sumber-sumber fdana wakaf, kerjasama maupun teknik

pengembangan wakaf.



BAB V
PENUTUP
Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian mengenai wakaf temporal :
Potensi dan Hambatannya dalam meningkatkan ekonomi umat, dapat diambil
beberapa kesimpulan dan rekomendasi seperti tersebut di bawah ini :
A. Kesimpulan
Wakaf temporal adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya dalam
waktu tertentu. Dilihat dari kajian hukum Islam, berwakaf secara temporal
mempunyai dasar yang cukup kuat, walatupun terdapat perbedaan pendapat
dikalangan ulama dalam memandafig hakekat wakaf itu sendiri, baik ditinjau
dari aspek kontinunitas waktu (ikrarpzat'yang diwakafkan ( benda wakaf).
Dasar hukum Masalalowakafitidak secara jelas dan tegas tercantum di
dalam al-Qur’an, namun “banyak’’ ditemukan beberapa ayat yang
memerintahkan manbsia]untuk Berbtat bdild deémi/kemaslahatan masyarakat,
Adapun dasar wakafl yang @angat jelas adalah bersumber dari hadis yang
memerintahkan umat Islam-untuk \berbuat kebaikan yang dianggap sebagai
dasar perwakafan pertama kali adalah hadis dari Ibnu Umar yang dipakai oleh
sebagian ulama sebagai larangan untuk memberikan jangka waktu dalam
mewakafkan sesuatu di antaranya dari mazhab Syafi’'l dan Hambali, tidaklah
bisa dijadikan dalil yang kuat karena tidak menjelaskan tentang larangan

dalam memberikan jangka waktu, kecuali wakaf untuk tempat ibadah seperti
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masiid, harus selama-lamanya, karena setelah si pewakif mewakafkannya
secara otomatis dia sudah keluar dari hak miliknya dari harta tersebut.

Golongan imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa
dalam berwakaf bisa dibatasi dengan waktu atau secara temporal, apabila
batas waktu tersebut berakhir, maka pewakaf diperkenankan mengambil
kembali harta yang telah diwakafkannya.

Di Indonesia adalah UU No.41 Tahun 2004 merupakan dasar hukum
sahnya wakaf sementara atau wakaf temporal, sebagaimana disebutkan dalam
pasal 1 “Bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta _benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan /| atau ksejahtraan|umum menurut syari’ah.” Kata-
kata jangka waktu tertentu ménunukan secara tegas menujukan bahwa wakip
yang akan mewakafkan [hartanya ufitk Selamanyasatall untuk jangka wakiu
tertentu.

Wakaf temperal gnasih sangat sulitgditerapkan di Indonesia, karena
pada dasarmnya masyarakat Indonesia masih memahami makna wakaf adalah
sebagai amal jariah yang bersifat abadi, sehingga benda yang diwakafkan
harus tetap dan tahan lama seperti tanah dan bersifat konsumtif bukan
produktif sehingga benda wakaf kurang dapat memberikan manfaat dalam
meningkatkan ekonomi umat. Disamping itu, pengurusan wakaf di Indonesia

menghadapi masalah undang-undang dan wakaf yang masih tumpang tindih.
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Wakaf temporal apabila diterapkan di Indonesaia yang masyarakatnya

mayoritas beragama Islam, sebenarnya merupakan aset yang sangat potensial,

di mana wakaf temporal ini bisa memberikan kesempatan kepada siapa saja

untuk berpartisipasi bukan saja dibatasi pada golongan orang kaya, sehingga

dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

institusi wakaf tanpa harus kehilangan haknya atas atas harta tersebut.

B. Rekomendasi

1.

Dimasa depan sangat-perlu pengelolaan wakaf secara optimal dan
profesional untuk memberdayvakan harta wakaf, baik yang bergerak
maupun tak bergeraki agar, dapat ‘meningkatkan kesejahteraan umat
Islam di Indonesia |yang Kemudian |dikembangkan melalui lembaga
perbankan atau usaha'dalam bentuk-investasi.

Perlu diperbanyak, kajian-mengeniai wakafaemporal sebagai salahsatu
alternatif cara bempwakaf di Tanah Air, mengingat potensinya yang
sangat besar untuk membangun kemaslahatan umat

Untuk mengoptimalkan wakaf sangat perlu sosialisasi kepada
masyarakat luas untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya
berwakaf dengan memaparkan potensi-potensi yang terkandung di

dalamnya.
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Laporan Wakaf

Periode Pemasukan [ Rp ]
Periode : 2001 50.610.000,-
Periode : 2002 822.451.600,-

Periode : 1423/1424 624.364.100,-
Periode : 1424/1425 389.300.500,-
Periode : 1425/1426 518.912.500.-
Periode : 1426/1427  2.289.180.200.-

TOTAL 4.694.818.900,-

Laporan Penerimaan Wakaf Periode : Rajab 1426H s/d Sya'ban 14271

Penyaluran Wakaf untuk Program-Sosiat=SMART Ekselensia Indonesia
| Penyaluran Wakaf untuk Program Sosial - Layanan Keschatan Cuma-Cuma
(LKC)
' Penyaluran Wakaf untuk Program Sesiall- Gempa Jogja
i~ Penyaluran Wakaf untuk ProgramuProduktif- Produktif
i Penyaluran Wakaf untuk Progtam Lain - Lain
Tabungwakaf.com, di akses tanggal 04-01-2008
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www.international-subuh.net

Jumlah (Rp)
M.Rofiq 10.000
Deyna 10.000
Norman 10.000
Ario 2.000
Ade 10.000
Sendy 20.000
Kobil 4.000
Adil 1.000
Dessy 27.000
New soul 23.100
Harsha 10.000
M.Rofik 20.000
lan 20.000
M.Rofik 100.000
Emil 20.000
Kobil 5.000
Sendy 8.800
Kobil S:000
Sendy 20.000
Kobil 5.000
lan 20.000
Regie 50.000
Nurhalimah Ny. 500.000
Ario Bernadi 2.000
Tan 20.000
Kobil 5.000
Regie 50.000
M.Rofik 10.000
Sendy 5.000
Norman 20.000
Sendy 10.000
Norman 10.000

Saldo (Rp)

10.000
20.000
30.000
32.000
42.000
62.000
66.000
67.000
94.000
117.100
127.100
147.100
167.100
267.100
287.100
292100
300.960
305.900
325.900
330.900
350.900
400.900
900.900
902.900
922.900
927.900
977.900
987.900
992.900
1.012.900
1.022.900
1.032.900



32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52,
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
67.
68.

30.01.07
30.01.07
03.02.07
03.02.07
03.02.07
03.02.07
03.02.07
06.02.07
06.02.07
06.02.07
13.02.07
20.02.07
21.02.07
21.02.07
21.02.67
25.02.07
25.02.07
06.03.07
26.03.07
26.03.07
06.04.07
17.04.07
17.05.07
17.05.07
01.06.07
10.06.07
28.06.07
30.06.07
01.07.07
(6.07.07
07.07.07
24.07.07
30.08.07
31.08.07
31.08.07

Tabir 2.000
Kobil 1.000
M.Rofik 5.000
Sendy 5.000
lan 5.000
Tko 2.000
Norman 2.000
M.Rofik 5.000
Ian 5.000
Tko 5.000
Adhi 7.000
Tabir & Endri 900
Endri 1.000
Sendy 10.000
lan 20.000
Muty Tn. 5.000
Awal 6.500
Sendy 20.000
M.Rofik 10.000
Ian 20.000
Adhy 20.000
Sudrajat Bpk. 100.000
Regie 500:000
Sendy 10.000
Tengku Rachiah 500.000
Maulana 300.000
M.Rofik 10.000
Sendy 10.000
Sendy+Adhi+lan 50.000
Yudhi 30.000
Tengku Rachiah 2.500.000
Verdi 238.500
Ajeng 132.200
Sendy 10.000
Fulan 5.200

TOTAL:

1.034.900
1.035.900
1.040.900
1.045.900
1.050.900
1.052.960
1.054.900
1.059.900
1.064.900
1.069.900
1.076.900
1.077.800
1.078.800
1.088.800
1.108.800
1.113.800
1.120.300
1.140.300
1.150.300
1.170.300
1.190.300
1.290.300
1.790.300
1.800.300
2.300.300
2.600.300
2.610.300
2.620.300
2.670.300
2.700.300
5.200.300
5.438.800
5.571.000
5.581.000
5.586.200

5.586.200



DAFTAR MUWAQIF PROGRAM WAKAF TUNAI
Pondok Pesantren Hidayatuliah Surabaya

No | Tanggal Nama Wakaf Keterangan
1] 10k [ Andreatno 270.000 Pendidikan
2 | 07-0it | Sholehudin Zuhri 50.000 | Pendidikan
3 Sudiama W, dr. 2.000.000 | Tanah
4 | 12-0kt | Dewi 2.000.000 [ Tanah
5{ 13Okt | Aliatin 500.000 Tanah
6 | 14Okt | Drajat lrawan, H 500.000 Tanah
7 | 14O | Sachariana 500.000 Tanah
8 | 14-Okt | Safira Azzahra 500.000 Tanah
9 | 140kt | Hirawan Dwi Asmara 250,000 Tanah

10 | 14-Okt | Ely Noerlaylin 250.000 Tanah
11 | 150kt | Fajar Baskoro 500.000 Maal
12 | 15-0kt | Satya Pratama Soegardi 250.000 Tanah
13 § 16-0kt | Nuryati 100.000 Infak
14 { 16-Okt | Endah, ibu 250.000 Tanah
15 | 18-Okt | Subhan Hasyim 250.000 Tanah

16 | 18-Okt | Adi Suprijanto 500.000 Fanah

17 1 180kt { Mardiah 500.000 Tanah

18 | 19-Okt | EMief, ibu 1.000.000 _| Tanah

19 | 19Okt | MiRtachurrahman 5.000.000 | Tanah

20 | 19Okt | Ediano Sufamaf 250.000 Tanah

21 | 09-Nop | Deyna kumiawan 500.000 Tanzh

Tanah+

22 | 25Nop | AsriBudianti, dr. 1.500.000 | sarana

23 | 25Nop | Warsino 250.000

24 | 07-Des | Indra Budi 250.000

25 | 0BSep | SAIFUL ARIF 250.000

26 | 23Sep | ZULFIKRI PASARIBU 1.000.000

27 | 245ep | H MAHIDIN IBRAHIM 250.000

28 | 26-Sep | Transfer ATM 250.000




29 | 27-8ep | Ahmad Fauzi 500.000 Pendidikan
30 | 27-Okt | Tulu'ul Fajr, Ibu 1.500.000 | Maal
31 | 298ep | Tranfer 250.000
32 | 04-Okt | HM. Yusuf Paddong 500.000 Tanah
33 | 06Okt | Lucky Kusuma 500.000 Tanan
34 1 09-Okt 1§ Didiet Suwahjono 250.000 Pendidikan
35 | 09-Okt | Rofig khamdani Yusuf 250.000 Pendidikan
36 i 13-Ckt |} SriRahmiX. 500.000
37 [ 13-Okt | Akhirudiah 500.000
38 | 16-Okt | Memed Slamet 500.000 tanah
| 39 | 16-Okt | Memed Slamet 250.000 Pendidikan
40 | 18-Okt | Transfer 500.000
41 | 22-0kt | SAIFUL ARIF 250:000
42 | 10-Nop | Adif Joko sulgjo 500.000 Tangh
43 | 13-Nop | Anggrismono 250.000
4 | 14-Nop | Tojib 1.000.000"), ) tanah
45 | 21-Nop | Binti Fahimatul M 1.000.000 ;
46 | 28-Nop | Hamba Aliah 250,000 | M,
47 | 12-Des | Soraya 1.500.000
48 | 01-8ep | Ars 500.000 E Tanah
49 | 12-Okt | Gani Wicaksone 5007000 Tanah
50 | 12-Okt | Yuyur binti Gomari 10.000.000 - Tanah =~ |
51 | 14-Okt | Dwi Kumiawali 500.000 | Tanah
52 | 21-Okt | Sri Muranti 250.000 Tanah |
53 | 21-Okt | Rony Witjaksono %0000 B
Bambang Subekti i
54 | 25-Sep | Zulkarnain 500.000 ]
55 i 17-Okt | Faradian Istiqgomah 250.000 |
56 | 12-0kt | Hulakarno Andrianto 250.000
57 | 14-Okt | Tedy Wicaksono 200.000
58 | 19-Okt | Andjar HS. 250.000




59 | 10-Nop | (Alm.) Tedio Wicaksono 500.000 Tanah

60 { 16-Nop | (Alm.) Tedio Wicaksono 500.000

61 | 16-Nop | Eling Ri Kurniati 250.000

62 | 16Nop 3§ Ainur Rofig 250.000

63 | 21-Nop ! {Aim.) Anggowo B.R. 2.000.000 | Tanah

64 | 27-Nop | Drig. Agsa Syuhada 1.000.000

65 | ##AbHE | Feni 2.000.000 | tanah

66 | #HAHAR | Rukmi Qetorno, ibu 250.000

67 | 141407 | Transfer ATM 500.000 tanah

68 | 15/1/07 | Affi Nurhadian 250.000 Sarana

69 | 171007 | lzzutMuna 500.800 tanah

70 [ 1711407 | Mima Yuniastuti 1.000.000y, | tanah

71 | 17/1/07 | Mohammad Rifa'i 1.000.000_jdanah

72 | 241407 | Nik Fauzi 1.000.000 | | tanah
JUMLAH 55.370.000

http://www hidayatullah.com, di dkses tanggal 64-01-2008.
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AN O

Nama
Tempat Tanggal Lahir
Status

Jenis Kelamin
Agama
Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :
TK. Antasari Bajarbaru, tahun 1986,- 1588

SD Sungai Pandan, tahun 1988 - 1994.

MT's Hidayatullah Martapura) tahun-1994.--1997.
MAKN Martapura, tahun 199742600

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarnta, tahun 2000 52005

1.

A i

CURRICULUM VITAE

M. Nor Ikhsan
: Amuntai, 21 Desember 1981
Mahasiswa
: Laki-laki
Islam
JI. Intan V No. 31 RT. 23 RW. IX Banjarbaru
Kal-Sel 70712
Ji.Manggis 64. Wisma Gasenwa Gaten CC YK

UII Yogyakarta, tatiun 2005 sampai sekarang.

Yogyakarta 5 Januan 2008




